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RINGKASAN 

 

 

 

 

 

Hingga hari ini masih banyak masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama 

Islam, yang tidak mengetahui bahwa di dalam Islam ada Hak Asasi Manusia (HAM). 

Ketidaktahuan ini antara lain disebabkan oleh kurangnya kajian dan penyebaran HAM 

dalam perspektif Islam di tengah-tengah umat.  

Sebaliknya, yang dipahami oleh banyak masyarakat adalah HAM yang 

dideklarasikan secara universal oleh PBB pada tahun 1948. HAM ini jugalah yang 

mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk memahami HAM. Indonesia hingga kini 

telah mempunyai beberapa peraturan perundangan berkaitan dengan HAM yaitu antara 

lain Undang Undang Dasar 1945, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 mengenai HAM 

dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. 

Permasalahannya ialah, ada beberapa perbedaan pandangan antara peraturan 

perundangan tentang HAM di Indonesia dengan HAM dalam perspektif  Islam. 

Perbedaan tersebut menjadi ganjalan bagi umat Islam Indonesia yang menghendaki agar 

ajaran Islam senantiasa diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menemukan dan mengembangkan model 

harmonisasi antara HAM perspektif Islam dengan peraturan perundangan tentang HAM 

di Indonesia. Dengan harapan bahwa keduanya dapat dipadukan secara harmoni dan 

dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat, sehingga penghormatan terhadap HAM 

meningkat dan dalam waktu yang sama pelanggaran HAM dapat dikurangi. 

Berdasarkan hal itu, maka tujuan penelitian ini ialah (1) Mempromosikan, 

menyebarluaskan dan upaya mengimplementasikan HAM dalam perspektif Islam kepada 

masyarakat Indonesia; (2) Mengidentifikasi dan memetakan peraturan perundangan di 

Indonesia yang berkaitan dengan HAM; dan (3) Mendesain dan mengembangkan model 

harmonisasi antara HAM perspektif Islam dengan Peraturan Perundangan tentang HAM 

di Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan 

mengkaji secara mendalam dokumen-dokumen HAM perspektif Islam sebagaimana 

dirumuskan dalam khutbah Nabi Muhammad saw. yang terakhir, Deklarasi Medinah, 

Deklarasi Universal HAM Islam tahun 1981 dan Deklarasi Kairo tentang HAM Islam 

tahun 1991. Demikian pula, semua peraturan perundangan yang berkaitan dengan HAM 

di Indonesia akan dikaji dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk mencari data di 

lapangan, akan dilakukan wawancara dengan para informan yang bekerja di dalam 

bidang HAM baik di Yogyakarta maupun Jakarta. FGD akan dilakukan sebagai 

pendalaman terhadap semua permasalahan HAM yang berkembang di dalam masyarakat. 

Penelitian ini mendapatkan temuan-temuan berikut: A. Ada tiga dokumen penting 

dan mendasar yang membahas tentang HAM menurut pandangan Islam. Dokumen 

pertama dibuat pada era Nabi Muhammad SAW lebih dari empat belas abad yang lalu 

sekitar tahun 622M. Dokumen kedua diadopsi oleh Dewan Islam Eropa tahun 1981M di 

Paris. Sedang dokumen ketiga dibuat dan ditandatangani oleh negara-negara anggota 

Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada tahun 1990M. B. Instrumen Nasional Pokok 

Hak Asasi Manusia di Indonesia dan perkembangan pengaturan Hak Asasi Manusia di 

Indonesia dapat dikategorikan menjadi lima: Pertama, Hak Asasi Manusia dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pasca amandemen); 

Kedua, Perundang-undangan Nasional Hak Asasi Manusia dan hubungannya dengan 
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ratifikasi Perjanjian Internasional; Ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia; Keempat, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang 

Pengadilan Hak Asasi Manusia; dan Kelima, beberapa pengaturan “sektoral” di bidang 

Hak Asasi Manusia seperti Keppres No.50 Tahun 1993 (KOMNAS HAM), UU No.3 

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

anak. 
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PRAKATA 

 

 Alhamdulillah dengan kurnia Allah penelitian berjudul: “Model Harmonisasi Hak 

Asasi Manusia Perspektif Islam Dengan Peraturan Perundangan Tentang Hak Asasi 

Manusia Di Indonesia” telah selesai tahun pertama. Ada dua temuan penting pada tahun 

pertama ini yaitu: A. Ada tiga dokumen penting dan mendasar yang membahas tentang 

HAM menurut pandangan Islam. Dokumen pertama dibuat pada era Nabi Muhammad 

SAW lebih dari empat belas abad yang lalu sekitar tahun 622M. Dokumen kedua 

diadopsi oleh Dewan Islam Eropa tahun 1981M di Paris. Sedang dokumen ketiga dibuat 

dan ditandatangani oleh negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada 

tahun 1990M. B. Instrumen Nasional Pokok Hak Asasi Manusia di Indonesia dan 

perkembangan pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia dapat dikategorikan menjadi 

lima: Pertama, Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (pasca amandemen); Kedua, Perundang-undangan Nasional Hak 

Asasi Manusia dan hubungannya dengan ratifikasi Perjanjian Internasional; Ketiga, 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Keempat, Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; dan Kelima, 

beberapa pengaturan “sektoral” di bidang Hak Asasi Manusia seperti Keppres No.50 

Tahun 1993 (KOMNAS HAM), UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan UU 

No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. 

 Selanjutnya, diharapkan penelitian ini didanai untuk tahun kedua, karena model 

harmonisasi antara hak asasi manusia perspektif Islam dengan peraturan perundangan 

tentang hak asasi manusia di Indonesia baru akan dibahas pada tahun kedua tersebut.  

Semoga penelitian ini memberikan kontribusi yang positif pada pengembangan 

disiplin Ilmu Hukum dan HAM, terutama yang terkait dengan masalah HAM dalam 

perspektif Islam. Dan semoga penelitian ini secara langsung atau tidak langsung 

memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan penghormatan bangsa dan Negara 

terhadap HAM sehingga pelanggaran terhadap HAM yang terjadi di tengah-tengah 

masyarakat dapat dicegah dan diminimalisir. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Secara umum, masyarakat Indonesia sudah mengetahui bahwa Hak Asasi 

Manusia (HAM) adalah hak yang ada dan melekat pada diri manusia, karena ia manusia. 

Hak itu bukan diperoleh dari suatu otoritas Negara atau pemerintahan, tetapi 

dianugerahkan oleh Allah karena martabatnya sebagai manusia. Hak yang asasi dan 

fundamental itu melekat erat pada diri manusia dan tidak dipisahkan. Jika hak tersebut 

dipisahkan darinya, maka ia tidak akan dihargai lagi sebagai manusia. 

Masyarakat Indonesia juga paham bahwa HAM harus diperjuangkan dan 

dipromosikan secara kontinyu. Selain itu, masyarakat juga mengerti bahwa setiap orang 

harus mendapatkan perlindungan hak-hak asasinya dalam situasi apapun juga.  

HAM yang dipahami dan diperjuangkan oleh banyak masyarakat Indonesia 

adalah HAM yang dideklarasikan secara universal oleh PBB pada tahun 1948. HAM ini 

jugalah yang mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk memahami HAM. HAM 

internasional ini seharusnya disesuaikan dengan agama, budaya dan adat-istiadat bangsa 

Indonesia apabila ingin diterapkan di Indonesia, dan hingga saat ini Indonesia telah 

mempunyai beberapa peraturan perundangan berkaitan dengan HAM yaitu antara lain 

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 mengenai HAM dan Undang-Undang Nomor 26 

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. 

Namun fakta menunjukkan bahwa selain HAM internasional yang dibuat oleh PBB 

ternyata di dalam Islam ada HAM. HAM menurut perspektif Islam ini kurang atau bahkan tidak 

dikenal masyarakat Indonesia. Masih banyak masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, yang 

tidak mengetahui bahwa di dalam agama Islam itu ada ajaran mengenai HAM. HAM yang 

mereka ketahui dan kenal adalah HAM yang berasal dari Barat dan Kristen, yang notabene anti 

Islam.  

Padahal dalam kenyataannya HAM dalam Islam itu sudah ada sejak munculnya agama 

Islam itu sendiri. Selain Al-Quran dan Hadits, khutbah terakhir Nabi Muhammad saw. dan 

Konstitusi Medinah, merupakan sumber awal HAM dalam Islam. Disusul dengan berbagai 

dokumen resmi HAM dalam Islam lainnya, yang sebenarnya merupakan alternatif dari HAM 

buatan Perserikatan Bangsa-bangsa. 

Hak Asasi Manusia menurut perspektif Islam ini merupakan hal yang harus 

dikenalkan di Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Lebih 

jauh lagi, HAM perspektif Islam ini perlu disosialisasikan, dipromosikan, dan 

diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat secara nyata. Hal ini karena tidak ada 
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agama lain, selain Islam, yang berani merumuskan HAM dalam agama. Selain itu, HAM 

dalam Islam merupakan suatu alternatif dari HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa karena ia 

jauh lebih komprehensif dan harus ditafsirkan sesuai syariat Islam serta harus tunduk 

kepadanya. Namun karena negara kita sudah mempunyai peraturan perundangan tentang 

HAM yaitu antara lain berupa Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang No. 39 

Tahun 1999 mengenai HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang 

Pengadilan HAM, maka cara yang dianggap paling baik untuk merealisasikan penerapan 

HAM menurut perspektif Islam ialah dengan mengharmonisasikan antara HAM 

perspektif Islam tersebut dengan peraturan perundangan mengenai HAM yang sudah ada 

di negara kita ini. 

Harmonisasi ini diperlukan karena ada beberapa perbedaan antara peraturan 

perundangan tentang HAM di Indonesia dengan HAM perspektif Islam. Perbedaan 

tersebut antara lain dari segi penghormatan terhadap manusia, tujuan, rincian dan 

proteksi, rangkuman, kesejajaran hak dengan fitrah manusia, implikasi konsep hak asasi 

manusia, dan ketundukan kepada syariat Islam.  

Dalam masalah ketundukan kepada syariat Islam misalnya, ada dua prinsip yang 

dianut oleh HAM perspektif Islam yang berseberangan dengan Deklarasi HAM PBB dan 

peraturan perundangan tentang HAM di Indonesia. Prinsip tersebut sebagaimana 

dinyatakan dalam Deklarasi Kairo ialah seperti berikut: Pasal 24 “Semua hak-hak dan 

pernyataan kebebasan yang ditetapkan dalam Deklarasi ini adalah sesuai dengan syariat 

Islam”, dan Pasal 25: ”Syariat Islam adalah satu-satunya sumber acuan untuk penjelasan 

atau uraian pasal-pasal dalam Deklarasi ini”.  

Perbedaan prinsip di atas dan perbedaan-perbedaan lainnya menjadi ganjalan bagi 

umat Islam Indonesia yang menghendaki agar ajaran Islam senantiasa diimplementasikan 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbedaan tersebut juga mendorong 

penghormatan yang rendah atau kurang terhadap Hak Asasi Manusia di tengah-tengah 

masyarakat. 

Dengan harmonisasi antara hak asasi manusia perspektif Islam dengan peraturan 

perundangan tentang HAM di Indonesia, ke depan diharapkan HAM setiap individu 

masyarakat akan semakin dihormati, dan dalam waktu yang sama, pelanggaran terhadap 

HAM dapat berkurang dan diminimalisir.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya adalah: 

1. Apakah yang dimaksud dengan HAM dalam perspektif Islam? 

2. Apa sajakah Peraturan Perundangan tentang HAM di Indonesia? 

3. Bagaimanakah model mengharmonisasikan HAM dalam Perspektif Islam dengan 

HAM dalam peraturan perundangan di Indonesia?  
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Sejarah Ringkas Perkembangan HAM di Barat 

Sejarah perkembangan HAM di Barat pada umumnya dihubungkan dengan 

dokumen Magna Carta tahun 1215 di Inggris (Evie Fitriani, 2000: 22-34; Scott 

Davidson, 1994: 20-27; Zeffry Alkatiri, 2007: 99-112). Raja pada umumnya ditafsirkan 

sebagai pengejawantahan dari kuasa Ilahi di dalam dunia ini. Kuasanya mutlak terhadap 

kekuasaan bawahannya dan juga terhadap rakyatnya. Dengan adanya Magna Carta 

kekuasaan raja dibatasi dan dapat dikontrol agar tidak sewenang-wenang atas para 

pangeran dan rakyatnya. Para pangeran atau bangsawan mempunyai hak yang tidak dapat 

dilanggar oleh raja. Rakyat juga harus mendapat perlindungan dari kekuasaan yang tidak 

terbatas. (Scott Davidson, 1994: 20-31). 

Kekuasaan raja atau pemerintah terhadap bawahan atau rakyatnya memang harus 

dibatasi. Tiada kekuasaan yang mutlak di bumi ini. Kekuasaan yang hanya untuk dan 

demi kekuasaan itu sendiri, dan bukannya demi kesejahteraan rakyat, pasti akan 

membawa korban, dan penguasa itu akan cenderung menggunakan kekuasaannnya untuk 

dirinya sendiri ataupun keluarga dan kelompoknya. Dengan munculnya Magna Carta, 

raja Inggris dibatasi wewenangnya, sebagai kompromi antara raja John dengan para 

bangsawan (Evie Fitriani, 2000: 22-34; Scott Davidson, 1994: 20-27; Zeffry Alkatiri, 

2007: 99-112). 

Hal ini merupakan suatu kemajuan yang luar biasa. Wewenang raja dibatasi, dan 

para bangsawan mempunyai hak yang tidak boleh dilanggar oleh raja. Kompromi 

kekuasaan ini mendapat maknanya yang lebih besar dalam Bill Rights (1689) yang 

melindungi hak-hak individu dari kekuasaan raja. Bill Rights atau selengkapnya berjudul 

An Act Declarating the Rights and Liberties of the Subject and Setting the Succession of 

the Crown. Dalam Bill Rights parlemen memegang kekuasaan yang penting dalam 

memperjuangkan hak-hak individu. Hal ini dipahami sebagai perkembangan dari hak-hak 

yang harus diperjuangkan berhadapan dengan kekuasaan raja. Hak individu dianggap 

sebagai hak penting yang wajib dilindungi. Raja tidak boleh berindak sewenang-wenang 

terhadap parlemen dan juga terhadap rakyatnya. Ada batas-batas kuasa yang perlu 

diperhatikan dan tiadak boleh dilanggar (Evie Fitriani, 2000: 22-34; Scott Davidson, 

1994: 20-27; Zeffry Alkatiri, 2007: 99-112). 

Pengalaman perlindungan terhadap hak di Inggris ini diperkaya dengan 

perjuangan rakyat Amerika Serikat dengan The Virginia Declaration of Rights yang 



11 

 

disusun oleh George Mason yang antara lain isinya mencatumkan berbagai hak yang 

harus dinikmati oleh rakyat. Para penguasa tidak boleh merampas hak-hak rakyat. Hak-

hak yang dimaksud antara lain kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan 

beribadat. Kebabasan dan hak mendasar tersebut tidak dapat dirampas oleh penguasa 

sewenang-wenang saja. Penguasa mesti memperhatikan hak-hak tersebut. Hal ini 

kemudian mempengaruhi Deklarasi Kemerdekaan Amerika (1776), yang disusun oleh 

Thomas Jefferson. Antara lain dikatakan: “Kami berpendapat: Bahwa kebenaran berikut 

ini sudah jelas dengan sendirinya; bahwa semua manusia diciptakan setara; bahwa 

penciptanya telah menganugerahi hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut; bahwa di 

antara hak-hak itu adalah hak untuk hidup, bebas dan mengejar kebahagiaan; bahwa 

untuk menjamin hak-hak ini, orang mendirikan pemerintahan, yang memperoleh 

kekuasaannya yang benar berdasarkan persetujuan rakyat yang diperintahnya; bahwa 

kapan saja suatu bentuk pemerintahan merusak tujuan ini, rakyat berhak untuk mengubah 

dan menyingkirkannya”. 

Deklarasi Kemerdekaan Amerika ini masih diperkaya dengan pengadopsian Bill 

Rights yang mencatumkan berbagai hak rakyat yang harus mendapat perlindungan. Mulai 

tahun 1791, Amerika Serikat memasukkan berbagai hak asasi yang penting bagi 

kehidupan manusia. Selain hak hidup, memperkembangkan diri dan kebebasan, lebih 

ditonjolkan perlunya perlindungan terhadap hak untuk mengeluarkan pendapat, hak hati 

nurani, kebebasan berbicara, kebebasan beribadat, kebebasan berserikat, dan lainnya. Hal 

ini nampak dalam beberapa kali amandemen yang intinya ialah melindungi hak-hak asasi 

manusia. Hak milik dan pribadi yang tidak boleh dicampuri urusannnya oleh orang lain 

pun mendapat perlindungan hukum. 

Pengalaman Inggris dan Amerika Serikat ini membuka wawasan baru di Perancis 

dengan la Declaration des droits de l’homme et du citoyen tahun 1791, yang kemudian 

diamandemen beberapa kali dan akhirnya menjadi konstitusi Perancis. Hak asasi manusia 

mulai dari hak hidup, mengembangkan diri dan kebebasan dasar yang dimiliki manusia 

sampai dengan hak-hak sosial politik mendapat perlindungan hukum yang semakin jelas. 

Manusia diakui secara mendasar mempunyai kebebasan yang asasi dan hak-hak yang 

harus dijamin dan dilindungi agar manusia sendiri dapat hidup dan berkembang dengan 

seutuhnya (Hikmahanto Juwana, 2000: 117-127). 

Pemahaman Hak Asasi Manusia di Barat ini berkembang dan mempengaruhi 

berbagai negara yang kemudian mengadopsi atau pun mengambil gagasan-gagasan HAM 

itu untuk melindungi rakyatnya dari kesewenangan penguasa. Rakyat tidak boleh menjadi 
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korban. Akan tetapi keganasan dan kejahatan manusia itu tetap saja ada dan masih sulit 

untuk dihilangkan. Keangkuhan kekuasaan tetap bercokol dalam hidup manusia. Hal ini 

nampak jelas dengan adanya berbagai perang di dunia ini. Manusia yang angkuh dan 

sombong menunjukkan kekuatan dan kemampuannnya menguasai sesamanya. Adanya 

perang dunia I dan II menyebabkan korban manusia yang tiada terhitung banyaknya. 

Selain itu, terjadi kerusakan dan kehancuran kemanusiaan, harta benda dan berbagai 

peninggalan sejarah yang sangat berharga (Aryeh Neier, 2003: 121-135). 

Perang dunia I dan II meninggalkan luka-luka kemanusiaan yang tidak dapat 

disembuhkan. Pengalaman Jepang dengan hancurnya Hirosima dan Nagasaki yang 

musnah dijatuhi bom, juga pengalaman Eropa yang meninggalkan luka-luka kemanusiaan 

dengan adanya kamp-kamp konsentrasi, tempat kerja paksa, penyiksaan dan pembunuhan 

manusia. Hancurnya kemanusiaan itu mengetuk hati beberapa pemimpin negara untuk 

memikirkan adanya generasi baru di masa depan yang menjamin hak asasi manusia, 

damai dan kesejahteraan umum (Bhatara Ibnu Reza, 2004: 77-92). Akhirnya pada tahun 

1945 Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan demi perdamaian dunia dan hak asasi 

manusia. Tiga tahun setelah itu, pada tanggal 10 Desember 1948 Deklarasi Universal Hak 

Asasi Manusia diproklamasikan. (Emilie M. Hafner –Burton & Kiyoteru Tsutsui, 2007: 

68-101). 

Dalam Deklarasi itu diharapkan akan muncul suatu tekad untuk membangun 

generasi baru masa depan yang mampu menjamin adanya perdamaian dan Hak asasi 

manusia. Mulai dari hak atas kehidupan, hak hidup, larangan diskriminasi berdasarkan 

apapun, hak dan kebebasan berserikat, beragama dan mengeluarkan serta menerima 

informasi dan berpendapat, hak untuk pendidikan, kesehatan dan perlindungan hukum 

dan hak-hak lainnya, semuanya mau menjamin agar manusia benar-benar dilindungi 

hidupnya dan dapat berkembang dengan seutuhnya.  

Deklarasi Universal HAM ini lalu diperkaya dengan hukum HAM antara lain dua 

Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Kovenan 

Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dengan dua protokolnya. Dan berbagai 

instrumen HAM lainnya mulai dari hak dan tanggungjawab pribadi, hak pembangunan 

sampai dengan pengadilan pidana internasional, semuanya itu menjamin bahwa HAM itu 

mendapat perlindungan yang tepat. (Heiner Bielefeldt, 2001: 11-52). 
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B. Konsep Dasar HAM 

HAM Barat ini mempunyai ciri khas yang sangat penting untuk diperhatikan, 

yakni sifatnya universal, berlaku umum, mutlak dan langgeng. HAM berlaku universal, 

artinya berlaku di seluruh jagad raya ini tanpa kecuali. HAM berlaku secara universal dan 

seharusnya mendapat yurisdiksi yang universal pula. Namun dalam kenyataannya, 

banyak pelanggaran HAM di mana-mana. Untuk itu perlunya adanya kesadaran akan 

HAM, promosi dan proteksi HAM dan akhirnya harus ada pemberdayaan HAM di 

seluruh jagad raya juga (Neil J. Kritz, 2003: 137-166). HAM berlaku umum, artinya bagi 

siapa saja tanpa kecuali. HAM itu setara bagi siapa saja dan berlakunya pun untuk semua 

orang secara setara di mana saja berada. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan dan 

dengan alasan apapun. HAM berlaku mutlak, artinya tidak dapat ditawar-tawar. Nilai 

HAM itu sungguh mutlak, karena menyangkut hidup manusia, sementara hidup manusia 

itu mutlak adanya. Oleh karena itu, HAM bersifat langgeng, artinya sampai manusia 

menghembuskan nafas terakhir alias mati. HAM hanya dibatasi oleh kematian. Jadi selagi 

manusia masih hidup, HAM tetap berlaku dan harus dikembangkan terus menerus tanpa 

henti. 

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang 

seharusnya diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena 

hakekat dan kodratnya sebagai manusia. Dikatakan “universal” karena hak-hak itu 

dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tidak peduli apapun 

warna kulitnya maupun agamanya. Sementara itu dikatakan “melekat” atau inheren 

karena hak-hak itu dimiliki siapapun manusia berkat kodrat kelahirannya sebagai 

manusia dan bukan pemberian dari negara atau organisasi kekuasaan manapun. 

(Wignjosoebroto, 2003: 297). Konsekuensi logisnya, hak-hak tersebut tidak mungkin 

diambil alih, diingkari, dan atau dilanggar oleh siapapun, termasuk oleh penguasa. 

Senada dengan pernyataan di atas, Rudi Rizki menegaskan bahwa Hak Asasi 

Manusia yang dimiliki oleh setiap manusia mengandung beberapa sifat dasar yaitu: (1) 

inheren; secara kodrati melekat pada diri manusia; (2) universal; berlaku untuk semua 

tanpa diskriminasi; (3) inalienable; tidak dapat diingkari; (4) indivisible; tidak dapat 

dibagi; (5) interdependent; saling tergantung; (6) harus dilindungi, dihormati dan 

dipertahankan; dan (7) tidak boleh dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Dengan 

demikian manusia berdasarkan martabatnya, memiliki hak-hak yang karena sifatnya yang 

asasi tidak mungkin diambil alih, diingkari dan atau dilanggar siapapun. (Rizki, 2005: 

99). 
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Pembacaan terhadap Universal Declaration of Human Rights, dalam pasal yang 

mengatur mengenai hak-hak dasar dan kebebasan menunjukkan bahwa pengaturan hak 

asasi manusia di dalam konstitusi modern terhadap hak-hak dasar dan kebebasan 

mendasarkan pada kebebasan (freedom), persamaan (equality), dan keadilan (justice) 

Ketiga hal tersebut merupakan pengakuan yang bersifat fundamental atas suatu hak asasi 

manusia. (Kamali, 1999: 1-2). 

 

C. Instrumen Internasional HAM 

 Instrumen internasional HAM di bidang yang ada saat ini diawali dengan 

pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945 dan Komisi Kerja Hak 

Asasi Manusia PBB (suatu komisi fungsional di bawah dewan Ekonomi dan Sosial PBB) 

dalam merumuskan tabulasi hukum dan kebebasan dasar manusia yang dapat diterima. 

Latar belakang terbentuknya PBB adalah adanya Perang Dunia II yang telah 

membawa penderitaan kepada jutaan orang, sehingga PBB tumbuh dari perasaan yang 

dalam dari setiap orang saat itu bahwa di dunia harus tidak lagi terjadi peperangan dan 

bangsa-bangsa harus dapat bekerjasama untuk memelihara perdamaian dunia. Ide seperti 

itu terutama dinyatakan oleh dua orang tokoh dunia pada tanggal 14 Agustus Tahun 1941 

di atas kapal tempur yang sedang berlayar di lautan atlantik, yakni Franklin Dealino 

Roosevelt (Presiden AS) dan Winston Churchill (Perdana Menteri Britania Raya). Kedua 

pembicaraan tokoh ini kemudian dikenal sebagai “Piagam Atlantik” (Atlantic Charter), 

sebuah piagam yang dimaksudkan untuk membantu semua orang di seluruh dunia bebas 

dari segala keinginan dan bebas dari rasa ketakutan (Lavinia Dobler, 1981: 8) 

Bebas dari segala rasa takut dan bebas untuk semua keinginan ini kemudian 

menandai munculnya generasi pertama HAM. Atau dapat dikatakan bahwa generasi 

pertama HAM ditandai dengan kata-kata “Freedom from...”. Adalah Karel Vasak, 

seorang ahli hukum dari Perancis yang membantu kita untuk memahami dengan lebih 

baik perkembangan substansi hak-hak yang terkandung dalam konsep Hak Asasi 

Manusia. Vasak membagi perkembangan HAM ini menjadi 3 (tiga) generasi. Istilah 

“Generasi” untuk menunjuk pada substansi dan ruang lingkup hak-hak yang 

diprioritaskan pada suatu kurun waktu tertentu. Sedangkan hak-hak yang muncul pada 

generasi ke dua diwakili oleh perlindungan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak 

ini muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar 

setiap orang mulai dari makan sampai pada kesehatan. Generasi kedua ini ditandai 
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dengan kata-kata “Right to...”. Pemenuhan kebutuhan mendasar pada hak-hak ini 

membutuhkan pera aktif negara. 

Adapun generasi ketiga HAM adalah “Hak Solidaritas” (Hak Bersama). Hak-hak 

ini muncul dari tuntutan gigih dari negara-negara berkembang atau Dunia Ketiga atas 

tatanan internasional yang adil. Contoh dari hak-hak ini adalah Hak atas pembangunan, 

hak atas perdamaian, hak atas lingkungan hidup yang baik, hak atas warisan budaya 

sendiri. Meskipun terjadi sedikit pertentangan tentang hak-hak tersebut di atas, namun 

satu yang pasti bahwa pelaksanaan hak-hak semacam itu akan bergantung pada kerjasama 

internasional dan bukan sekedar tanggung jawab suatu negara (Knut D Asplund,  2008: 

15-16).  

C. De Rover dalam bukunya To Serve and To Protect mengatakan : “Selama 

rancangan Piagam PBB ada diskusi hebat mengenai seberapa banyak hak asasi manusia 

yang akan dinyatakan dan dalam bentuk apa. Semangat awal untuk memasukkan Bill of 

Rights lengkap dalam piagam dihapuskan dengan segera untuk memasukkan pernyataan 

umum hak asasi manusia saja, dan bahkan kompromi bukannya tidak diperdebatkan oleh 

beberapa negara sekutu utama. International Bill of Human Rights sendiri merupakan 

istilah yang digunakan untuk acuan kolektif terhadap tiga instrumen pokok hak-hak asasi 

manusia dan protokol opsinya yakni: Universal Declaration of Human Rights (UDHR), 

International Covenant and Civil and Political Rights (ICCPR), The International 

Covenant on economics, Social and Cultural Rights (ICESCR) dan Protocol Opsi 

Pertama pada ICCPR.  Kemampuan lobi LSM meminta perhatian yang lebih tegas dan 

luas terhadap hak asasi manusia (maupun peranan PBB dalam menghadapai 

penyalahgunaan Hak Asasi Manusia berpengaruh dalam membujuk negara-negara yang 

enggan memasukkan hak-hak tersebut ke dalam Piagam PBB. Pasal Piagam berbunyi: 

“Tujuan dari piagam adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan 

internasional....untuk kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-

masalah internasional yang bersifat ekonomi, sosial, budaya dan kemanusiaan, 

dan menggalakkan serta meningkatkan penghormatan bagi hak asasi manusia dan 

kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, 

bahasa atau agama..” 

Adapun kewajiban hak asasi manusia yang pokok dari semua negara anggota PBB 

dapat ditemukan dasarnya dalam Pasal 55 dan 56 Piagam PBB. 

Pernyataan sejagat Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human 

Rights/UDHR) dewasa ini merupakan satu-satunya instrumen hak asasi manusia 
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terpenting, yang diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember Tahun 

1948. Instrumen ini bukan merupakan traktat tetapi dimaksudkan untuk menjadi sebuah 

kerangka dokumen yang akan dapat memberikan pedoman dan penafsiran mengenai 

ketentuan dan kewajiban hak asasi manusia yang terdapat dalam Piagam PBB (C. De 

Rover, 2000: 53).  

Bagaimana dengan pandangan para pemikir Muslim?  Misalnya, Al-Maududi 

(Pemikir Muslim Sunni dari Pakistan yang sangat berpengaruh), menyatakan: “Political 

system of Islam has been based on three principles, viz: Unity of Allah, prophethood, and 

Caliphate”. Dalam bukunya “Human Rights in Islam” Maududi mengatakan: 

“International standards explicit include equal rights between men and women and 

between adherents of different religious,...” 

Dengan pandangan al-Maududi tersebut dapat dipahami bahwa ketentuan ajaran 

agama bisa berbeda dengan ketentuan umum dalam UDHR. Oleh karena itu barangkali 

pandangan De Rover dapat kita aplikasikan di sini bahwa perlu ada semacam penafsiran 

dari ketentuan-ketentuan baik dari Piagam PBB maupun UDHR apabila berhadapan 

dengan ketentuan-ketentuan hukum agama, --tidak hanya Islam saja-- tetapi sangat 

dimungkinkan dengan ajaran-ajaran agama lainnya. Oleh karena itu komunitas 

internasional mengakui adanya The Universal Islamic Declaration on Human Rights 

(UIDHR) yang dipersiapkan oleh perwakilan dari Mesir, Pakistan, Saudi Arabia dan 

negara-negara Islam lainnya. Di dalam UIDHR ini hak-hak asasi dibatasi oleh Syariat. 

Misalnya dalam Pasal 19 UIDHR dinyatakan bahwa : “Every person is entitled to marry, 

to found a family, and to bring up children in conformity with his religion, tradition and 

culture”. (Human Rights Review, April-June, 2005: 130). 

 Meskipun demikian Islam memiliki ajaran dengan semangat kebersamaan untuk 

saling menghormati ajaran masing-masing agama. Demikian juga untuk bekerjasama 

dalam komunitas internasional seperti ditunjukkan dalam Surat Al-Hujurat Ayat 13, 

bahwa Allah telah menciptakan manusia baik laki-laki maupun perempuan, bersuku-

suku, dan berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal, bekerja-sama satu sama lain 

dengan tetap menghormati ajaran agama masing-masing. 

Perlu dipahami bahwa UDHR dirumuskan oleh negara-negara barat, bukan negara 

Islam. Oleh karena itu wajar apabila tidak sepenuhnya mengadopsi nilai-nilai Islam. 

Antonio Cassesse mengatakan bahwa: “yang dituntut oleh teks-teks itu hanyalah 

menghormati standar-standar minimum tertentu yang berkenaan dengan hubungan-

hubungan antara warga negara dan negara, penghormatan bagi hak-hak asasi manusia 
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tertentu, beberapa kebebasan pokok tertentu dan hak untuk memiliki pemerintahan 

sendiri. Masing-masing negara memiliki kebebasan untuk menentukan kebebasannya 

sendiri. Jadi kata Antonio Cassesse ajaran Hukum Internasional itu sangat luwes. 

Keluwesan itu bahkan nampak dalam perjanjian internasional. Jadi universalnya Hukum 

Internasional dalam pandangan Antonio Cassesse adalah Universal yang nisbi. Namun 

dia mengajukan pandangan bahwa perlu ada pendekatan dan persepsi dasar yang dapat 

diambil oleh negara-negara dalam masalah hak asasi agar dapat melihat sampai ke mana 

ia memiliki persamaan dan perbedaan. (Antonio Cassesse, 1994: 68-69)  

 Ilias Bantekas adalah salah seorang yang mengusulkan bahwa agama adalah salah 

satu sumber Hukum Internasional. Bantekas mengatakan bahwa : 

 “International law is no-more a Euro-centric exercise, with muslim and other 

nations exerting significance influence in International relations. Admitting that 

International Law is to a very large degree secular, religious rule are not 

completely divorced from legal rules”, even if a religious rule finds its place 

within the International Legal System”, it can not override existing treaties, 

customs and especially jus cogens. This is particularly important, vis-a vis 

relativist states in the field of human rights”. (International Journal on Minority 

and Group Rights 15, 2007: 408)  

 Dalam bidang hukum Islam, terdapat Piagam Madinah. Piagam Madinah ini 

merupakan suatu piagam politik dan HAM untuk mengatur kehidupan bersama di 

Madinah, agar terbentuk kesatuan hidup di antara seluruh penghuninya. Kesatuan hidup 

yang baru dibentuk itu dipimpin oleh Rasulullah Muhammad Saw. Ada tiga belas 

kelompok yang mengikatkan diri dalam Piagam Madinah ini, baik kaum mukminin, 

muslimin Muhajirin dari suku Quraisy, Kaum Yahudi, Bani Jusyam, dan lain-lainya. 

Piagam in i dibuat atas persetujuan bersama antara Nabi Muhammad Saw dengan wakil-

wakil penduduk kota Madinah pada Tahun 622 M. Semua warga bebas untuk memiliki 

kepercayaannya masing-masing. Orang-orang non Islam dilindungi oleh orang-orang 

Islam. Semua bersaudara dalam suasana yang demokratis. (Sukardja, 2012: vi) 

 Perlu juga dikemukakan di sini bahwa dalam bidang peperangan, kita mengenal 

adanya Konvensi Jenewa Tahun 1949 beserta dua Protokol Tambahannya yaitu Protokol 

Tambahan I dan II Tahun 1977. Pada dasarnya konvensi ini disusun oleh Henry Dunant 

dan teman-temannya dari Swiss setelah mengalami kejadian yang luar biasa pada 

pertempuran di kota Solferino, Italia utara pada tahun 1859, di mana dalam pertempuran 

itu tak kurang dari 40.000 orang menjadi korban keganasan perang secara sia-sia. Henry 
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Dunant kemudian memikirkan hal tersebut, yakni kalau memang perang tidak bisa 

dicegah, setidaknya perang harus dapat dilakukan secara manusiawi (to humanize war). 

Oleh karena itu, ia mendirikan organisasi perlindungan untuk korban perang yang semula 

bernama Komite Jenewa, yang di kemudian hari diubah namanya menjadi Komite 

Internasional Palang Merah (International Committee of the Red Cross/ICRC). Di 

samping itu Henry Dunant menyusun hukum untuk mengatur perang (Hukum Perang) 

yang kemudian ia ganti namanya menjadi International Humanitarian Law (Hukum 

Perikemanusiaan Internasional) yang nama lengkapnya adalah International 

Humanitarian Law Applicabl in Armed Conflict (Mataram, 1994: 8). 

Hukum Perang yang diubah namanya menjadi hukum Perikemanusiaan 

Internasional ini mengatur bagaimana cara memanusiawikan perang yaitu dengan cara 

mengatur alat dan metode dalam perang (Means and Method of Warfare) dan bagaimana 

mengatur tentang perlindungan korban peperangan, penghukuman penjahat perang, dan 

sebagainya. Aturan dalam perang ini disebut juga Hukum Konflik Bersenjata (Law of 

Armed Conflict) yang terdiri dari International Armed Conflict (Konflik Bersenjata Antar 

negara) dan Non International Armed Conflict (Pemberontakan Dalam Sebuah Negara). 

Mahkamah Pengadilan HAM dalam perang yang kemudian dibentuk bersifat ad hoc 

seperti di Nurmberg, Yugoslavia dan Ruanda. Oleh karena itu kemudian dikembangkan 

dengan pembentukan ICC (International Criminal Court) yang tidak hanya berwenang 

mengadili kejahatan berat Hak Asasi manusia, tetapi juga termasuk pengadilan bagi 

penjahat perang, genosida dan terorisme. 

 Di samping Piagam PBB, UDHR, ICCPR, Konvensi Jenewa 1949, dan Piagam 

Madinah kita masih mengenal beberapa instrumen HAM internasional yang penting 

lainnya seperti Konvensi Hak Anak, Konvensi tentang Penghapusan segala bentuk 

diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi Menentang Penyiksaan, Konvensi 

Penghapusan Diskriminasi Rasial, dan lain sebagainya. Perkembangan Hukum 

Internasional dan Hak Asasi Manusia ini bersifat dinamik terjadi setiap saat. 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

A.Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Mempromosikan, menyebarluaskan dan upaya mengimplementasikan HAM dalam 

perspektif Islam kepada masyarakat Indonesia; 

2. Mengidentifikasi dan memetakan peraturan perundangan di Indonesia yang berkaitan 

dengan HAM; 

3. Mendesain dan mengembangkan model harmonisasi antara HAM dalam perspektif 

Islam dengan peraturan perundangan tentang HAM di Indonesia. 

 

B.Urgensi Penelitian 

1. Bagi Perkembangan Keilmuan 

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang positif pada pengembangan 

disiplin Ilmu Hukum dan HAM, terutama yang terkait dengan masalah HAM dalam 

perspektif Islam. 

2. Bagi Bangsa dan Negara 

Penelitian ini diupayakan untuk memberikan deskripsi dan analisa terhadap HAM 

perspektif Islam. Selanjutnya penelitian ini juga diupayakan mengkaji secara mendalam 

semua peraturan perundangan yang berkaitan HAM di Indonesia. Kemudian dari aktivitas 

tersebut dapat dirumuskan model yang dianggap paling baik dan sesuai untuk 

mengharmonisasikan antara HAM perspektif Islam dan peraturan perundangan tentang 

HAM di Indonesia. Jika hal ini dapat dicapai, maka penelitian ini secara langsung atau 

tidak langsung berkontribusi besar dalam meningkatkan penghormatan bangsa dan 

Negara terhadap HAM sehingga pelanggaran terhadap HAM yang terjadi di tengah-

tengah masyarakat dapat dicegah dan diminimalisir. 
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BAB 4. METODE PENELITIAN  

 

A. Metode Pendekatan dan Spesifikasi Penelitian 

Untuk mengkaji pokok permasalahan dalam penelitian ini, peneliti akan 

menggunakan metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum 

empiris. Spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis yaitu melukiskan dan 

menjelaskan fakta-fakta yang diperoleh dalam penelitian ini mengenai substansi 

HAM dalam perspektif Islam dan semua peraturan perundangan yang berkaitan 

dengan HAM di Indonesia. 

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan 

cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif ini 

mencakup: (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematik 

hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal; (4) 

perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum. Dalam penelitian hukum normatif, yang 

akan diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.  

Sedangkan metode penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang 

dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari 

masyarakat. Akan tetapi peneliti akan lebih menitikberatkan pada penelitian hukum 

normatif, sedangkan penelitian hukum empiris berfungsi sebagai informasi 

pendukung, dan digunakan untuk akurasi data sekunder. Penelitian empiris dalam 

penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui metode kualitatif, 

teknik yang digunakan berupa wawancara dan focus group discussion (FGD).  

 

B. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

(1) Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh sebagai hasil penelitian lapangan, 

dengan cara melakukan wawancara yang mendalam dengan menggunakan 

pedoman wawancara yang sudah dipersiapkan lebih dahulu. Selain itu, data 

primer juga diperolehi melalui Focus Group Discussion (FGD).  

a. Wawancara 

Untuk keperluan akurasi data sekunder dan pengayaan, maka akan dilakukan 

wawancara terhadap responden dan beberapa narasumber yang mempunyai 
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otoritas keilmuan dan kompetensi di bidang HAM, HAM dalam Islam, dan 

HTN antara lain: 

1. Prof. Dr. Syamsul Anwar (Ilmu Syariah); 

2. Prof. Dr. Yunahar Ilyas (Ilmu Tafsir). 

3. Prof. Dr. Jimly as-Siddique (Ilmu HTN). 

4. Ahli HAM di KOMNASHAM, Jakarta. 

5. Ahli HAM di Departemen Hukum dan HAM, Jakarta. 

6. Ahli HAM dari Pusat-Pusat Studi HAM di Yogyakarta dan Jakarta. 

Wawancara dilakukan memiliki dua fungsi, yaitu untuk memperoleh data 

primer dari responden, dan untuk memperoleh data pendukung dari 

narasumber guna keperluan akurasi data sekunder.  

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur, dengan 

menggunakan pedoman wawancara berupa kuisener yang disusun secara rinci 

agar tidak ada hal-hal yang terlewati. Pedoman wawancara juga disusun 

disesuaikan dengan bidang ilmu atau kompetensi narasumber. Hasil 

wawancara nantinya akan dipergunakan untuk menjawab perumusan masalah 

dalam penelitian ini. Wawancara akan dilakukan di Yogyakarta dan Jakarta. 

b. Focus Group Discussion (FGD) 

Focus Group Discussion (FGD) digunakan untuk memperoleh data mengenai 

latar belakang filosofis dibuatnya HAM perspektif Islam dan peraturan 

perundangan tentang HAM di Indonesia. 

Maksud  Focus group discussion adalah mengajak partisipan berdialog, tanpa 

harus menggiringnya pada suatu konsensus. Peneliti dalam hal ini hanya 

berfungsi sebagai fasilitator yang akan mengklarifikasi suatu kejadian dengan 

menggali informasi sebanyak mungkin mengenai pengetahuan, dan sikap serta 

tindakan yang sama atau berbeda antar partisipan dalam Focus group 

discussion tersebut. Dalam Focus group discussion bisa dilakukan dengan 

cepat, dan akurat karena adanya cross check.  

Agar Focus group discussion mendapatkan hasil yang memuaskan, maka akan 

menghadirkan partisipan dari kalangan akademisi dan pakar hukum 

khususnya hukum Islam, dan pakar HAM. FGD akan dilaksanakan di 

Yogyakarta. 

(2) Data sekunder 
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Data sekunder adalah data yang diperoleh sebagai hasil studi pustaka yaitu 

dengan cara membaca, menelaah dan mengkaji secara mendalam buku, jurnal, 

makalah dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam 

penelitian ini. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melalui studi 

pustaka dan riset media yang dilakukan di perpustakaan-perpustakaan yang 

berada di Kota Yogyakarta, serta melakukan penelusuran informasi di 

website-website. 

Data sekunder ini diklasifikasikan menjadi tiga bahan hukum, yaitu: 

1. Bahan hukum primer yang terdiri dari: 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dengan melalui 

penelusuran kitab-kitab fiqih, sirah dan tafsir dalam kajian hukum dan 

HAM Islam dan dokumen hukum yaitu peraturan perundang-undangan 

yang relevan dengan penelitian ini, yaitu antara lain: 

 Khutbah terakhir Nabi Muhammad saw. 

 Deklarasi Medinah. 

 Deklarasi Universal HAM Islam tahun 1981. 

 Deklarasi Kairo tentang HAM Islam tahun 1991. 

 UUD 1945, khususnya tentang HAM 

 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM 

 Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM 

2. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari: 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer. Bahan hukum 

sekunder meliputi: 

 Buku-buku atau literatur mengenai HAM dan HAM Islam;  

 jurnal-jurnal;  

 makalah-makalah;  

 dan artikel-artikel yang diterbitkan media massa ataupun cyber media 

mengenai HAM 

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari: 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder. 

Bahan hukum tersier dapat berupa: 
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 Kamus dwi bahasa; 

 Kamus hukum; 

 Ensiklopedia 

 

C. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

Data hasil penelitian berupa data sekunder dan data primer. Data disusun 

secara sistematis dan logis. Kegiatan pengolahan data adalah kegiatan untuk 

mengadakan sistematisasi terhadap data primer dan data sekunder. Sistematisasi 

dilakukan untuk memudahkan pekerjaan analisis.    

Analisis Data yang digunakan adalah Analisis Yuridis Kualitatif, yaitu analisis 

terhadap data kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam 

penelitian ini pisau analisisnya adalah kajian HAM Islam dan peraturan perundangan 

tentang HAM. 

Aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk menganalisis data antara lain: 

a. Melakukan perbandingan antara HAM dalam perspektif Islam dengan 

peraturan perundangan yang dikaji dalam penelitian ini; 

b. Mendesain dan mengembangkan model harmonisasi antara HAM dalam 

perspektif Islam dengan peraturan perundangan yang berlaku hingga saat 

ini sebagai jawaban atas permasalahan yang dimunculkan. 

 

D. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Yogyakarta dan Jakarta. Penentuan lokasi 

penelitian didasarkan pada kebutuhan akan data penelitian ini diperoleh, yaitu data 

sekunder dan data primer. Di samping juga terkait dengan spesifikasi penelitiannya.  

Secara keseluruhan penelitian ini akan dilakukan selama dua tahun, di mulai 

pada bulan April 2015 hingga bulan Maret 2017, meliputi waktu persiapan penelitian, 

penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, pengolahan, dan analisis data, penulisan 

laporan serta diseminasi laporan penelitian. 
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BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. HAK ASASI MANUSIA MENURUT AJARAN ISLAM 

Hak Asasi Manusia adalah hak yang ada dan melekat pada diri atau martabat 

manusia, karena kewujudannya sebagai manusia. Hak itu merupakan bagian dari 

manusia, sehingga tidak dapat dipisahkan darinya. Hak itu dimiliki oleh manusia, karena 

dia adalah makhluk Allah yang berbentuk manusia. Hak itu bukan diperolehnya dari 

suatu otoritas negara atau pemerintahan atau pihak apapun lainnya, tetapi merupakan 

anugerah Allah kepada manusia supaya bermartabat sebagai manusia. Sebagai manusia, 

dia harus memiliki hak yang asasi, fundamental, dan tidak dapat dipisahkan dari dirinya. 

Jika haknya itu dipisahkan dari dirinya, maka nilai kemanusiaannya atau martabatnya itu 

akan merosot dan direndahkan, dan bahkan dia tidak akan dihargai sebagai manusia lagi. 

Hak sepenting ini tidak mungkin luput dari perhatian Islam. Islam sebagai agama 

universal dan komprehensif mustahil mengabaikan Hak Asasi Manusia. Bahkan menurut 

ajaran Islam, Hak Asasi Manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari syariat Islam 

dan harus merujuk kepadanya. Oleh karena itu sumber utama HAM dalam Islam tiada 

lain adalah al-Quran dan hadis (termasuk di dalamnya sirah atau perjalanan hidup Nabi 

Muhammad SAW.). Dari kedua sumber utama inilah para ulama dan cendekiawan 

Muslim menyarikan hal-hal yang bisa dikategorikan sebagai HAM menurut pandangan 

Islam.  

Sesuai perjalanan waktu, hingga hari ini ada tiga dokumen penting dan mendasar 

yang membahas tentang HAM menurut pandangan Islam. Dokumen pertama dibuat pada 

era Nabi Muhammad SAW lebih dari empat belas abad yang lalu sekitar tahun 622M. 

Dokumen kedua diadopsi oleh Dewan Islam Eropa tahun 1981M di Paris. Sedang 

dokumen ketiga dibuat dan ditandatangani oleh negara-negara anggota Organisasi 

Konferensi Islam (OKI) pada tahun 1990M. Ini berarti ada jarak yang cukup jauh antara 

dokumen pertama dan kedua-ketiga. Tiga dokumen HAM tersebut oleh para cendekiawan 

Muslim dianggap mewakili pandangan Islam dalam masalah HAM, yaitu sebagai berikut: 

1. Piagam Madinah. 

2. Deklarasi Universal Islam Hak Asasi Manusia. 

3. Deklarasi Cairo. 
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Berikut ini keterangan secara rinci mengenai dokumen-dokumen tersebut: 

 

1. Piagam Madinah. 

Piagam Madinah dikenal juga dengan istilah Konstitusi Madinah. Di dalam 

bahasa asalnya yaitu bahasa Arab, disebut shahifat al-Madinah. Piagam Madinah adalah 

sebuah dokumen yang disusun atas perintah Nabi Muhammad SAW. Isinya merupakan 

perjanjian formal antara beliau dengan semua kaum dan suku penting di Yathrib yang 

kemudian berubah nama menjadi Madinah pada tahun 622 Masehi. 

Di dalam dokumen tersebut ditetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban-

kewajiban bagi kaum Muslimin yang terdiri dari kaum Muhajirin dan Ansor, 

kaum Yahudi yang terdiri dari beberapa puak, dan beberapa komunitas penyembah 

berhala yang ada di Madinah dan sekitarnya, dengan tujuan utama menggabungkan 

mereka semua menjadi umat yang bersatu padu, terhindar dari pertentangan dan 

peperangan yang berterusan dan saling membantu menghadapi agresi musuh bersama.  

Dalam Piagam Madinah hubungan antara sesama warga yang Muslim dan non 

Muslim didasarkan atas prinsip-prinsip bertetangga yang baik, saling membantu dalam 

menghadapi serangan dari luar dan menghormati kebebasan beragama. Melalui perjanjian 

ini pula, seluruh warga negara --baik Muslim maupun non Muslim-- maupun negara 

tetangga yang terikat dengan perjanjian ini, terjamin hak dan kewajiban politiknya secara 

adil dan merata. 

Piagam Madinah berisi 47 pasal yang dimulai dengan mukadimah, lalu 

dilanjutkan dengan hal-hal seputar pembentukan umat, persatuan seagama, persatuan 

segenap warga negara, golongan minoritas, tugas warga negara, perlindungan negara, 

pimpinan negara, politik perdamaian dan penutup. 

Siti Nafidah mencatat, dalam teks aslinya, Piagam Madinah ini semula tidak 

terdapat pasal-pasal. Pemberian pasal-pasal sebanyak 47 itu baru kemudian dilakukan 

oleh A.J. Winsick dalam karyanya Mohammed en de joden te Madina tahun 1928 M yang 

ditulis untuk mencapai gelar doktornya dalam sastra Semit. Melalui karyanya itu, 

Winsick mempunyai andil besar dalam memasyarakatkan Piagam Madinah di kalangan 

sarjana Barat yang menekuni studi Islam. Sedangkan pemberian bab-bab dari 47 pasal itu 

dilakukan oleh Zainal Abidin Ahmad yang membaginya menjadi 10 bab. (Nafidah, 2010) 

Oleh karena banyak kesalahan dalam penterjemahan Piagam Madinah ke dalam 

bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dalam banyak referensi, maka berikut ini dipaparkan 
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teks asli Piagam Madinah beserta terjemahan dan pembagiannya menjadi 10 bab 47 

pasal: (Ibn Hisyam, 1411H, 3:31-35) 

 

I. MUKADIMAH 

هذا كتاب من محمد النبً صلى الله عليه وسلم بٌن المإمنٌن والمسلمٌن من لرٌش وٌثرب ومن تبعهم فلحك بهم  ،بسم الله الرحمن الرحيم
 .وجاهد معهم

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah piagam dari 

Muhammad Nabi Allah SAW, untuk kalangan mukminin dan muslimin (yang berasal 

dari) Quraisy  dan Yatsrib (Madinah), dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri 

dan berjuang bersama mereka. 

 

II. PEMBENTUKAN UMAT 

Pasal 1 

 .إنهم أمة واحدة من دون الناس .ٔ
Sesungguhnya mereka satu umat, selain dari (komunitas) manusia yang lain. 

 

Pasal 2 

عطابها وهم ٌفدون عانٌهم بالمعروف والمسط بٌن الدٌة وإ خذالمهاجرون من لرٌش على ربعتهم ٌتعاللون بٌنهم أ .ٕ
 المإمنٌن

Kaum Muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu 

mengambil dan memberi diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan 

dengan cara baik dan adil di antara kaum mukminin. 

 

Pasal 3 

 ولى وكل طابفة تفدى عانٌها بالمعروف والمسط بٌن المإمنٌنعلى ربعتهم ٌتعاللون معاللهم الأ عوف وبنو .ٖ
Banu „Auf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu membayar diat di 

antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik 

dan adil di antara kaum mukminin. 

 

Pasal 4 

 فة منهم تفدى عانٌها بالمعروف والمسط بٌن المإمنٌنولى وكل طابساعدة على ربعتهم ٌتعاللون معاللهم الأ وبنو .ٗ
Banu Sa‟idah sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu membayar diat 

di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik 

dan adil di antara kaum mukminin. 

 

Pasal 5 

 ولى وكل طابفة منهم تفدى عانٌها بالمعروف والمسط بٌن المإمنٌننو الحرث على ربعتهم ٌتعاللون الأوب .٘
Banu Al-Harts sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu membayar diat 

di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik 

dan adil di antara kaum mukminin. 

 

Pasal 6 

 ولى وكل طابفة منهم تفدى عانٌها بالمعروف والمسط بٌن المإمنٌنربعتهم ٌتعاللون معاللهم الأ جشم على وبنو .ٙ
Banu Jusyam sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu membayar diat 

di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik 

dan adil di antara kaum mukminin. 

 

 

Pasal 7 
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 ولى وكل طابفة منهم تفدى عانٌها بالمعروف والمسط بٌن المإمنٌنربعتهم ٌتعاللون معاللهم الأ وبنو النجار على .٧
Banu An-Najjar sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu membayar 

diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan 

dengan baik dan adil di antara kaum mukminin. 

 

Pasal 8 

بالمعروف والمسط بٌن ولى وكل طابفة منهم تفدى عانٌها ربعتهم ٌتعاللون معاللهم الأ وبنو عمرو بن عوف على .٨
 المإمنٌن

Banu „Amru bin „Auf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu 

membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan 

tawanan dengan baik dan adil di antara kaum mukminin. 

 

Pasal 9 

 ولى وكل طابفة منهم تفدى عانٌها بالمعروف والمسط بٌن المإمنٌنربعتهم ٌتعاللون معاللهم الأ نبٌت علىوبنو ال .٩
Banu Al-Nabit sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu membayar diat 

di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik 

dan adil di antara kaum mukminin. 

 

Pasal 10 

ولى وكل طابفة منهم تفدى عانٌها بالمعروف والمسط بٌن ربعتهم ٌتعاللون معاللهم الأ وس علىوبنو الأ .ٓٔ
 المإمنٌن

Banu Al-Aus sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu membayar diat 

di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik 

dan adil di antara kaum mukminin. 

 

III. PERSATUAN SEAGAMA 

Pasal 11 

 .وعملأن ٌعطوه بالمعروف فى فداء وإن المإمنٌن لاٌتركون مفرجا بٌنهم أ .ٔٔ
Kaum mukminin tidak membiarkan orang yang berat menanggung utang di antara 

mereka, tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diat. 

 

Pasal 12 

 .ولا ٌحالـف مإمن مولى مإمن دونه .ٕٔ

Seorang mukmin tidak diperbolehkan membuat persekutuan dengan hamba mukmin 

lainnya tanpa persetujuan (tuan)nya. 

 

Pasal 13 

ظلم أو اثم أوعدوان أو فساد بٌن المإمنٌن إن أٌدٌهم سٌعة أو ابتغى دن المإمنٌن المتمٌن على من بغى منهم وإ .ٖٔ
 .حدهمعلٌه جمٌعا ولو كان ولد أ

Kaum mukminin yang bertaqwa bersatu menentang orang yang melampaui batas di 

antara mereka dan menuntut sesuatu secara zalim, atau jahat, atau bermusuhan atau 

membuat kerusakan di kalangan kaum mukminin. Mereka kompak dalam menentangnya, 

sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka. 

 

 
 

 

Pasal 14 
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 .كافر ولا ٌنصر كافرا على مإمن ولا ٌمتل مإمن مإمنا فً .ٗٔ

Seorang mukmin tidak boleh membunuh mukmin lainnya karena sebab membunuh orang 

kafir. Seorang mukmin juga tidak boleh membantu orang kafir untuk membunuh orang 

beriman. 

 

Pasal 15 

 .عضهم موالً بعض دون الناسوإن ذمة الله واحدة ٌحٌد علٌهم أدناهم وإن المإمنٌن ب .٘ٔ
Jaminan perlindungan Allah satu, diberikan kepada mereka yang paling rendah (lemah). 

Kaum mukminin itu sebagiannya menjadi pelindung bagi sebagian lainnya, selain dari 

(komunitas) manusia yang lain. 

 

IV. PERSATUAN SEGENAP WARGA NEGARA 

Pasal 16 

 .سوة غٌر مظلومٌن ولا متناصر علٌهمإن له النصر والأن تبعنا من ٌهود فنه موإ .ٙٔ

Orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, mereka tidak 

dizalimi dan tidak diserang. 

 

Pasal 17 

 .لا على سواء وعدل بٌنهمالله إدون مإمن فً لتال فً سبٌل  ن سلم المإمنٌن واحدة لا ٌسالم مإمن. وإ٧ٔ
Perdamaian kaum mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat 

perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah, 

kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka. 

 

Pasal 18 

 .ن كل غازٌة غزت معنا ٌعمب بعضها بعضاوإ .٨ٔ

Setiap pasukan yang berperang bersama kita bahu-membahu satu sama lain. 

 

Pasal 19 

سبٌل الله وإن المإمنٌن والمتمٌن على أحسن هدى  نال دماءهم فى ن المإمنٌن ٌبا بعضهم على بعض بـماوإ .٩ٔ
 .لومهوأ

Orang-orang mukmin itu bersatu padu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam 

peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk 

yang terbaik dan lurus. 

 

Pasal 20 

 .ٌحول دونه على مإمن نفسا ولا ٌجٌر مشرن مالا لمر ٌش ولا نه لاوإ .ٕٓ

Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy, 

dan tidak boleh campur tangan melawan orang beriman. 

 

Pasal 21 

ٌحل لهم  ن المإمنٌن علٌه كافة ولابه إلا أن ٌرضى ولً الممتول وإ نه لوده من اعتبط مإمنا لتلب عن بٌنة فإنوإ .ٕٔ
 .الالٌام علٌه

Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus 

dihukum bunuh, kecuali wali terbunuh rela (menerima diat). Segenap orang beriman 

harus bersatu dalam menghukumnya dan tidak boleh melindunginya. 

 

 

 

 

Pasal 22 
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لصحٌفة وآمن بالله والٌوم الآخر أن ٌنصر محدثا ولا ٌـإوٌه وإنه من بما فى هذه ا نه لا ٌحل لمإمن ألروإ .ٕٕ
 .عدل ٌـإخذ منه صرف ولا ن علٌه لعنة الله وغضبه ٌوم المٌامة ولاإو آواه فنصره أ

Tidak dibenarkan orang mukmin yang mengakui piagam ini, dan beriman kepada Allah 

dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi perlindungan kepadanya. 

Siapa yang memberi bantuan dan perlindungan untuknya, akan mendapat kutukan dan 

kemurkaan Allah pada hari kiamat, dan tidak akan diterima darinya penyesalan dan 

tebusan. 

 

Pasal 23 

 .لى محمد صلى الله عليه وسلموجل وإ لى الله عزم فٌه من شٌا فإن مرده إوإنكم مهما اختلفت .ٖٕ
Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah 

Azza Wa Jalla dan (keputusan) Muhammad SAW. 

 

V. GOLONGAN MINORITAS 

Pasal 24 

 داموا محاربٌن منٌن مان الٌهود ٌنفمون مع المإوإ .ٕٗ
Kaum Yahudi memikul biaya bersama kaum mukminin selama dalam peperangan. 

 

Pasal 25 

، إلا من ظلم وأثم فإنه لا نفسهمدٌنهم وللمسلمٌن دٌنهم موالٌهم وأللٌهود  ،مة مع المإمنٌنوإن ٌهود بنً عوف أ .ٕ٘
 .هل بٌتهٌـوبخ إلا نفسه وأ

Kaum Yahudi dari Bani „Auf adalah satu umat dengan kaum mukminin. Bagi kaum 

Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini 

berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat, 

maka janganlah ia menjelekkan melainkan diri dan keluarganya. 

 

Pasal 26 

 عوفلٌهود بنى  ن لٌهود بنى النجار مثل ماوإ .ٕٙ
Kaum Yahudi Bani Najjar memiliki hak sama seperti Yahudi Banu „Auf. 

 

Pasal 27 

 لٌهود بنى عوف ن لٌهود بنى الحرث مثل ماوإ .٧ٕ
Kaum Yahudi Bani al-Harts memiliki hak sama seperti Yahudi Banu „Auf. 

 

Pasal 28 

 لٌهود بنى عوف لٌهود بنى ساعدة مثل ما نوإ .٨ٕ
Kaum Yahudi Banu Sa‟idah memiliki hak sama seperti Yahudi Banu „Auf. 

 

Pasal 29 

 لٌهود بنى عوف ن لٌهود بنى جشم مثل ماوإ .٩ٕ
Kaum Yahudi Banu Jusyam memiliki hak sama seperti Yahudi Banu „Auf. 

 

Pasal 30 

 لٌهود بنى عوف وس مثل ماالأوإن لٌهود بنى  .ٖٓ
Kaum Yahudi Banu Al-Aus memiliki hak sama seperti Yahudi Banu „Auf. 

 

 

 

 

Pasal 31 
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 .هل بٌتهنفسه وأ لامن ظلم وأثم فإنه لا ٌوبخ إ لا، إلٌهود بنى عوف ن لٌهود بنى ثعلبة مثل ماوإ .ٖٔ

Kaum Yahudi Banu Tsa‟labah memiliki hak sama seperti Yahudi Banu „Auf, kecuali 

yang zalim dan jahat, maka janganlah ia menjelekkan melainkan diri dan keluarganya. 

 

Pasal 32 

 نفسهم. وإن جفنة بطن ثعلبة كؤٕٖ
Kaum Yahudi Banu Jafnah dari Tsa‟labah memiliki hak sama seperti Yahudi Banu „Auf. 

 

Pasal 33 

 ن البر دون الاثم، وإلٌهود بنى عوف الشطٌبة مثل ما ن لبنىوإ .ٖٖ
Kaum Yahudi Banu as-Syutaibah memiliki hak sama seperti Yahudi Banu „Auf. Dan 

kebajikan itu tanpa dosa. 

 

Pasal 34 

 كؤنفسهم ةن موالً ثعلبوإ .ٖٗ
Sekutu-sekutu Tsa‟labah memiliki hak sama seperti mereka (Banu Tsa‟labah). 

 

Pasal 35 

 ن بطانة ٌهود كؤنفسهموإ .ٖ٘
Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) memiliki hak sama seperti mereka (Yahudi). 

 

VI. TUGAS WARGA NEGARA 

Pasal 36 

فتن فبنفسه فتن وأهل بٌته إلا نه من ، وإنه لا ٌنحجرعلى ثار جرح، وإذن محمد صلى الله عليه وسلممنهم إلا بإ حدوإنه لا ٌخرج أ .ٖٙ
 .هذا برمن ظلم وإن الله على أ

Tidak seorang pun dibenarkan (untuk berperang), kecuali seizin Muhammad SAW. Ia 

tidak boleh dihalangi  (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa 

berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan 

keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesunggunya Allah sangat membenarkan ketentuan ini. 

 

Pasal 37 

ن بٌنهم د نفمتهم وعلى المسلمٌن نفمتهم وإن بٌنهم النصرعلى من حارب أهل هذه الصحٌفة وإن على الٌهووإ .٧ٖ
 .ن النصر للمظلومون الاثم وإنه لم ٌؤثم امرإ بـحلٌفه وإد النصح والنصٌحة والبر

Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. 

Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu-membantu dalam menghadapi musuh piagam ini. 

Mereka saling memberi saran dan nasehat serta kebaikan tanpa melakukan kejahatan. 

Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pertolongan 

diberikan kepada pihak yang teraniaya. 

 

Pasal 38 

 .موا محاربٌنالٌهود ٌنفمون مع المإمنٌن ما دا نوإ .٨ٖ
Kaum Yahudi memikul biaya bersama kaum mukiminin selama dalam peperangan. 

 

VII. PERLINDUNGAN NEGARA 

Pasal 39 

 .هل هذه الصحٌفةلأ ن ٌثرب حرام جوفهاوإ .٩ٖ

Yatsrib itu tanahnya haram (suci) bagi warga piagam ini. 

 

 

Pasal 40 
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 .اثم ن الجار كالنفس غٌر مضار ولاوإ .ٓٗ

Orang yang berlindung diperlakukan seperti diri penjamin (pelindung), sepanjang tidak 

bertindak merugikan dan tidak jahat. 

 

Pasal 41 

 .هلهاحرمة إلا بإذن أ نه لا تجاروإ .ٔٗ
Jaminan (perlindungan) tidak boleh diberikan kecuali seizin ahlinya. 

 

VIII. PIMPINAN NEGARA 

Pasal 42 

 لى محمد صلىوجل وإ لى الله عزاف فساده فإن مرده إهل هذه الصحٌفة من حدث واشتجار ٌخن أوإنه ما كان بٌ .ٕٗ
 .بره على أتمى ما فى هذه الصحٌفة وأن اللهالله علٌه وسلم وإ

Bila terjadi suatu persitiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini, yang 

dikhawatirkan menimbulkan kerusakan, diserahkan penyelesaiannya menurut (ketentuan) 

Allah Azza Wa Jalla, dan (keputusan) Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah sangat 

memelihara dan memandang baik isi piagam ini. 

 

Pasal 43 

 .نه لاتجار لرٌش ولا من نصرهاوإ .ٖٗ
Tidak ada perlindungan bagi Quraisy (Mekkah) dan juga bagi pendukung mereka. 

 

Pasal 44 

 .ن بٌنهم النصر على من دهم ٌثربوإ .ٗٗ

Mereka (pendukung Piagam ini) bahu-membahu dalam menghadapi penyerang kota 

Yatsrib (Madinah). 

 

Pasal 45 

 نه لهم علىنه وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلن فإوإذا دعوا إلى صلح ٌصالحونه )وٌلبسونه( فإنهم ٌصالحونه وٌلبسو .٘ٗ
 .ناس حصتهم من جابنهم الذى لبلهمإلا من حارب فً الدٌن، على كل أ المإمنٌن

Apabila mereka (pendukung Piagam ini) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) 

memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus 

dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi 

ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang atas 

nama agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai 

tugasnya. 

 

IX. POLITIK PERDAMAIAN 

Pasal 46 

ن ل هذه الصحٌفة مع البر الحسن من أهل هذه الصحٌفة وإهلأ نفسهم على مثل مالٌهم وأوس مواوإن ٌهود الأ .ٙٗ
 .البر دون الاثم

Kaum Yahudi al-Aus, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti 

kelompok lain pendukung Piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua 

pendukung Piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan 

(pengkhianatan).  
 

 

 

 

 

X. PENUTUP 
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Pasal 47 

حول هذا الكتاب دون نه لا ٌعلى نفسه، وإن الله على أصدق فى هذه الصحٌفة وأبره، وإ لاكاسب إولا ٌكسب  .٧ٗ
ن الله جار لمن بر واتمى ومحمد رسول الله ن خرج آمن ومن لعد آمن بالمدٌنة إلا من ظلم وأثم وإنه مم. وإظالم وآث
 .صلى الله عليه وسلم

Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sungguh Allah sangat membenarkan 

dan memandang baik isi Piagam ini. Piagam ini tidak membela orang zalim dan jahat. 

Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang yang tetap berada di Madinah aman, 

kecuali orang yang zalim dan jahat. Sungguh Allah adalah Pelindung orang yang berbuat 

baik, bertakwa dan (Pelindung) Muhammad Rasulullah SAW. 

 

*** 

 

Dengan meneliti dan mencermati Piagam Madinah seperti dipaparkan di atas 

dapat diambil kesimpulan seperti berikut: 

1. Piagam Madinah adalah Piagam yang luar biasa karena dibuat empat belas abad 

yang lalu atas perintah Nabi Muhammad SAW tatkala berhijrah dari Mekkah ke Madinah 

sekitar tahun 622M. Piagam Madinah merupakan deklarasi awal yang memperkenalkan 

HAM sebagaimana dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam masyarakat 

Madinah yang plural dan terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan pemeluk agama. 

Dengan Piagam Madinah, masyarakat dari seluruh golongan kala itu dapat bersatu padu, 

saling mendukung dan tanpa tindakan kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam telah 

mengakui dan memperhatikan masalah HAM dan bahkan telah dipraktekkan oleh kaum 

Muslimin dalam kehidupan nyata jauh lebih dahulu dibanding dengan Deklarasi HAM 

oleh PBB yang baru dibuat pada tahun 1948.  

1. Piagam Madinah dapat disebut sebagai cikal-bakal, model dan pemicu kelahiran 

dokumen-dokumen HAM lainnya menurut perspektif Islam. 

2. Piagam Madinah dibuat bagi semua kelompok dan golongan masyarakat yang ada 

di Madinah saat itu, yaitu kaum Mukminin dari kalangan Muhajirin dan Ansor, kaum 

Yahudi dengan berbagai macam puaknya dan kaum Musyrikin di Madinah dan 

sekitarnya, dengan tujuan menggabungkan keragaman tersebut menjadi satu umat yang 

saling menghormati dan bahu-membahu melawan musuh bersama. 

3. Semua orang dan setiap kabilah kabilah tanpa kecuali tunduk kepada sistem dan 

hukum Islam. Setiap perselisihan yang terjadi baik antara orang-orang yang seagama 

maupun antar agama dalam permasalahan-permasalahan duniawi, penyelesaiannya 

dikembalikan kepada hukum Islam. Namun dalam masalah akidah dan ibadah, masing-

masing berhak melaksanakannya sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. 
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Tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam meskipun yang mempunyai otoritas 

tertinggi saat itu di Madinah adalah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau. 

4. Seluruh warga negara Madinah, baik Muslim maupun Non Muslim berkedudukan 

sama di hadapan hukum. 

5. Seluruh warga negara Madinah memiliki hak dan kewajiban yang sama, adil dan 

tanpa diskriminasi.  

6. Interaksi antara komunitas Muslim dengan non Muslim didasarkan pada prinsip-

prinsip: bertetangga dengan baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, 

membela yang lemah dan teraniaya, saling menasehati, dan menghormati agama dan 

keyakinan masing-masing. 

7. Stabilitas negara adalah kewajiban bersama. Tidak boleh membentuk kelompok 

atau bekerjasama dan apalagi berkonspirasi dengan komunitas lain, tanpa perkenan dari 

Muhammad SAW. sebagai kepala negara.  

 

2. Deklarasi Universal Islam Hak Asasi Manusia. 

Deklarasi Islam Universal Hak Asasi Manusia diadopsi oleh Dewan Islam Eropa 

pada tanggal 21 Dzul Qa‟dah 1401 / 19 September 1981. Deklarasi Islam Universal Hak 

Asasi Manusia ini adalah dokumen pokok kedua setelah Deklarasi Universal mengenai 

Hak Asasi Manusia dalam Islam  yang diumumkan di Konferensi Internasional tentang 

Nabi Muhammad SAW. dan misinya, yang diadakan di London pada tanggal 12-15 April 

1980. 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam Islam dicanangkan oleh Dewan 

Islam Eropa untuk menandai awal abad ke-15 Hijriyah dan disusun oleh para ulama 

Muslim terkemuka, ahli hukum dan perwakilan dari berbagai gerakan dan pemikiran 

Islam. 

Di dalam kata pengantarnya, Sekertaris Jenderal Dewan Islam Eropa antara lain 

menyatakan bahwa hak asasi manusia dalam Islam berakar kuat di atas keyakinan bahwa 

Allah adalah Pembuat hukum dan Sumber segala hak asasi manusia. Dan oleh karena hak 

asasi manusia adalah anugerah Allah, maka tidak ada penguasa, pemerintah, organisasi 

atau otoritas apa pun yang boleh memperkecil atau membatasi atau membiarkannya. 

Hak asasi manusia dalam Islam merupakan bagian integral dari sistem Islam yang 

umum dan bersandar kepada al-Quran dan hadis. Menjadi suatu kewajiban atas semua 

pemerintah Muslim dan organ masyarakat untuk berkomitmen terhadapnya, baik secara 

tersurat maupun tersirat dalam kerangka sistem tersebut. 
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Sayangnya, hak asasi manusia dilanggar dengan cara yang paling buruk dan 

menjijikkan di banyak negara dunia, termasuk beberapa negara Muslim. Pelanggaran-

pelanggaran tersebut menyadarkan hati nurani dunia dengan berjalannya waktu. 

(Anonim, 1981) 

Deklarasi ini diharapkan memberikan dorongan kuat kepada bangsa-bangsa 

Muslim untuk berdiri teguh dan membela dengan tegas dan berani hak-hak yang 

diberikan kepada mereka oleh Allah. 

Deklarasi ini berisi 23 pasal yang didahului  dengan preambul, lalu pasal-pasal 

mengenai hak hidup, hak untuk kebebasan, hak untuk kesetaraan dan larangan 

diskriminasi, hak untuk keadilan, hingga yang terakhir adalah pasal mengenai hak 

kebebasan untuk berpindah dan berdomisili, lalu disudahi dengan penjelasan dan 

referensi dari al-Quran dan hadis untuk setiap pasal.  

Deklarasi ini menurut sebagian penulis, dibuat untuk menjawab bagaimana 

tantangan zaman menemukan HAM dalam Islam yang seimbang, Islami dan tidak 

individualistis. Tapi Deklarasi ini kurang mendapat respon dari kalangan intelektual dan 

cendekiawan, baik dari dunia Islam maupun dunia Barat. Sulit menemukan referensi 

mengenai Deklarasi ini. Biasanya, ia hanya disinggung secara sekilas dalam banyak 

tulisan. Hal ini terjadi, mungkin karena Deklarasi ini seolah-olah dibuat sebagai saingan 

Deklarasi Universal HAM dari Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948 dan 

perumusannya senada dengannya, hanya ditambah dan dilengkapi dengan sumber Islami 

yaitu al-Quran dan Hadis. Selain itu, gaya bahasa dan istilah-istilah dalam Deklarasi ini 

memang sangat terasa Barat, khususnya Perancis. (Sardi, 2014). 

Berikut ini dipaparkan teks asli Deklarasi Islam Universal Hak Asasi Manusia 

dalam bahasa Arab dan terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, sehingga bisa 

diketahui apakah Deklarasi ini hanya sekedar copy paste dari DUHAM PBB, atau 

kontennya berbeda dan memang merujuk kepada dua sumber Islam; al-Quran dan Hadis 

sehingga bisa dianggap sebagai HAM Islami. 

 

ن ذكََرٍ وَأنُثىَ وَجَعلَْنَاكُمْ شُعوُبًا وَلبَاَبلَِ لِتعََارَفوُا إِنَّ أكَْرَ  َ عَلٌِم  ٌَا أٌَُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَمْناَكُم مِّ ِ أتَمَْاكُمْ إِنَّ الََّّ مَكُمْ عِندَ الََّّ
.  (.31: 24الكرٌم، الحجرات  )المرآن خَبٌِر 

Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya, Kami telah menciptakan kamu semua dari laki-

laki dan perempuan, dan Kami telah membuat kamu menjadi bangsa-bangsa dan suku-
suku, supaya kamu saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya, yang paling mulia di 

antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya  Allah 

Maha Menegtahui lagi Maha Mengenal. (Al Quran, surat al-Hujurat 49:13) 

 

 الدٌباجة 
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Preambul 

 والممع الخوف من خالٌة بٌبة فً وٌزدهرون وٌنمون فٌه ٌعٌشون عادل عالمً بنظام الأزلً الناس طموح أن حٌث
 ٌتحمك؛ لم والحرمان والاستغلبل

MENGINGAT aspirasi manusia sejak dahulu kala untuk tatanan dunia yang adil di mana 

orang bisa hidup, berkembang dan makmur dalam lingkungan yang bebas dari ketakutan, 

penindasan, eksploitasi dan perampasan, masih belum tercapai; 

 

 أو مسإولٌة، بغٌر تهُدر وافرة التصادٌة عٌش وسابل منحه فً تنعكس التً البشري للجنس الإلهٌة الرحمة أنّ  وحٌث
 حك؛ وجه بغٌر الأرض سكان منها، ٌحُرم

MENGINGAT kasih sayang Ilahi kepada umat manusia yang tercermin dalam 

anugerahNya berupa sarana penghidupan perekonomian yang melimpah terbuang tanpa 

tanggungjawab, atau penduduk bumi dihalangi daripadanya tanpa hak; 

 

 إطاراً  والسلبم، الصلبة علٌه محمد نبٌه سنة وفً الكرٌم المرآن فً رإاه خلبل من البشري الجنس منح الله أنّ  وحٌث
 وٌنظمها؛ البشرٌة والعلبلات المإسسات ضمنه ٌمٌم ملزماً  خلبلٌاً وأ لانونٌناً 

MENGINGAT Allah telah memberikan manusia melalui wahyuNya dalam Al-Quran dan 

Sunnah Nabi Muhammad SAW kerangka hukum dan moral yang mengikat dan mengatur 

lembaga-lembaga kemanusiaan; 

 

 البشري الجنس على والشرف الكرامة إسباغ إلى تهدف الإلهً المانون علٌها ٌنص التً الإنسان قحمو أن وحٌث
 والظلم؛ الممع على المضاء وإلى

MENGINGAT hak asasi manusia yang ditetapkan oleh hukum Ilahi bertujuan untuk 

menganugerahkan martabat dan kehormatan kepada umat manusia dan untuk 

menghilangkan penindasan dan kezaliman; 

 

 والجمعٌات السلطات من الإهمال أو الإبطال أو للبنتهان لابلة غٌر المصدر، الإلهٌة الحموق، هذه أن وحٌث
 والتصرف؛ للتنازل لابلة وغٌر الأخرى والمإسسات

MENGINGAT hak-hak berdasarkan sumber Ilahi ini tidak bisa dilanggar atau dibatalkan 

atau diabaikan oleh pemerintah atau organisasi atau lembaga lain, dan tidak bisa dibuang 

atau diubah; 

 

 المإمنون المسلمون نحن لذلن،
 الموانٌن؛ ومصدر البشر هادي والسٌد والرزاق الخالك الرحٌم، الرحمن بالله، ( أ

 الأرض؛ على الله دةإرا لتحمٌك خلك الذي الإنسان بخلبفة ( ب
 التً الأخٌرة الإلهٌة بالرسالة أوجها مهمتهم بلغت الذٌن الأنبٌاء بها ٌبعث التً الإلهٌة الهداٌة بحكمة  ( خ

 أجمع؛ البشري الجنس إلى (وسلم علٌه الله صلى) محمد النبً نملها
 البشري نسالج مسابل فً الصحٌحة الهداٌة عن لاصر الله، من الرإٌا نور بدون وحده الرشد بؤن ( ز

 هٌؤتها فً الإلهٌة الهداٌة جوهر تمثل الإسلبم تعالٌم وبؤن الإنسان، لنفس الروحً الغذاء توفٌر وعن
 الله؛ علٌه أسبغها التً والكرامة العلٌا بالمرتبة الإنسان تذكٌر وبواجب المثالٌة، النهابٌة

ً  البشر بدعوة ( ج  الإسلبم؛ رسالة إلى جمٌعا
ً  وبؤن حمولنا على وموجباتنا واجباتنا تتفوق الله، مع ابًالابتد عهدنا وبموجب وبؤنه، ( ح  ٌمع ملزماً  موجبا

 حٌاتنا فً لا فاعلة وبجعلها مناسبة، وبطرق والعمل بالكلمة الإسلبم، تعالٌم بنشر مناّ كل عاتك على
 ككل؛ حولنا من المجتمع فً بل فحسب، كؤفراد

 :إسلبمً نظام بتؤسٌس بواجبنا ( خ

 التمٌٌز ٌعانً أو غٌره عن تفرله بامتٌازات منهم أي ٌتمتع ولا متساوٌن جمٌعاً  البشر فٌه ٌكون .1
 اللغة؛ أو الأصل أو الجنس أو اللون أو العرق بسبب

 أحراراً، جمٌعهم البشر فٌه ٌولد .2

 الشالة؛ والأعمال العبودٌة فٌه تممت .3

 ماعٌة؛الاجت الحٌاة أساس هً بما وتكرمها وتحمٌها العابلبت تؤسٌس تحفظ شروط فٌه تسود .4
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 أمامه؛ وٌتساوون للشرع سواء حد على والمحكومون الحكام فٌه ٌخضع .5

 سواها؛ دون الشرع مع تتماشى التً للوصاٌا الطاعة فٌه تبدى .6

 مع علٌه، ٌنص لما ووفماً  الشرع، حدود ضمن تمارس ممدسة أمانة الزمنٌة السلطات فٌه تعتبر .7
 ٌحددها؛ التً للؤولوٌات الواجبة العناٌة

 جمٌعاً  البشر منها لٌستفٌد البشرٌة، على أسُبغت إلهٌة بركات كلها الالتصادٌة الموارد فٌه تعتبر .8
 ولٌمهما؛ والسنة المرآن لمواعد وفماً 

 بٌن الشورة بعد الأخٌرة هذه تدٌر التً السلطة وتمارس ولٌادتها العامة المسابل تحدٌد فٌه ٌتم .9
 العامة؛ والمصلحة الشرٌعة مع كلٌاً  ىتتماش لرارات اتخاذ فً الإسهام المخولٌن  المإمنٌن

 أعمالهم؛ مع ٌتوافك بما المسإولٌة وٌتحملون ولدراتهم تتوافك موجبات الجمٌع فٌه ٌلتزم .11

 حمولهم؛ انتهكت حال فً الشرع فً مناسبة ناجعة تدابٌر وجود من الجمٌع فٌه ٌتؤكد .11

 النطاق وفً الأخٌر هذا به ٌسمح بما إلا الشرع، له ٌضمنها التً حموله من أحد أي فٌه ٌحرم لا .12
 به؛ ٌسمح الذي

 أو ككل، المجتمع تستهدف جرابم ٌرتكب من كل ضد المانونٌة الدعاوى بإلامة فرد لكل فٌه ٌحك .13
 أفراده؛ من فرد أي

 :أجل من جهد فٌه ٌإلى لا .14
i. والممع، والظلم الاستغلبل من نوع كل من البشري الجنس تحرٌر ضمان 

ii. ْذٕذرج ٚاٌرً اٌّمثٌٛح ٚاٌطرق ٌلأحىاَ ٚفما   ٌٍجٍّع، ٚاٌحرٌح ٚاٌىراِح الأِٓ ضّا 

  اٌشرع؛ عٍٍٙا ٌٕض اٌرً اٌحذٚد ضّٓ
Oleh karena itu, kami sebagai orang-orang Islam yang yakin kepada: 

a) Allah, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Sang Pencipta, Pemberi rezeki, 

Tuan, Pemberi petunjuk kepada manusia dan Sumber segala hukum; 

b) kekhalifahan manusia yang telah diciptakan untuk mewujudkan kehendak Allah di 

bumi; 

c) hikmah bimbingan Ilahi yang dibawa oleh para nabi, yang misinya menemukan titik 

puncak dalam pesan Ilahi akhir yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW 

kepada seluruh umat manusia; 

d) bahwa rasionalitas saja tanpa cahaya wahyu dari Allah tidak bisa menjadi panduan 

pasti dalam urusan manusia dan tidak bisa menyediakan santapan rohani bagi jiwa 

manusia. Dan bahwa ajaran Islam merupakan intisari dari bimbingan Ilahi dalam 

bentuknya yang sempurna, merasa berkewajiban untuk mengingatkan manusia akan 

status tinggi dan martabat yang dianugerahkan kepadanya oleh Allah; 

e) dakwah kepada seluruh manusia menuju misi Islam; 

f) ketentuan perjanjian awal kami dengan Allah, tugas dan kewajiban kami memiliki 

prioritas di atas hak-hak kami, dan bahwa ada tugas terletak di bahu kami masing-

masing untuk menyebarkan ajaran Islam, dengan kata-kata, perbuatan dan dengan 

segala cara yang sesuai, dan untuk membuat ajaran tersebut efektif bukan hanya 

dalam kehidupan pribadi kita, tetapi juga di dalam masyarakat sekitar kita; 

g) kewajiban kami untuk membangun sebuah tatanan Islam: 

1) di mana semua manusia sama, tanpa ada yang menikmati hak istimewa yang 

membedakannya dengan orang lain atau menderita diskriminasi karena alasan ras, 

warna kulit, jenis kelamin, asal atau bahasa; 

2) di mana semua manusia dilahirkan bebas; 

3) di mana perbudakan dan kerja paksa dibenci; 

4) di mana kondisi harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga institusi keluarga 

harus dilestarikan, dilindungi dan dihormati sebagai dasar dari kehidupan sosial; 

5) di mana penguasa dan rakyat sama-sama tunduk dan sama di hadapan hukum 

tersebut; 

6) di mana ketaatan harus diberikan kepada perintah yang sejalan dengan hukum; 
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7) di mana semua kekuasaan duniawi dianggap sebagai amanat suci yang harus 

dilaksanakan dalam batas yang ditentukan oleh syariat dan dalam cara yang 

disetujui olehnya, dan dengan memperhatikan prioritas yang ditetapkannya; 

8) di mana semua sumber daya ekonomi akan diperlakukan sebagai berkah Ilahi 

yang diberikan kepada umat manusia, untuk dinikmati oleh semua sesuai dengan 

aturan dan nilai-nilai yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah; 

9) di mana semua urusan publik harus ditentukan dan dipimpin, dan kewenangan 

untuk mengurusnya harus dilaksanakan setelah musyawarah antara orang-orang 

beriman yang memenuhi syarat untuk berkontribusi pada keputusan yang sesuai 

baik dengan syariat maupun kepentingan publik; 

10) di mana setiap orang harus melakukan kewajiban secara proporsional sesuai 

dengan kapasitasnya dan memikul tanggung jawab sesuai perbuatannya; 

11) di mana setiap orang, dalam kasus pelanggaran hak-haknya, yakin langkah-

langkah perbaikan yang tepat sesuai dengan syariat; 

12) di mana tidak seorangpun dapat dirampas haknya yang dijamin syariat, melainkan 

yang dibenarkan dan sejauh yang diizinkan oleh syariat; 

13) di mana setiap individu berhak untuk melakukan tindakan hukum terhadap siapa 

saja yang melakukan kejahatan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau 

terhadap salah satu anggotanya; 

14) di mana setiap usaha harus dilakukan untuk: 

i. menjamin pembebasan umat manusia dari setiap jenis eksploitasi, kezaliman 

dan penindasan, 

ii. menjamin keamanan, martabat dan kebebasan untuk semua, sesuai dengan 

hukum dan cara-caya yang dapat diterima serta dalam batasan-batasan yang 

ditetapkan oleh hukum; 

 

ٔؤوذ تّٛجثٗ، وخذاَ لله ٚوأعضاء فً الأخٛج الإضلاٍِح اٌعاٌٍّح، فً تذاٌح اٌمرْ اٌخاِص عشر ٘جري، عٍى اٌرسإِا 

 تذعُ اٌحمٛق اٌراٌٍح غٍر اٌماتٍح ٌلأرٙان ٚاٌرظرف ٚاٌرً ٔعرثر٘ا ِٓ طٍُّ الإضلاَ.
Dengan ini, sebagai hamba Allah dan sebagai anggota Persaudaraan Islam Universal, 

pada awal abad XV dari Era Islam, menegaskan komitmen kami untuk menjunjung tinggi 

hak asasi manusia berikut yang tidak dapat diganggu-gugat dan dicabut dan  yang kami 

anggap ajaran inti Islam. 

 

I الحٌاة فً الحك 

 مسوغ دون من الأرواح إزهاق ٌجوز لا كما حماٌتها على الحرص وٌتعٌن نسانإ لكل مكفولة وهً ممدسة الحٌاة (أ
 .شرعً
 .علٌها الاعتداء ٌجوز ولا مصونة الإنسان جسد وسلبمة موته، وبعد حٌاته فً حرمته إنسان لكل (ب

I. Hak Hidup 

a) Kehidupan adalah suci dan ia dijamin untuk setiap manusia dan setiap usaha harus 

dilakukan untuk melindunginya. Tidak boleh menghilangkan nyawa melainkan dengan 

alasan yang dibenarkan hukum. 

b) Setiap manusia memiliki kehormatan dalam kehidupannya dan setelah kematiannya, 

dan keselamatan badan manusia terpelihara dan tidak boleh diganggu gugat. 

 

II الحرٌة فً الحك 

 .الشرع ٌمتضٌه بما إلا حرٌته ٌممع أن لأحد ولٌس حراً  الإنسان ٌولد (أ
 ٌحك كما والسٌاسٌة، والالتصادٌة والثمافٌة الجسدٌة بالحرٌة للتصرف لابل غٌر بحك شعب وكل فرد كل ٌتمتع (ب
 أفراد دعم بطلب الممع ٌعانً شعب أو فرد كل حك الشرع وٌضمن الحك؛ لهذا انتهان لأي الوسابل بشتى التصدي له

 .صراعه فً أخرى شعوب أو آخرٌن
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II. Hak untuk Kebebasan 

a) Manusia dilahirkan bebas. Tidak ada orang yang boleh membatasi kebebasannya 

melainkan yang ditetapkan hukum. 

b) Setiap orang dan setiap bangsa menikmati hak yang tidak bisa diganggu gugat berupa 

kebebasan fisik, budaya, ekonomi dan politik, dan berhak untuk berjuang dengan segala 

cara melawan setiap pelanggaran hak ini. Hukum menjamin hak setiap orang atau bangsa 

yang tertindas untuk meminta dukungan dari orang atau masyarakat lain dalam 

perjuangannya itu. 

 

III الممبول غٌر التمٌٌز ومنع المساواة فً الحك 

 .ظله فً وبالحماٌة متساوٌة بفرص وٌتمتعون الشرع أمام سواسٌة الناس (أ
 .عمله ممابل عادلاً  أجراً  ٌتماضى أن إنسان لكل (ب
 أو اللون أو الدٌنً المعتمد بسبب الجسدي، التعدي أو للتمٌٌز ٌتعرض ولا العمل فرصة من إنسان أي ٌحرم لا (ج

  .اللغة أو الجنس أو الأصل

III. Hak untuk Kesetaraan dan Larangan Diskriminasi 

a) Semua orang setara di hadapan hukum dan berhak atas peluang yang sama dan 

perlindungan di bawah naungannya. 

b) Semua orang berhak atas upah yang adil sebagai imbalan atas pekerjaannya. 

c) Tidak ada seorangpun yang dihalangi dari peluang kerja atau diperlakukan secara 

diskriminatif dan mendapat penyiksaan fisik dengan alasan keyakinan agama, warna 

kulit, asal, jenis kelamin atau bahasa. 

  

IV العدالة فً الحك 

 .فمط الشرع ومع الشرع، مع تتوافك بمعاملة ٌحظى أن شخص لكل ٌحك (أ 
 كل فً الشرع بها ٌسمح التً الوسابل إلى واللجوء الظلم؛ على الاعتراض واجب علٌه ٌمع كما الحك إنسان لكل (ب
 محاكمة على والحصول إلٌه توجه اتهامات أي وجه فً نفسه عن والدفاع شرعٌة؛ غٌر وخسارة أذى من ٌطاله ما

 .أخرى سلطات أي أو العامة السلطات مع نزاع أي فً مستملة محكمة أمام عادلة
 (الحسبة) ككل المجتمع وعن آخر شخص حموق عن الدفاع واجب علٌه ٌمع كما الحك إنسان لكل (ج
 .العامة أو الخاصة الحموق عن ٌدافع إذ للتمٌٌز إنسان إي ٌتعرض لا (د
 .أصدره من كان أٌاً  للشرع، منافٍ  أمر لأي عالانصٌا رفض واجب علٌه ٌمع كما الحك مسلم لكل (ه

IV. Hak untuk Keadilan 

a) Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sesuai dengan hukum, dan hanya sesuai 

dengan hukum saja. 

b) Setiap orang memiliki hak dan kewajiban untuk memprotes kezaliman; dan untuk 

menggunakan cara-cara yang dibenarkan hukum untuk menuntut pencederaan dan 

kerugian yang tidak sah dan untuk mempertahankan diri dari tuduhan-tuduhan yang 

ditujukan kepadanya dan mendapatkan peradilan yang adil di dalam pengadilan 

independen dalam perselisihannya dengan otoritas publik atau otoritas lainnya. 

c) Setiap orang memiliki hak dan kewajiban membela hak-hak orang lain dan masyarakat 

pada umumnya (Hisbah). 

d) Tidak ada seorangpun mendapatkan diskriminasi ketika membela hak-hak pribadi 

maupun publik. 

e) Setiap Muslim memiliki hak dan kewajiban menolak mematuhi setiap perintah yang 

bertentangan dengan hukum, dari manapun sumbernya. 

   

V العادلة المحاكمة فً الحك 

 .عادلة مستملة محكمة أمام إدانته تثبت حتى بريء متهم كل (أ
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 .عنه بالدفاع الكفٌلة الضمانات كل فٌها له تإمن ادلةع بمحاكمة إدانته تثبت حتى بريء متهم كل (ب
 ارتكب التً الظروف أخذ ومع الجرم، فداحة مع ٌتوافك بما وذلن الشرٌعة أحكام بموجب إلا عموبة تفرض لا (ج
 .الاعتبار فً ظلها فً
 .بوضوح الشرٌعة علٌها نصت التً الأعمال إلا جرابم تعُتبر لا (د
 لم ما كتابعٌن الجنابٌة المسإولٌة جماعته أو عابلته أفراد ٌتحمل ولا أعماله عن ةالمسإولٌ شخص كل ٌتحمل (ه

 .الموضوع الجرٌمة ارتكاب فً مباشر غٌر أو مباشر بشكل ٌتدخلوا
V. Hak untuk Peradilan Yang Adil 

a) Setiap terdakwa bebas sehingga terbukti bersalah di depan pengadilan independent dan 

adil. 

b) Setiap terdakwa bebas sehingga terbukti bersalah melalui peradilan adil yang 

memberikan segala jaminan yang cukup untuk pembelaannya. 

c) Hukuman tidak diberikan melainkan sesuai ketentuan hukum syariat sebanding dengan 

keseriusan kejahatan dan dengan mempertimbangkan keadaan di mana perbuatan tersebut 

dilakukan. 

d) Tidak ada tindakan kejahatan melainkan yang dinyatakan dengan jelas dalam syariat. 

e) Setiap orang bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Sebagai pengikut, anggota 

keluarga atau kelompoknya tidak memiliki tanggung jawab pidana selama mereka tidak 

turut serta baik secara langsung maupun tidak langsung dalam tindakan kejahatan 

tersebut. 

 

VI السلطة استغلبل من الحماٌة فً الحك 

 ذٛجٗ اذٙاِاخ فً دفاعا   إلا ٔفطٗ ذثرٌر عٍٍٗ ٌرعٍٓ ٚلا .اٌحىٍِٛح اٌٛوالاخ ذعذٌاخ ضذ اٌحّاٌح تحك إٔطاْ وً ٌرّرع

 .تجرٌّح ذٛرطٗ فً ِٕطمٍا   فٍٙا ٌشُه اٌرً اٌحالاخ فً أٚ إٌٍٗ
VI. Hak Perlindungan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan 

Setiap orang memiliki hak perlindungan dari pelecehan oleh lembaga resmi. Ia tidak 

bertanggung jawab untuk menjustifikasi dirinya sendiri kecuali untuk membuat 

pembelaan atas tuduhan yang dibuat terhadap dirinya atau di dalam keadaan di mana ia 

diduga secara logis melakukan kejahatan. 

  

VII التعذٌب من الحماٌة فً الحك 

 لأي أو له بالأذى للتهدٌد أو المذلة المعاملبت من نوع لأي أو النفسً أو البدنً للتعذٌب إنسان أي تعرٌض ٌجوز لا
 ٌضر عمل على الموافمة على إرغامه أو جرٌمة بارتكاب الاعتراف على إجباره أو منه، والممربٌن ألاربه من

 .بمصالحه
VII. Hak Perlindungan Terhadap Penyiksaan 

Tidak boleh ada orang yang harus mengalami penyiksaan fisik atau psikis atau perlakuan 

yang menghinakan atau mendapat ancaman pencederaan, atau untuk salah seorang 

kerabat atau kawan karibnya, atau memaksanya untuk mengakui perbuatan jahat atau 

menekannya untuk menyetujui suatu perbuatan yang membahayakan kepentingannya. 

   

VIII والسمعة الكرامة حماٌة فً الحك 

 التشهٌر محاولات أو المبررة غٌر والاتهامات الافتراءات وجه فً وسمعته كرامته عن الدفاع فً الحك إنسان لكل
 .والابتزاز

VIII. Hak Perlindungan Kehormatan dan Reputasi 

Setiap orang memiliki hak untuk membela kehormatan dan reputasinya melawan fitnah 

dan tuduhan tidak berdasar atau upaya penghinaan dan pemerasan. 

 

 IX اللجوء حك 
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 عرله عن النظر بغض إنسان لكل مكفول حك وهو للبضطهاد تعرض إذا آخر بلد إلى اللجوء فً الحك إنسان لكل (أ
 .وجنسه ولونه ودٌنه
 .مسلم كل ملجؤ وه مكة فً (الممدس الله بٌت) الحرام المسجد (ب

IX. Hak Suaka 

a) Setiap orang berhak untuk mencari perlindungan di Negara lain jika ditindas. Hak ini 

dijamin untuk setiap orang tanpa memandang ras, agama, warna kulit dan jenis 

kelaminnya. 

b) Al-Masjid Al-Haram di Mekah adalah tempat perlindungan bagi seluruh umat Islam. 

 

 X الأللٌات حموق 

 .المسلمة غٌر للؤللٌات الدٌنٌة الحموق "الدٌن فً إكراه لا"بؤ المابل المرآنً المبدأ ٌحكم (أ
 شؤٚٔٙا فً الإضلاٍِح ٌٍشرٌعح ٚفما   ذحىُ أْ فً ذرغة وأد إرا ِا ذمرر أْ الإضلاٍِح اٌثٍذاْ فً اٌذٌٍٕح ٌلألٍٍاخ ب(

 اٌخاطح. ٌمٛإٍٔٙا ٚفما   أٚ ٚاٌشخظٍح ٍٔحاٌّذ
X. Hak Minoritas 

a) Prinsip Al-Qur'an "Tidak ada paksaan dalam agama" mengatur hak-hak agama bagi 

minoritas non-Muslim. 

b) Di negara Muslim, minoritas agama berhak menentukan pilihan untuk diatur sesuai 

dengan hukum Islam dalam urusan sipil dan pribadi mereka, atau sesuai dengan hukum 

mereka sendiri. 

   

XI العامة الشإون إدارة فً المشاركة وواجب الحك 

 .العامة الوظابف تملد فً الحك (الأمة) المجتمع فً فرد لكل الشرٌعة، لأحكام وفماً  (أ
ً  وللشعب .والشعب لحكومةا بٌن الإدارٌة العلبلة أساس هً الشورة (ب  وفماً  إلالتهم أو حكامه اختٌار فً الحك أٌضا
 .المبدأ لهذا

XI. Hak dan Kewajiban Berpartisipasi Dalam Manajemen Urusan Publik 

a) Sesuai dengan hukum syariat, setiap individu dalam masyarakat (umat) berhak untuk 

memangku jabatan publik. 

b) Musyawarah adalah dasar hubungan administratif antara pemerintah dan 

rakyat. Rakyat berhak memilih atau melengserkan pemerintahnya sesuai prinsip ini. 

 

  XII والكلبم والفكر المعتمد حرٌة فً الحك 

 المنكر نشر كان لأي ٌحك ولا .الشرعٌة المبادئ مع ٌتعارض لا بما رأٌه عن بحرٌة التعبٌر فً الحك إنسان لكل (أ
 .بالغٌر بالتشهٌر النٌة بث أو الإساءة أو الافتراء على ٌحض ما أو العامة للآداب ٌتعرض ما نشر أو
 .مسلم كل على وفرٌضة حك الحمٌمة عن والبحث للمعرفة السعً (ب
 الأمر عنى لو حتى (الشرٌعة أحكام منض) الممع ومماومة الاعتراض واجب علٌه ٌمع كما الحك مسلم لكل (ج

 .البلبد فً العلٌا السلطة
 إطار ضمن تنضوي وأن للخطر المجتمع أمن تعرض ألا بشرط المعلومات نشر على المٌود فرض ٌجوز لا (د

 .الشرٌعة تفرضها التً الأحكام
 الآخرٌن مشاعر فاحترام ؛ضدها ٌحرض أو منها ٌسخر أو الدٌنٌة الآخرٌن معتمدات شؤن من ٌملل أن لأحد لٌس (ه

 .مسلم كل على فرٌضة
XII. Hak untuk Kebebasan Berkeyakinan, Berpikir dan Berucap 

a) Setiap orang berhak untuk mengungkapkan pikirannya dengan bebas selama tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Siapapun tidak berhak menyebarkan 

kemungkaran atau hal-hal yang melanggar etika umum atau hal-hal yang mendorong 

untuk berbohong atau fitnah atau menjelekkan orang lain. 

b) Menuntut ilmu pengetahuan dan mencari kebenaran adalah hak dan kewajiban setiap 

Muslim. 
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c) Setiap Muslim memiliki hak dan kewajiban untuk memprotes dan melawan penindasan 

(dalam batas-batas yang ditetapkan hukum syarait), meskipun hal itu menantang otoritas 

tertinggi di dalam negara. 

d) Tidak boleh memberi batasan terhadap penyebaran informasi asalkan tidak 

membahayakan keamanan masyarakat dan selama masih dalam batas-batas yang 

ditetapkan oleh syariat. 

e) Tidak seorangpun boleh menghina atau mengejek keyakinan agama orang lain atau 

menghasut permusuhan publik terhadap mereka. Menghormati perasaan keagamaan 

orang lain adalah kewajiban setiap Muslim. 

    

XIII الدٌن حرٌة فً الحك 

 .الدٌنٌة معتمداته تمتضٌه بما والعبادة المعتمد حرٌة فً الحك إنسان لكل
XIII. Hak Kebebasan Beragama 

Setiap orang berhak atas kebebasan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan keyakinan 

agamanya. 

 

 XIV الجمعٌات فً المشاركة فً الحك 

 تؤسٌس وفً والسٌاسٌة والثمافٌة والاجتماعٌة الدٌنٌة مجتمعه حٌاة فً وجماعٌاً  فردٌاً  المشاركة إنسان كلل ٌحك (أ
 .المنكر عن وتنهى بالمعروف تؤمر التً والوكالات المإسسات

 المجتمع على وٌتعٌن .الحموق بهذه التمتع ظلها فً ٌمكن التً المإسسات تؤسٌس إلى السعً فً الحك إنسان لكل (ب
 .المعنوٌة ذاتهم بناء كلهم للناس تتٌح التً الشروط ٌوجدا أن عامةً، والدولة

XIV. Hak untuk Berpartisipasi dalam Perkumpulan 

a) Setiap orang berhak untuk berpartisipasi secara individual maupun kolektif dalam 

kehidupan agama, sosial, budaya dan politik masyarakat dan dalam membangun lembaga 

dan instansi yang memerintahkan apa yang benar dan mencegah apa yang mungkar. 

b) Setiap orang berhak untuk memperjuangkan pembentukan lembaga di mana 

pemenuhan hak-hak ini akan dimungkinkan. Masyarakat dan Negara pada umumnya, 

harus membangun kondisi sehingga memungkinkan orang-orang mengembangkan 

kepribadian mereka. 

 

XV عنه الناشبة والحموق الالتصادي النظام 

 أسبغها بركات فهً ومواردها؛ الطبٌعة فوابد من الاستفادة فً بالحك جمٌعاً  البشر ٌتمتع الالتصادٌة، الناحٌة من (أ
 .ككل البشري الجنس لمصلحة الله
 .الشرٌعة لأحكام وفماً  رزلهم ٌكسبوا أن جمٌعاً  للبشر ٌحك (ب
 فً بصب بما الالتصادٌة الموارد لبعض الدولة ملكٌة وتعتبر .الملكٌة فً والاشتران تملنال فً الحك إنسان لكل (ج

 .شرعٌة العام الخٌر
 .للشرٌعة وفماً  وتجبى تفرض التً الزكاة لانون ٌحدده بما المتبرعٌن الأغنٌاء ثروات من جزء فً حك للفمراء (د
 .استعمالها ٌسُاء أو تهمل ولا ككل، (الأمة) تمعالمج مصلحة فً ٌصب ما فً كلها الإنتاج وسابل تستعمل (ه
 غٌر والممارسات الاحتكار الاستغلبل، من المجتمع وحماٌة الالتصادي التوازن تعزٌز وبهدف الشرٌعة، تحظر (و

 .المضللة الدعاٌات ونشر العمود إبرام على والإكراه والربا للتجارة والممٌدة المنطمٌة
 .الإسلبمٌة والمٌم بالشرٌعة تخل أو (الأمة) المجتمع بمصالح تضر ألا شرط متاحة الالتصادٌة الأنشطة (ز

XV. Sistem Ekonomi dan Hak-hak yang Berkembang darinya 

a) Dari segi perekonomian, semua orang berhak atas manfaat penuh dari alam dan semua 

sumber dayanya. Ini adalah berkat yang diberikan oleh Allah demi kepentingan umat 

manusia secara keseluruhan. 

b) Semua orang berhak mencari nafkah sesuai hukum syariat. 

c) Setiap orang berhak untuk memiliki harta secara individual maupun bersekutu. 

Kepemilikan negara atas sebagian sumber daya ekonomi tertentu untuk kepentingan 

umum adalah sah. 
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d) Orang miskin memiliki hak atas sebagian kekayaan orang kaya sebagaimana 

ditetapkan oleh undang-undang zakat, yang dipungut dan dikumpulkan sesuai dengan 

syariat. 

e) Semua alat-alat produksi harus dimanfaatkan untuk kepentingan 

masyarakat (umat) secara keseluruhan, dan tidak boleh diabaikan atau disalahgunakan. 

f) Dalam rangka untuk mempromosikan pembangunan ekonomi yang seimbang dan 

untuk melindungi masyarakat dari eksploitasi, syariat melarang monopoli, praktek-

praktek perdagangan yang tidak masuk akal dan terbatas, riba, penggunaan paksaan 

dalam pembuatan kontrak dan publikasi iklan yang menyesatkan. 

g) Semua kegiatan ekonomi diperbolehkan dengan syarat tidak merugikan kepentingan 

masyarakat (umat) atau melanggar hukum dan nilai-nilai Islam. 

 

XVI الملكٌة حماٌة فً الحك 

 .عادل تعوٌض وممابل العامة المنفعة لضرورات إلا الملكٌة نزع ٌجوز لا
XVI. Hak Perlindungan Properti 

Properti tidak boleh dicabut kecuali untuk kepentingan umum dan dengan pembayaran 

kompensasi yang adil. 

 

XVII وكرامتهم العمال أوضاع 

 لا فالعامل .أٌضاً  بكرم بل فحسب بعدل العمال معاملة على المسلمٌن ٌحض لا وهو والعامل العمل الإسلبم ٌحترم
 .والترفٌه بالراحة أٌضاً  له ٌحك بل فحسب فوراً  المكتسب راتبه على الحصول بحك ٌتمتع

XVII. Status dan Martabat Pekerja 

Islam menghormati kerja dan pekerja dan memerintahkan umat Islam tidak hanya untuk 

memperlakukan pekerja dengan adil saja tetapi dengan murah hati juga. Dia tidak hanya 

menikmati hak upah yang diterimanya dengan segera, tetapi juga berhak mendapat  

istirahat dan relaksasi. 

 

 XVIII الاجتماعً الضمان فً الحك 

 اٌّراحح. الإِىأاخ حذٚد فً اٌظحٍح ٚاٌرعاٌح ٚاٌرعٍٍُ ٚاٌٍّثص ٚاٌّطىٓ اٌّأوً عٍى اٌحظٛي فً اٌحك إٔطاْ ٌىً

 أٔفطُٙ إعاٌح عٓ اٌعاجسٌٓ تالأفراد الأِر ٌرعٍك عٕذِا خظٛطا   ِٛجثا   رٌه ٌعرثرا أْ ٚاٌذٌٚح اٌّجرّع عٍى ٌٚرعٍٓ

 ُ.دائ أٚ ِؤلد عطً تطثة
XVIII. Hak untuk Jaminan Sosial 

Setiap orang memiliki hak atas pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan dan 

perawatan medis sesuai dengan kemampuan. Masyarakat dan Negara harus menganggap 

hal itu suatu kewajiban khususnya untuk semua individu yang tidak bisa mengurus diri 

sendiri karena cacat sementara atau permanen. 

 

 XIX عابلة تؤسٌس فً الحك 

ً  أطفاله وتربٌة أسرة وتؤسٌس الزواج فً الحك إنسان لكل (أ  بهذه الزوجٌن من كل ٌتمتع .وثمافته وتمالٌده لدٌنه وفما
 .الشرٌعة أحكام ٌهاعل تنص التً الموجبات علٌه تمع كما والامتٌازات الحموق
 .وتمدٌره الآخر باحترام التمتع الزوجٌن من لكل ٌحك (ب
 .إمكانٌاته ضمن وأولاده زوجته على الإنفاق عبء الرجل على (ج
 أعباء تحمٌلهم أو مبكرة سن فً العمل إلى الأولاد دفع وٌحظر والدٌه، كنف فً ٌترعرع أن فً الحك طفل لكل (د
 .الضرر بهم تلحك وأ الصحٌح نموهم دون تحول لد
 نفمتها وعلى بها، المٌام مسإولٌة الدولة على تمع أطفالهم، تجاه موجباتهم عن ما لسبب الأبوٌن تخلً حال فً (ه

 .الخاصة
 وعجزه، وهرمه طفولته، فً عابلته من والحماٌة العناٌة وعلى المادي الدعم على الحصول إنسان لكل ٌحك (و

 .والحماٌة والعناٌة المادي بالدعم أبنابهما على حمولهما وللؤبوٌن
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 (.الأمة) المجتمع فً العامة والهٌبات العابلة لبل من والمساعدة والعناٌة الاحترام على الحصول فً الحك للؤم (ز
ً  ومسإولٌاتهم موجباتهم والنساء الرجال ٌتماسم الأسرة، ضمن (ح  حرٌصٌن الطبٌعٌة والمٌول والمواهب للجنس وفما
 .وألاربهم أولادهم تجاه مسإولٌاتهم ىعل الدوام على
 .للبنتماص تتعرض أو الزواج بسبب المانونٌة شخصٌته إنسان أي ٌسُلب ولا الزواج على إنسان أي إكراه ٌتم لا (ط

XIX. Hak untuk Membentuk Keluarga 

a) Setiap orang berhak menikah untuk membentuk keluarga dan mendidik anak-anaknya 

sesuai dengan agama, tradisi dan budayanya. Setiap pasangan berhak atas hak-hak dan 

keistimewaan tersebut sebagaimana mempunyai kewajiban-kewajiban seperti yang 

ditetapkan oleh hukum syariat. 

b) Masing-masing suami istri berhak bersenang-senang dengan menghormati dan 

menghargai pasangannya itu. 

c) Suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya menurut kemampuannya. 

d) Setiap anak berhak dibesarkan di dalam pangkuan kedua orang tuanya. Dilarang 

memperkerjakan anak pada usia dini atau membebani mereka dengan beban yang 

menghalangi pertumbuhan dengan baik atau membahayakan mereka. 

e) Jika orang tua karena suatu alasan tidak dapat melaksanakan kewajiban mereka 

terhadap anak, maka tanggung jawab Negara melaksanakannya dengan uang rakyat. 

f) Setiap orang berhak atas bantuan material, serta perawatan dan perlindungan dari pihak 

keluarganya selama masa kanak-kanak, masa tua dan masa ketidakmampuannya. Kedua 

orang tua berhak atas bantuan material serta perawatan dan perlindungan dari anak-anak 

mereka. 

g) Ibu berhak atas penghormatan, perawatan dan bantuan dari pihak keluarga dan organ-

organ publik dalam masyarakat (umat). 

h) Di dalam keluarga, pria dan wanita berbagi kewajiban dan tanggung jawab mereka 

sesuai dengan jenis kelamin, bakat dan kecenderungan alami mereka, selalu 

melaksanakan tanggung jawab mereka kepada anak-anak dan kaum kerabat mereka. 

i) Tidak ada orang yang boleh dipaksa untuk menikah dan tidak boleh ada yang dirampas 

atau dikurangi kepribadian hukumnya karena perkawinan. 

 

XX المتزوجة المرأة حموق 

 :فً متزوجة امرأة لكل ٌحك
 زوجها؛ ٌمطنه الذي البٌت فً العٌش (أ
ً  تمل لا كرٌمة حٌاة لتعٌش ضروري هو ما كل على الحصول(ب  الطلبق، حال فً والحصول زوجها حٌاة عن شؤنا

 المالً وضعها عن النظر بغض ترعاهم، الذٌن وللؤولاد لها النفمة على زوجها، إمكانٌات وضمن العدة فترة وطوال
 وأملبكها؛ ومكاسبها

 المحاكم؛ فً الطلبق طلب فً حمها إلى ٌضاف حك وهو الشرٌعة أحكام ضمن علٌه والحصول الخلع طلب (ج
ً  الآخرٌن وألربابها وأولادها وأهلها زوجها إرث على الحصول (د  للشرع؛ وفما
 أن كشفها شؤن ومن عنها، اكتشفها ٌكون لد معلومات أي سرٌة على الطلبق، بعد السابك، زوجها أو زوجها حفاظ (ه

 .السابك زوجها أو بزوجها ٌتعلك ما فً مماثلة مسإولٌة علٌها وتمع .الضرر بها ٌلحك
XX. Hak Perempuan Menikah 

Setiap wanita yang sudah menikah berhak untuk: 

a) tinggal di rumah di mana suaminya tinggal; 

b) menerima segala sesuatu yang pokok untuk hidup mulia yang tidak kurang standarnya 

dari kehidupan suaminya. Dan dalam hal perceraian, menerima selama masa iddah 

sepadan kemampuan suaminya nafkah untuk dirinya dan anak-anak yang diasuhnya, 

tanpa memandang kepada status keuangan, pekerjaan dan propertinya. 

c) mencari dan mendapatkan perceraian secara khulu' sesuai dengan hukum syariat. Hak 

ini merupakan tambahan haknya untuk meminta cerai melalui pengadilan. 

d) mewarisi dari suaminya, keluarganya, anak-anaknya dan kerabat lainnya sesuai dengan 

hukum; 
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e) penjagaan suaminya atau mantan suaminya setelah bercerai, terhadap rahasia atau 

informasi yang terkadang dibongkar oleh suaminya tersebut yang pembongkarannya itu 

merugikannya. Tanggung jawab yang sama tersandar pada dirinya dalam hal suaminya 

atau mantan suaminya. 

 

 XXI التعلٌم فً الحك 

 الطبٌعٌة؛ لمدراته وفماً  التعلٌم فً الحك شخص لكل ( أ
 .الطبٌعٌة مواهبه وٌطور مهنته بحرٌة ٌختار أن إنسان لكل ٌحك ( ب

XXI .  Hak atas Pendidikan 

a) Setiap orang berhak untuk menerima pendidikan sesuai dengan kemampuan 

alamiahnya. 

b) Setiap orang berhak atas kebebasan memilih profesi dan mengembangkan bakat 

alaminya. 

 

XXII السرٌة فً الحك 

 .خصوصٌته على الحفاظ فً الحك إنسان لكل
XXII. Hak Privasi 

Setiap orang berhak atas perlindungan privasinya. 

 

XXII والسكن التنمل حرٌة فً الحك 

 البلدان فً بحرٌة التنمل مسلم لكل ٌحك معنى، من للكلمة ما بكل إسلبمٌة أمة هو الإسلبمً العالم أن إلى نظراً  (أ
 بٌنها؛ ما وفً الإسلبمٌة

 .شرعً ِطٛغ أي دْٚ ِٚٓ ذعطفٍا   ِٕٗ ٌٙجر أٚ تٍذٖ ِغادرج عٍى ٌٚجثر إٔطاْ أي ٌىرٖ لا (ب
XXIII Hak Kebebasan Berpindah dan Berdomisili 

a) Mengingat fakta bahwa Dunia Islam adalah Umat Islam yang sebenar-benarnya, 

maka setiap Muslim memiliki hak berpindah di dalam dan antar Negara-negara Islam. 

b) Tidak seorangpun boleh dipaksa untuk meninggalkan atau pindah dari negaranya 

secara sewenang-wenang dan tanpa alas an yang diterima hukum. 

  
 تفسٌرٌة ملبحظات 

 ذلن، غٌر السٌاق أوجب إذا ما وباستثناء الإنسان، حموق حول أعلبه المكتوب النص فً (1

 سواء حد على والمرأة الرجل إلى "الفرد"و "الإنسان" مصطلحا ٌشٌر  (أ
 للفمه ماً وف صالحة بوسابل أخرى شرابع وأي والسنة المرآن من الممتطفة كلها المبادئ هً ،"الشرٌعة" (ب        
 .الإسلبمً

 .مناسبة موجبات الإعلبن هذا فً المدرجة الإنسان حموق من كلبً  ٌمابل (2

 بهدف الشرٌعة تفرضها التً بالحدود الشخص ٌتمٌد بها، والتمتع أعلبه إلٌها المشار الحموق ممارسة إطار فً (3

 المجتمع وسلبمة العام والنظام الأخلبقب والالتزام واحترامها وحرٌاتهم الآخرٌن بحموق الواجب الاعتراف حماٌة
 .ككل (الأمة)

 .الأصلً النص هو الإعلبن هذا من العربً النص
Penjelasan 
1. Dalam perumusan HAM di atas, kecuali konteksnya menyediakan sebaliknya: 

a) Istilah 'orang' atau „individu‟ mengacu kepada kedua jenis kelamin laki-laki 

dan perempuan. 

b) Istilah 'hukum' menunjukkan syariah , yaitu prinsip-prinsip yang disarikan dari 

Al-Quran dan Sunnah dan undang-undang lainnya yang disimpulkan dengan 

metode-metode yang layak sesuai fikih Islam. 

2. Masing-masing dari HAM yang tercantum dalam Deklarasi ini membawa kewajiban 

yang sepadan. 
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3. Dalam melaksanakan dan menikmati hak-hak tersebut di atas, setiap orang terikat 

kepada pembatasan seperti yang diperintahkan oleh syariat dengan tujuan memelihara 

dan menghormati pengakuan wajib atas hak-hak dan kebebasan orang lain, dan  

komitmen terhadap moral, ketertiban umum dan keselamatan masyarakat (umat) secara 

keseluruhan. 

Teks Arab dari Deklarasi ini adalah teks asli. 

 

*** 

  Dari pemaparan mengenai Deklarasi Universal Islam Hak Asasi Manusia yang 

dicanangkan oleh Dewan Islam Eropa pada tahun 1981 dapat diambil kesimpulan berikut: 

1. Deklarasi Universal Islam Hak Asasi Manusia adalah suatu usaha yang sangat 

mulia untuk mempromosikan kembali hak asasi manusia menurut perspektif Islam, 

setelah Piagam Madinah yang disusun pada era Nabi Muhammad SAW.  

2. Islam sebagai agama yang universal dan komprehensif tidak mungkin 

melalaikan hak-hak manusia yang mendasar dan sepenting ini. Bahkan menurut 

pandangan intelektual dan cendekiawan Muslim, HAM adalah ajaran inti Islam. Hak dan 

kebebasan manusia adalah bagian yang tak terpisahkan dari Islam. 

3. Melihat konten Deklarasi Universal Islam Hak Asasi Manusia dan 

referensinya, jelas menunjukkan bahwa ia bukan copy paste dari DUHAM PBB. Memang 

diakui banyak persamaan antara keduanya, namun ada beberapa perbedaan yang jika 

dirunut sebabnya adalah karena perbedaan sumber referensi. Deklarasi Universal Islam 

merujuk kepada al-Quran dan hadis, sehingga hak-hak dasar yang dianugerahkan kepada 

manusia dibatasi oleh keduanya. 

4. Deklarasi ini menyatakan bahwa hak asasi manusia berdasarkan sumber Ilahi 

yaitu al-Quran dan hadis dan merupakan anugerah Allah sehingga tidak bisa dilanggar 

atau dibatalkan atau diabaikan oleh pemerintah atau organisasi atau lembaga apa pun 

lainnya, serta tidak bisa dibuang atau diubah. 

5. Deklarasi ini memberikan banyak hak dasar kepada manusia; seperti hak 

hidup, hak untuk kebebasan, hak untuk kesetaraan dan larangan diskriminasi, hak untuk 

keadilan, hingga yang terakhir adalah hak kebebasan untuk berpindah dan berdomisili. 

6. Deklarasi ini menjamin hak setiap orang untuk mengungkapkan pikirannya 

dengan bebas selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Menyebarkan 

kemungkaran atau hal-hal yang melanggar etika umum atau hal-hal yang mendorong 

kebohongan atau fitnah atau menjelekkan orang lain termasuk ke dalam hal-hal yang 

dilarang dan bukan termasuk hak asasi manusia. 



46 

 

7. Deklarasi ini memberikan jaminan penuh terhadap hak setiap orang atas 

kebebasan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya. 

8. Deklarasi ini menjamin hak setiap orang untuk menikah guna membentuk 

keluarga dan mendidik anak-anaknya sesuai dengan agama, tradisi dan budayanya. Setiap 

pasangan berhak atas hak-hak dan keistimewaan tersebut sebagaimana mempunyai 

kewajiban-kewajiban seperti yang ditetapkan oleh hukum syariat. 

9. Deklarasi ini menyatakan bahwa di sebalik hak-hak yang dinyatakan ada 

tanggung-jawab seimbang yang menyertainya. 

10. Deklarasi ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan dan menikmati hak-

haknya, setiap orang terikat kepada pembatasan seperti yang diperintahkan oleh syariat, 

dengan tujuan memelihara dan menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, dan  

komitmen terhadap moral, ketertiban umum dan keselamatan masyarakat (umat) secara 

keseluruhan. 

 

3. Deklarasi Cairo. 

Deklarasi Cairo tentang Hak Asasi Manusia di dalam Islam adalah deklarasi yang 

dilakukan oleh negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam yang diadopsi di 

Cairo, Mesir, pada tahun 1990. Deklarasi Cairo mengetengahkan hak asasi manusia 

menurut perspektif Islam dan mengkonfirmasi hukum Islam sebagai sumber satu-satunya 

baginya.  

Deklarasi Cairo ini seringkali dipandang sebagai respon kepada DUHAM PBB 

yang diadopsi tahun 1948. Deklarasi Cairo ini tandangani oleh 45 negara anggota OKI. 

Pada tahun 1992 Deklarasi Cairo ini dipresentasikan di Komisi HAM PBB, tapi saat itu 

dikutuk secara keras oleh Komisi Hakim Internasional. (Wikipedia, 2010).  

Deklarasi Cairo menyatakan tujuannya yaitu sebagai pedoman umum bagi negara-

negara anggota OKI dalam bidang hak asasi manusia. Di dalam Mukadimahnya, 

Deklarasi Cairo menegaskan bahwa umat manusia hingga kini masih bingung di antara 

keyakinan dan ideologi yang berbeda dan saling bertentangan dan bahwa umat manusia 

masih menghadapi masalah kronis peradaban materialistik. Oleh karena itu, untuk 

berkontribusi dalam upaya umat manusia berkaitan dengan hak asasi manusia yang 

bertujuan melindungi manusia dari eksploitasi dan penganiayaan, dan untuk menegaskan 

kebebasannya dalam kehidupan bermartabat sesuai dengan syariat Islam, Deklarasi ini 

dibuat. 
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Deklarasi Cairo terdiri dari Mukadimah dan 25 Pasal. Tidak ada judul pada setiap 

Pasal. Namun Pasal-pasalnya dimulai dengan Pasal berkaitan dengan kesamaan manusia 

di hadapan Allah dalam martabat, kewajiban dan tanggung jawab dasar; Tiada 

keunggulan manusia atas yang lainnya melainkan berdasarkan takwa dan perbuatan baik; 

Hidup di dunia ini adalah anugerah Allah dan semua manusia dijamin dan dilindungi 

kehidupannya; Manusia tidak boleh disakiti dan apalagi diambil nyawanya tanpa alasan 

yang dibenarkan syariat; Orang yang tidak terlibat perang tidak boleh dibunuh; Nama 

baik seseorang dilindungi waktu hidupnya dan setelah kematiannya, dan diakhiri dengan 

Pasal yang menyatakan dengan tegas bahwa semua hak dan kebebasan yang diatur dalam 

Deklarasi ini tunduk kepada hukum syariat Islam (Pasal 24), dan bahwa Syariat Islam 

adalah satu-satunya sumber acuan bagi penjelasan atau klarifikasi setiap pasal dari 

Deklarasi ini. (Pasal 25). 

Berikut ini dipaparkan Deklarasi Cairo dalam bahasa aslinya beserta 

terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia agar bisa dikaji dan diteliti secara mendalam 

mengenai kontennya.  

 

DEKLARASI CAIRO TENTANG HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM 

 

Konferensi Islam ke-19 Menteri Luar Negeri (Sesi Perdamaian, Interdependensi dan 

Pembangunan), yang diselenggarakan di Cairo, Republik Arab Mesir, 9-14 Muharram 

1411H (31 Juli-5 Agustus 1990M), 

 

MENYADARI kedudukan manusia dalam Islam sebagai khalifah Allah di bumi; 

MENYADARI pentingnya mengeluarkan Dokumen Hak Asasi Manusia dalam Islam yang 

akan berfungsi sebagai panduan bagi negara-negara anggota dalam semua aspek 

kehidupan; 

MEMERIKSA tahapan penyusunan draf Dokumen ini sejauh ini yang telah dilalui, dan 

laporan yang relevan dari Sekretaris Jenderal; 

MEMERIKSA laporan pertemuan Komite Ahli Hukum yang diselenggarakan di Teheran 

dari tanggal 26 sampai dengan 28 Desember 1989; 

SETUJU untuk mengeluarkan Deklarasi Cairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam 

yang akan berfungsi sebagai pedoman umum untuk negara-negara anggota di bidang 

HAM. 

 

 اٌّمذِح

تؤكٌدا للدور الحضاري والتارٌخً للؤمة الإسلبمٌة التً جعلها الله خٌر أمة أورثت البشرٌة حضارة عالمٌة متوازنة 
ربطت الدنٌا بالآخرة وجمعت بٌن العلم والإٌمان، وما ٌرجى أن تموم به هذه الأمة الٌوم لهداٌة البشرٌة الحابرة بٌن 

 ل مشكلبت الحضارة المادٌة المزمنة.التٌارات والمذاهب المتنالضة وتمدٌم الحلو
Mukadimah 

Untuk menegaskan peran peradaban dan sejarah umat Islam yang dijadikan Allah sebagai 

komunitas terbaik yang memberikan kepada kemanusiaan peradaban universal dan 

seimbang, yang mengikat dunia dengan akhirat dan mengkombinasikan antara ilmu dan 

iman, dan untuk memenuhi harapan dari komunitas ini untuk membimbing seluruh umat 
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manusia yang bingung di antara keyakinan dan ideologi yang berbeda dan saling 

bertentangan dan mempersembahkan solusi untuk semua masalah kronis peradaban 

materialistik ini. 

 

ومساهمة فً الجهود البشرٌة المتعلمة بحموق الإنسان التً تهدف إلً حماٌته من الاستغلبل والاضطهاد وتهدف إلً 
  .الشرٌعة الإسلبمٌة تؤكٌد حرٌته وحموله فً الحٌاة الكرٌمة التً تتفك مع

Dan untuk berkontribusi dalam upaya umat manusia berkaitan dengan hak asasi manusia 

yang bertujuan melindungi manusia dari eksploitasi dan penganiayaan, dan untuk 

menegaskan kebebasannya dalam kehidupan bermartabat sesuai dengan syariat Islam. 

 

وثمة منها بؤن البشرٌة التً بلغت فً مدارج العلم المادي شؤنا بعٌدا، لا تزال، وستبمً فً حاجة ماسة إلً سند 
 إٌمانً لحضارتها وإلً وازع ذاتً ٌحرس حمولها.

Dan karena keyakinannya bahwa umat manusia yang telah mencapai stadium lanjut 

dalam ilmu materialistis masih dan akan tetap membutuhkan iman untuk mendukung 

peradabannya serta kekuatan motivasi diri untuk menjaga hak-haknya; 

 

جزء من دٌن المسلمٌن لا ٌملن أحد بشكل مبدبً تعطٌلها  الإسلبم وإٌمانا بؤن الحموق الأساسٌة والحرٌات العامة فً
آلٌا أو جزبٌا، أو خرلها أو تجاهلها فً أحكام إلهٌة تكلٌفٌة أنزل الله بها كتبه، وبعث بها خاتم رسله وتمم بها ما 

ل إنسان العدوان علٌها منكرا فً الدٌن وك به الرسالات السماوٌة وأصبحت رعاٌتها عبادة، وإهمالها أوجاءت 
مسإول عنها بمفرده، والأمة مسإولة عنها بالتضامن، وأن الدول الأعضاء فً منظمة المإتمر الإسلبمً تؤسٌسا 

 على ذلن تعلن ما ٌلً:
Dan karena percaya bahwa hak pokok dan kebebasan umum menurut Islam merupakan 

bagian integral dari agama Islam, dan bahwa tidak ada yang berhak secara prinsip untuk 

menghapuskannya baik secara keseluruhan atau sebagiannya, atau melanggar atau 

mengabaikannya di dalam hukum Ilahi yang diturunkan di dalam kitab-kitabNya dan 

diutus karenanya penutup RasulNya dan disempurnakan dengannya risalah langit, 

sehingga menjaga hak-hak dan kebebasan mendasar adalah suatu tindakan ibadah, 

sedangkan kelalaian atau pelanggaran terhadapnya adalah suatu kemungkaran agama. 

Setiap orang bertanggung jawab atas secara sendiri-sendiri dan umat bertanggungjawab 

atasnya secara bersama, dan bahwa negara-negara anggota di dalam Organisasi 

Konferensi Islam berdasarkan hal-hal tersebut di atas menyatakan sebagai berikut: 

 

 1 المادة 
وة لآدم، وجمٌع الناس متساوون فً أصل الكرامة الإنسانٌة بندة جمعت بٌنهم العبودٌة لله والالبشر جمٌعا أسرة واح -أ

وفً أصل التكلٌف والمسإولٌة دون تمٌٌز بٌنهم بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو المعتمد الدٌنً أو 
ذلن من الاعتبارات. وأن العمٌدة الصحٌحة هً الضمان من هذه  الانتماء السٌاسً أو الوضع الاجتماعً أو غٌر

 الكرامة على طرٌك تكامل الإنسان. 
أن الخلك كلهم عٌال الله وأن أحبهم إلٌه أنفعهم لعٌاله وأنه لا فضل لأحد منهم على الآخر إلا بالتموى والعمل  -ب

 الصالح.
Pasal 1 

(A) Semua manusia membentuk satu keluarga yang anggotanya dipersatukan oleh 

perhambaan mereka kepada Allah dan keturunan dari Adam. Semua manusia adalah 

sama dalam hal martabat dasar manusia dan kewajiban serta tanggung jawab dasar, tanpa 

diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, keyakinan agama, afiliasi 

politik, status sosial atau pertimbangan lain. Akidah yang benar adalah jaminan terhadap 

martabat seperti ini menuju integritas manusia. 

(B) Semua manusia adalah makhluk Allah, dan yang paling dicintai oleh Allah adalah 

mereka yang paling bermanfaat bagi makhlukNya, dan tidak ada yang memiliki 

keunggulan atas yang lain kecuali atas dasar ketakwaan dan perbuatan baik. 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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  2المادة 
لٌه، الحٌاة هبة الله وهً مكفولة لكل إنسان، وعلى الأفراد والمجتمعات والدول حماٌة هذا الحك من كل اعتداء ع -أ

 ولا ٌجوز إزهاق روح دون ممتضى شرعً. 
 ٌحرم اللجوء إلى وسابل تفضً إلى إفناء الٌنبوع البشري.  -ب
 المحافظة على استمرار الحٌاة البشرٌة إلى ما شاء الله واجب شرعً.  -ج
وتكفل  سلبمة جسد الإنسان مصونة، ولا ٌجوز الاعتداء علٌها، كما لا ٌجوز المساس بها بغٌر مسوغ شرعً، -د

 الدولة حماٌة ذلن.
 

 

 

Pasal 2 

(A) Kehidupan adalah karunia Allah dan dijamin untuk setiap manusia. Tugas individu, 

masyarakat dan negara melindungi hak ini terhadap setiap pelanggaran, dan dilarang 

mengambil nyawa tanpa alasan yang ditentukan syari'at. 

(B) Dilarang menggunakan cara apapun yang dapat mengakibatkan genosida umat 

manusia. 

(C) Pelestarian kehidupan manusia selama masa waktu dikehendaki oleh Allah adalah 

kewajiban yang ditentukan oleh syari'at. 

(D) Keselamatan fisik manusia dijamin. Ia tidak boleh disakiti sebagaimana tidak boleh 

dihinakan tanpa alasan yang dibenarkan syariat, dan tugas negara untuk melindunginya. 

 

  3المادة 
فً حالة استخدام الموة أو المنازعات المسلحة، لا ٌجوز لتل من لا مشاركة لهم فً المتال كالشٌخ والمرأة والطفل،  -أ

وللجرٌح والمرٌض الحك فً أن ٌداوى وللؤسٌر أن ٌطعم وٌإوى وٌكسى، وٌحرم التمثٌل بالمتلى، وٌجب تبادل 
 ف لتال. الأسري وتلبلً اجتماع الأسر التً فرلتها ظرو

لا ٌجوز لطع الشجر أو إتلبف الزرع والضرع أو تخرٌب المبانً والمنشآت المدنٌة للعدو بمصف أو نسف أو  -ب
 غٌر ذلن.

Pasal 3 

(A) Dalam situasi penggunaan kekuatan dan konflik bersenjata, tidak diperbolehkan 

untuk membunuh pihak yang tidak berperang seperti orang tua, wanita dan anak-

anak. Orang yang luka dan sakit memiliki hak perawatan medis; dan tawanan perang 

memiliki hak makanan, perlindungan dan pakaian. Dilarang mutilasi mayat. Wajib tukar-

menukar tawanan perang dan mempertemukan keluarga yang terpisah karena sebab 

keadaan perang. 

(B) Dilarang menebang pohon, menghancurkan tanaman dan ternak, menghancurkan 

bangunan dan instalasi sipil musuh dengan tembakan atau peledakan atau cara lainnya. 

 

  4المادة 
 ٌىً إٔطاْ حرِرٗ ٚاٌحفاظ عٍى ضّعرٗ فً حٍاذٗ ٚتعذ ِٛذٗ ٚعٍى اٌذٚي ٚاٌّجرّع حّاٌح جثّأٗ ِٚذفٕٗ.

Pasal 4 

Setiap manusia berhak atas kesucian dirinya dan perlindungan atas nama baiknya selama 

hidupnya dan setelah kematiannya. Negara dan masyarakat harus melindungi tubuhnya 

dan tempat pemakamannya (dari penodaan). 

 

  5المادة 
الأسرة هً الأساس فً بناء المجتمع، والزواج أساس تكوٌنها، وللرجال والنساء الحك فً الزواج، ولا تحول دون  -أ

 تمتعهم بهذا الحك لٌود منشإها العرق أو اللون أو الجنسٌة. 
 ة إزالة العوابك أمام الزواج وتٌسٌر سبله وحماٌة الأسرة ورعاٌتها.على المجتمع والدول -ب

Pasal 5 
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(A) Keluarga adalah pondasi masyarakat, dan pernikahan adalah dasar pembuatan sebuah 

keluarga. Pria dan wanita memiliki hak untuk menikah, dan tidak ada pembatasan yang 

mencegah mereka menggunakan hak ini yang berasal dari ras, warna kulit atau 

kebangsaan. 

(B) Masyarakat dan Negara harus menghapus semua hambatan untuk pernikahan, dan 

justru memfasilitasinya dan melindungi keluarga dan menjaga kesejahteraannya. 

 

  6المادة 
للرجل فً الكرامة الإنسانٌة، ولها من الحك مثل ما علٌها من الواجبات، ولها شخصٌتها المدنٌة  المرأة مساوٌة -أ

 وذمتها المالٌة المستملة وحك الاحتفاظ باسمها ونسبها. 
 على الرجل عبء الإنفاق على الأسرة ومسإولٌة رعاٌتها. -ب

Pasal 6 

(A) Perempuan sama dengan laki-laki dalam martabat manusia, dan ia memiliki hak 

sendiri sebagaimana ia memiliki kewajiban, dan ia memiliki entitas sipil dan kebebasan 

finansialnya sendiri, serta hak untuk mempertahankan nama dan keturunannya. 

(B) Suami wajib memberi nafkah kepada keluarga dan bertanggung jawab atas 

pemeliharaannya. 

 

  7المادة 
لكل طفل عند ولادته حك على الأبوٌن والمجتمع والدولة فً الحضانة والتربٌة والرعاٌة المادٌة والصحٌة  -أ

 والأدبٌة كما تجب حماٌة الجنٌن والأم وإعطاإهما عناٌة خاصة. 
تهم ومستمبلهم للآباء ومن ٌحكمهم، الحك فً اختٌار نوع التربٌة التً ٌرٌدون لأولادهم مع وجوب مراعاة مصلح -ب

 فً ضوء المٌم الأخلبلٌة والأحكام الشرعٌة. 
 للؤبوٌن على الأبناء حمولهما، وللؤلارب حك على ذوٌهم وفما لأحكام الشرٌعة. -ج

Pasal 7 

(A) Pada saat lahir, setiap anak memiliki hak dari orang tua, masyarakat dan negara untuk 

diberi pemeliharaan, pendidikan dan perawatan materi, kesehatan dan moral. Janin dan 

ibu juga harus dijaga dan diberi perhatian khusus. 

(B) Orang tua dan yang seperti kapasitas mereka memiliki hak untuk memilih jenis 

pendidikan yang mereka inginkan untuk anak-anak mereka, asalkan mereka 

mempertimbangkan kepentingan dan masa depan anak-anak sesuai dengan nilai-nilai 

etika dan hukum-hukum syariat. 

(C) Kedua orang tua mempunyai hak-hak tertentu dari anak-anak mereka, dan kerabat 

mempunyai hak-hak dari kerabat mereka, sesuai dengan hukum-hukum syariat. 

 

  8المادة 
 ممامه. -لكل إنسان التمتع بؤهلٌته الشرعٌة من حٌث الإلزام والالتزام، وإذا فمدت أهلٌته أو انتمصت لام ولٌه 

Pasal 8 

Setiap manusia memiliki hak untuk menikmati kelayakannya yang sah dengan segala hak 

istimewa dan kewajibannya. Dalam hal kelayakan tersebut hilang atau berkurang, wali 

orang tersebut mewakilinya. 

 

  9المادة 
طلب العلم فرٌضة، والتعلٌم واجب على المجتمع والدولة، وعلٌها تؤمٌن سبله ووسابله وضمان تنوعه، بما ٌحمك  -أ

 ها لخٌر البشرٌة. مصلحة المجتمع وٌتٌح للئنسان معرفة دٌن الإسلبم وحمابك الكون وتسخٌر
من حك الإنسان على مإسسات التربٌة والتوجٌه المختلفة من الأسرة والمدرسة وأجهزة الإعلبم وغٌرها أن  -ب

 تعمل على تربٌة الإنسان دٌنٌا ودنٌوٌا تربٌة متكاملة.
Pasal 9 

(A) Mencari pengetahuan merupakan kewajiban, dan penyediaan pendidikan adalah tugas 

dari masyarakat dan Negara. Negara harus menjamin ketersediaan metode, sarana dan 
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keragaman pendidikan untuk kepentingan masyarakat dan memungkinkan orang 

mengetahui agama Islam dan rahasia alam semesta serta dapat menundukkannya untuk 

kepentingan umat manusia. 

(B) Di antara hak setiap manusia atas berbagai lembaga pendidikan dan bimbingan dari 

kalangan keluarga, sekolah, media massa dan lainnya ialah mendapatkan pendidikan 

manusia secara agama dan keduniaan dengan lengkap. 

 

  11المادة 
الإسلبم هو دٌن الفطرة، ولا ٌجوز ممارسة أي لون من الإكراه على الإنسان أو استغلبل فمره أو جهله على تغٌٌر 

 دٌنه إلً دٌن آخر أو إلً الإلحاد.
Pasal 10 

Islam adalah agama fitrah. Dilarang melakukan segala bentuk paksaan terhadap manusia 

dengan mengeksploitasi kemiskinan atau ketidaktahuannya untuk mengubah agamanya 

ke agama lain atau ateisme. 

 

  11المادة 
 ٌولد الإنسان حرا ولٌس لأحد أن ٌستعبده أو ٌذله أو ٌمهره أو ٌستغله ولا عبودٌة لغٌر الله تعالى.  -أ
اد محرم تحرٌما مإكدا، وللشعوب التً تعانٌه الحك الاستعمار بشتى أنواعه وباعتباره من أسوأ أنواع الاستعب -ب

الكامل للتحرر منه وفً تمرٌر المصٌر، وعلى جمٌع الدول والشعوب واجب النصرة لها فً كفاحها لتصفٌة أشكال 
الاستعمار أو الاحتلبل، ولجمٌع الشعوب الحك فً الاحتفاظ بشخصٌتها المستملة والسٌطرة على ثرواتها ومواردها 

 . الطبٌعٌة
Pasal 11 

(A) Manusia dilahirkan bebas, dan tidak seorangpun memiliki hak untuk memperbudak, 

menghina, menindas atau mengeksploitasinya. Tidak ada penghambaan kepada selain 

Allah Ta‟ala. 

(B) Kolonialisme dengan semua jenisnya yang merupakan salah satu bentuk paling jahat 

dari perbudakan dilarang dengan larangan yang pasti. Masyarakat yang menderita 

kolonialisme memiliki hak penuh atas kebebasan dan penentuan nasib sendiri. Semua 

Negara dan bangsa harus mendukung perjuangan rakyat terjajah untuk membasmi segala 

bentuk kolonialisme atau pendudukan, dan semua bangsa memiliki hak untuk 

mempertahankan identitas mereka yang independen dan menguasai kekayaan dan sumber 

daya alam. 

 

  12المادة 
ده أو خارجها، وله إذا اضطهد حك كل إنسان الحك فً إطار الشرٌعة فً حرٌة التنمل، واختٌار محل إلامته داخل بلب

اللجوء إلً بلد آخر، وعلى البلد الذي لجؤ إلٌه أن ٌجٌره حتى ٌبلغه مؤمنه ما لم ٌكن سبب اللجوء التراف جرٌمة فً 
 نظر الشرع.

Pasal 12 

Setiap orang berhak, dalam kerangka syariat, kebebasan berpindah dan memilih tempat 

tinggalnya baik di dalam atau di luar negaranya. Dan jika dianiaya, ia berhak mencari 

suaka di negara lain, dan Negara pengungsian wajib memberikan perlindungan 

terhadapnya sehingga keselamatannya terjamin, selama alasan pencarian suaka bukan 

melakukan suatu tindakan kriminal dalam pandangan syariat. 

 

  13المادة 
العمل حك تكفله الدولة والمجتمع لكل لادر علٌه، وللئنسان حرٌة اختٌار العمل اللببك به مما تتحمك به مصلحته 
ومصلحة المجتمع، وللعامل حمه فً الأمن والسلبمة وفً كافة الضمانات الاجتماعٌة الأخرى. ولا ٌجوز تكلٌفه بما 

أن ٌتماضى أجرا عادلا  -دون تمٌٌز بٌن الذكر والأنثى-ضرار به. وله لا ٌطٌمه، أو إكراهه، أو استغلبله، أو الإ
ممابل عمله دون تؤخٌر. وله الإجارات والعلبوات والفرولات التً ٌستحمها، وهو مطالب بالإخلبص والإتمان، وإذا 
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بالعدل دون  اختلف العمال وأصحاب العمل فعلى الدولة أن تتدخل لفض النزاع ورفع الظلم وإلرار الحك والإلزام
 تحٌز.

Pasal 13 

Kerja adalah hak yang dijamin oleh Negara dan Masyarakat untuk setiap orang yang 

mampu bekerja. Setiap orang bebas memilih pekerjaan yang sesuai demi mewujudkan 

kepentingannya dan kepentingan masyarakat. Karyawan berhak untuk menikmati 

keselamatan dan keamanan serta semua jaminan sosial lainnya. Dia tidak boleh dibebani 

dengan sesuatu di luar kemampuannya, atau dipaksa atau dieksploitasi atau 

dibahayakan. Dia berhak -tanpa diskriminasi antara pria dan wanita- atas upah yang adil 

untuk pekerjaannya tanpa penundaan, serta tunjangan, liburan dan promosi yang menjadi 

haknya. Oleh karena itu, ia wajib bekerja dengan ikhlas dan profesional. Apabila pekerja 

dan pengusaha berbeda pendapat tentang suatu masalah, Negara harus campur tangan 

untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, menghilangkan kezaliman, mendukung yang 

benar dan menegakkan keadilan tanpa bias. 

 

  14المادة 
 للئنسان الحك فً الكسب المشروع، دون احتكار أو غش أو إضرار بالنفس أو بالغٌر، والربا ممنوع مإكدا.

Pasal 14 

Setiap orang berhak mencari penghidupan yang sah, tanpa monopoli atau penipuan atau 

menyebabkan bahaya bagi diri sendiri atau orang lain. Riba secara tegas dilarang. 

 

  15المادة 
فراد أو لكل إنسان الحك فً التملن بالطرق الشرعٌة، والتمتع بحموله الملكٌة بما لا ٌضر به أو بغٌره من الأ -أ

 المجتمع، ولا ٌجوز نزع الملكٌة إلا لضرورات المنفعة العامة ممابل تعوٌض فوري وعادل. 
 تحرم مصادرة الأموال وحجزها إلا بممتضى شرعً. -ب

Pasal 15 

(A) Setiap orang berhak untuk memiliki harta yang diperoleh dengan cara yang sah, dan 

berhak untuk menikmati hak kepemilikan tanpa membahayakan diri sendiri, orang lain 

atau masyarakat. Pengambilalihan kepemilikan tidak diperbolehkan kecuali untuk 

kepentingan umum dan atas pembayaran kompensasi yang segera dan adil. 

(B) Perampasan dan penyitaan harta dilarang kecuali dengan ketentuan hukum. 

 

  16المادة 
لكل إنسان الحك فً الانتفاع بثمرات إنتاجه العلمً أو الأدبً أو الفنً أو التمنً. وله الحك فً حماٌة مصالحه الأدبٌة 

 والمالٌة العابدة له على أن ٌكون هذا الإنتاج غٌر مناف لأحكام الشرٌعة.
Pasal 16 

Setiap orang berhak untuk menikmati hasil dari ilmu pengetahuan, kesusasteraan, 

kesenian atau kerja teknisnya, dan ia berhak atas perlindungan kepentingan moral dan 

materialnya yang kembali kepadanya, selama hasil karya tersebut tidak bertentangan 

dengan hukum-hukum syariat. 

 

  17المادة 
ٌش بٌبة نظٌفة من المفاسد والأوببة الأخلبلٌة تمكنه من بناء ذاته معنوٌا، على المجتمع لكل إنسان الحك فً أن ٌع -أ

 والدولة أن ٌوفرا له هذا الحك. 
لكل إنسان على مجتمعه ودولته حك الرعاٌة الصحٌة والاجتماعٌة بتهٌبة جمٌع المرافك العامة التً تحتاج إلٌها  -ب

 فً حدود الإمكانات المتاحة. 
لدولة لكل إنسان حمه فً عٌش كرٌم ٌحمك له تمام كفاٌته وكفاٌة من ٌعوله، وٌشمل ذلن المؤكل والملبس تكفل ا -ج

 والمسكن والتعلٌم والعلبج وسابر الحاجات الأساسٌة.
Pasal 17 
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(A) Setiap orang berhak untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dari kerusakan dan 

wabah moral, yang akan mendukung perkembangan kepribadiannya, dan Negara dan 

masyarakat harus menyediakan hak ini. 

(B) Setiap orang berhak terhadap masyarakat dan Negaranya atas perawatan medis dan 

sosial dengan mempersiapkan semua fasilitas umum yang diperlukan pada batas-batas 

yang dimungkinkan. 

(C) Negara harus menjamin hak setiap orang atas kehidupan layak yang dapat 

memungkinkan dia untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang 

ditanggungnya, termasuk di dalamnya pangan, pakaian, perumahan, pendidikan, 

perawatan kesehatan dan semua kebutuhan dasar lainnya. 

 

  18المادة 
 لكل إنسان الحك فً أن ٌعٌش آمنا على نفسه ودٌنه وأهله وعرضه وماله.  -أ
للئنسان الحك فً الاستملبل بشإون حٌاته الخاصة فً مسكنه وأسرته وماله واتصالاته، ولا ٌجوز التجسس أو  -ب

 سمعته وتجنب حماٌته من كل تدخل تعسفً.  الرلابة علٌه أو الإساءة إلً
للمسكن حرمته فً كل الأحوال ولا ٌجوز دخوله بغٌر إذن أهله أو بصورة غٌر مشروعة، ولا ٌجوز هدمه أو  -ج

 مصادرته أو تشرٌد أهله منه.
Pasal 18 

(A) Setiap orang berhak untuk hidup dalam keadaan aman untuk dirinya sendiri, agama, 

keluarga, kehormatan dan hartanya. 

(B) Setiap orang berhak atas privasi dalam pelaksanaan urusan pribadinya, di rumahnya, 

di antara keluarganya, berkenaan dengan properti dan hubungannya. Tidak dibenarkan 

memata-matai dia atau menempatkannya di bawah pengawasan atau menodai nama 

baiknya. Negara harus melindungi dirinya dari setiap intervensi sewenang-wenang. 

(C) Tempat tinggal pribadi tidak dapat diganggu gugat dalam semua keadaan. Tidak 

dibenarkan masuk tanpa izin dari pemiliknya atau dengan cara melanggar hukum, dan 

tidak dibenarkan menghancurkan rumah tersebut atau menyitanya ata mengusir 

penghuninya. 

 

  19المادة 
 الناس سواسٌة أمام الشرع، ٌستوي فً ذلن الحاكم والمحكوم.  -أ
 حك اللجوء إلً المضاء مكفول للجمٌع.  -ب
 المسإولٌة فً أساسها شخصٌة.  -ج
 عموبة إلا بموجب أحكام الشرٌعة. لا جرٌمة ولا -د
 المتهم برئ حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة تإمن له فٌها كل الضمانات الكفٌلة بالدفاع عنه. -هـ

Pasal 19 

(A) Semua orang sama di depan hukum, tanpa perbedaan antara pemerintah dan yang 

diperintah. 

(B) Hak untuk menggunakan keadilan dijamin untuk semua orang. 

(C) Tanggung jawab itu pada dasarnya adalah untuk masing-masing individu. 

(D) Tidak ada kejahatan dan hukuman kecuali sebagaimana diatur dalam hokum syariat. 

(E) Terdakwa tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan dalam persidangan adil di 

mana ia diberi semua jaminan untuk mempertahankan diri. 

 

  21المادة 
لا ٌجوز المبض على إنسان أو تمٌٌد حرٌته أو نفٌه أو عمابه بغٌر موجب شرعً. ولا ٌجوز تعرٌضه للتعذٌب البدنً 
أو النفسً أو لأي من أنواع المعاملبت المذلة أو الماسٌة أو المنافٌة للكرامة الإنسانٌة، كما لا ٌجوز إخضاع أي فرد 

اه وبشرط عدم تعرض صحته وحٌاته للخطر، كما لا ٌجوز سن الموانٌن للتجارب الطبٌة أو العلمٌة إلا برض
 الاستثنابٌة التً تخول ذلن للسلطات التنفٌذٌة.

Pasal 20 
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Tidak diperbolehkan menangkap seorang individu atau membatasi kebebasannya atau 

mengasingkannya atau menghukumnya tanpa alasan yang sah. Tidak diperblehkan 

melakukan penyiksaan fisik atau psikologis atau segala bentuk penganiayaan, kekejaman 

atau penghinaan yang menafikan martabat manusia. Tidak diperbolehkan juga 

menjadikan seseorang sebagai objek eksperimen medis atau ilmiah tanpa kerelaannya dan 

dengan syarat tidak menempatkan kesehatan atau hidupnya dalam bahaya. Sebagaimana 

tidak diperbolehkan membuat undang-undang darurat yang memberikan kewenangan 

eksekutif untuk tindakan tersebut. 

 

  21المادة 
 أخذ الإنسان رهٌنة محرم بؤي شكل من الأشكال ولأي هدف من الأهداف.

Pasal 21 

Mengambil sandera di bawah bentuk apapun atau untuk tujuan apapun dilarang. 

 

  22المادة 
 لكل إنسان الحك فً التعبٌر بحرٌة عن رأٌه بشكل لا ٌتعارض مع المبادئ الشرعٌة.  -أ
 نسان الحك فً الدعوة إلً الخٌر والأمر بالمعروف والنهً عن المنكر وفما لضوابط الشرٌعة الإسلبمٌة. لكل إ -ب
الإعلبم ضرورة حٌوٌة للمجتمع، وٌحرم استغلبله وسوء استعماله والتعرض للممدسات وكرامة الأنبٌاء فٌه،  -ج

 الانحلبل أو الضرر أو زعزعة الاعتماد.  وممارسة كل ما من شؤنه الإخلبل بالمٌم أو إصابة مجتمع بالتفكن أو
 لا ٌجوز إثارة الكراهٌة المومٌة والمذهبٌة وكل ما ٌإدي إلى التحرٌض على التمٌٌز العنصري بكافة أشكاله. -د

Pasal 22 

(A) Setiap orang berhak untuk mengekspresikan pendapatnya secara bebas dengan cara 

tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. 

(B) Setiap orang berhak untuk mengajak kepada kebaikan, amar ma‟ruf dan nahi 

mungkar sesuai dengan norma-norma syariat Islam. 

(C) Informasi merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat. Dilarang mengeksploitasinya 

dan menyalahgunakannya serta melanggar kesucian dan martabat para Nabi di dalamnya, 

dan melakukan hal-hal yang melemahkan nilai moral atau menyebabkan masyarakat 

menjadi kacau atau rusak akhlak atau bahaya atau guncang akidahnya. 

(D) Tidak diperbolehkan membangkitkan kebencian nasionalisme atau doktrinal dan apa 

pun yang menghasut kepada diskriminasi rasial dengan segala bentuknya. 

 

  23المادة 
 الولاٌة أمانة ٌحرم الاستبداد فٌها وسوء استغلبلها تحرٌما مإكدا ضمانا للحموق الأساسٌة للئنسان.  - أ

ن العامة لبلبده بصورة مباشرة أو غٌر مباشرة، كما أن له الحك لكل إنسان حك الاشتران فً إدارة الشإو -ب - ب
 فً تملد الوظابف العامة وفما لأحكام الشرٌعة.

Pasal 23 

(A) Otoritas adalah amanah, dilarang secara tegas bersifat otoriter di dalamnya dan 

mengeksploitasinya dengan buruk demi menjamin hak asasi manusia. 

(B) Setiap orang berhak untuk berpartisipasi, secara langsung atau tidak langsung dalam 

penyelenggaraan urusan publik negaranya. Dia juga berhak untuk memangku jabatan 

publik sesuai dengan ketentuan hukum syariat. 

 

  24المادة 
 فً هذا الإعلبن ممٌدة بؤحكام الشرٌعة الإسلبمٌة. كل الحموق والحرٌات الممررة

Pasal 24 

Semua hak dan kebebasan yang diatur dalam Deklarasi ini tunduk kepada hukum syariat 

Islam.  
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  25المادة 
 الشرٌعة الإسلبمٌة هً المرجع الوحٌد لتفسٌر أو توضٌح أي مادة من مواد هذه الوثٌمة.

Pasal 25 

Syariat Islam adalah satu-satunya sumber acuan bagi penjelasan atau klarifikasi setiap 

pasal dari Deklarasi ini. 

 

*** 

 

Menurut Sulieman Abdul Rahman al-Haqeel sebagaimana dikutip oleh Hamid 

Fahmy Zarkasyi, dari pendahuluan Deklarasi Cairo dapat disarikan menjadi beberapa 

poin di antaranya adalah bahwa 1) Islam mengakui persamaan semua orang tanpa 

membedakan asal-usul, ras, jenis kelamin, warna kulit dan bahasa, 2) persamaan adalah 

basis untuk memperoleh hak dan kewajiban asasi manusia, 3) kebebasan manusia dalam 

masyarkat Islam konsisten dengan esensi kehidupannya, sebab manusia dilahirkan dalam 

keadaan bebas dan bebas dari tekanan dan perbudakan, 4) Islam mengakui persamaan 

antara penguasa dan rakyat yang harus tunduk kepada hukum Allah tanpa diskrimasi, 5) 

warganegara adalah anggota masyarakat dan mempunyai hak untuk menuntut siapapun 

yang mengganggu ketentraman masyarakat. (Zarkasyi, 2008). 

Deklarasi Cairo terdiri dari 25 pasal, mencakup masalah kehormatan manusia, 

persamaan manusia, manusia sebagai keluarga, perlunya kerjasama antara sesama 

manusia tanpa memandang bangsa dan agamanya, kebebasan beragama, keamanan 

rumah tangga, perlunya solidaritas individu dalam masyarakat, pendidikan bukan hak tapi 

kewajiban, perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, pembebasan masyarakat dari 

kemiskinan dan kebodohan, dan lain sebagainya. Keseluruhan Pasal-pasal dalam 

Deklarasi Cairo itu dapat disarikan menjadi 5 poin: (Zarkasyi, 2008). 

1) HAM dalam Islam diderivasi dari ajaran Islam. Menurut ajaran Islam manusia dianggap 

sebagai makhluk yang mulia. (QS. 17:70)  

2) HAM dalam Islam adalah karunia dari Tuhan, dan bukan pemberian dari manusia kepada 

manusia lain dengan kehendak manusia. (artinya, hak asasi dalam Islam adalah innate / 

fitrah).  

3) HAM dalam Islam bersifat komprehensif. Termasuk di dalamnya hak-hak dalam politik, 

ekonomi, sosial dan budaya.  

4) HAM dalam Islam tidak terpisahkan dari syariah.  
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5) HAM dalam Islam tidak absolute karena dibatasi oleh obyek-obyek syariah dan oleh 

tujuan untuk menjaga hak dan kepentingan masyarakat yang di dalamnya terdapat 

individu-individu.  

*** 

 

Dari tiga dokumen HAM Islam di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Di dalam konsep Islam, kehidupan manusia berdasarkan pada ajaran 

Teosentris. Yaitu pandangan yang menempatkan Allah sebagai pusat aktifitas dan 

kehidupan manusia melalui ketentuan syariatNya. Syariat merupakan tolok ukur baik-

buruk, benar-salah tatanan kehidupan manusia sebagai pribadi maupun warga negara, 

secara individual maupun kolektif. Oleh karena itu tidak mengherankan jika hak dan 

kebebasan yang dianugerahkan Allah kepada manusia itu tidak boleh dicabut, diubah dan 

dibatasi oleh siapa pun, baik individu maupun negara. Yang berhak mencabut, mengubah 

dan membatasi hak dan kebebasan tersebut hanya Allah melalui ketentuan syariatNya. 

2. Hak asasi manusia menurut pandangan Islam pada dasarnya lahir dari akidah 

Tauhid. Akidah Tauhid berdiri tegak di atas kesaksian bahwa tidak ada tuhan yang layak 

disembah kecuali Allah. Dengan demikian akidah Tauhid merupakan sumber segala hak 

dan kebebasan manusia. Hal ini karena akidah Tauhid mengajarkan bahwa Allah yang 

Maha Esa telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang merdeka dan bebas dari 

segala macam bentuk eksploitasi, penindasan dan kezaliman. 

3. Manusia dalam pandangan Islam mempunyai posisi dan kedudukan yang 

sangat mulia karena ia adalah makhluk yang paling sempurna. Oleh karena itu, 

penghormatan kepada kebebasan dan HAM adalah esensi dari ajaran Islam. HAM adalah 

hak kodrati yang dianugerahkan Allah kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut 

atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apa pun. Hak-hak yang diberikan Allah itu 

bersifat permanen, tidak boleh diubah atau dimodifikasi.   

4. Letak HAM di antara ajaran Islam ialah seperti berikut: Islam adalah agama 

universal yang mengandung unsur-unsur keyakinan (akidah), ritual (ibadah), dan 

pergaulan sosial (muamalat). Dimensi akidah memuat ajaran tentang keimanan; dimensi 

ibadah memuat ajaran tentang mekanisme pengabdian manusia terhadap Allah; 

sedangkan dimensi muamalat memuat ajaran tentang hubungan manusia dengan manusia 

dan dengan alam sekitar. Seluruh unsur-unsur ajaran tersebut dilandasi oleh ketentuan-

ketentuan yang disebut dengan istilah syariat (fiqih). Dalam konteks syariat inilah 
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terdapat ajaran tentang hak asasi manusia (HAM). 

5. Islam sebagai agama yang bersumberkan kepada bimbingan Ilahi adalah 

agama pertama yang mempromosikan dan mendeklarasikan prinsip-prinsip kebebasan 

dan hak-hak asasi manusia; baik secara teori maupun praktek.  Sejak empat belas abad 

yang lalu Islam telah menyatakan hak dan kebebasan manusia yang mendasar di dalam 

al-Quran dan hadis, dan telah dipraktekkan secara langsung di dalam sirah (peri 

kehidupan) Nabi Muhammad SAW bersama masyarakat berbagai golongan dan agama di 

Madinah sebagaimana termaktub dalam Piagam Madinah. Sementara dunia baru 

menyadari hak dan kebebasan ini dan aktif membicarakan permasalahannya di 

penghujung abad ke delapan belas Masehi.  

6. Menurut perspektif Islam, hak-hak yang dinikmati oleh seseorang adalah 

imbalan atas pelaksanaan tanggungjawabnya. Dengan demikian seimbanglah antara hak 

dan kewajibannya. Karena hak dan kewajiban merupakan satu kesatuan yang tak 

terpisahkan, maka orang tidak akan memperoleh hak tanpa melaksanakan kewajiban, atau 

dibebani suatu kewajiban oleh syariat Islam tanpa ada keuntungan untuk memperoleh 

hak. 

7. Persamaan hak, keadilan, tolong-menolong, dan persamaan di depan hukum 

adalah di antara prinsip-prinsip kunci yang sangat diperhatikan Islam. Dalam sejarah 

peradaban Islam, prinsip-prinsip ini dipegang oleh umat Islam sebagai cara hidup 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan prinsip-prinsip yang sangat jelas di 

atas, maka setiap pemaksaan kehendak, penindasan, diskriminasi, intoleransi, terorisme, 

dan hal-hal yang menyalahi sunnatullah bukanlah ajaran Islam. Sekalipun hal ini 

dilakukan oleh oknum umat Islam, namun ia tetap sebagai bukan ajaran Islam.  

8. Ada banyak paralelisme, persamaan dan titik temu antara HAM dalam 

perspektif Islam dengan DUHAM PBB. Hal ini membuktikan kenyataan bahwa nilai-

nilai universal tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai universal lainnya.  

9. Di antara perbedaan cara pandang Islam dan Barat dalam masalah kehormatan 

manusia ialah sebagai berikut: Islam beranggapan manusia mendapat penghormatan 

Allah karena tugasnya sebagai KhalifahNya di atas muka bumi, dan tugas kekhalifahan 

ini berhubungan erat dengan ketaatan atau „ubudiah (perhambaan)nya kepada Allah. 

Dengan demikian, jika tidak taat dan tidak menyembah Allah maka ia tidak akan 

mendapatkan penghormatan. Apabila ia kufur, bertindak bodoh, durhaka, dan menjauhi 

kebenaran maka kehormatannya sebagai manusia akan berkurang atau bahkan bisa habis. 

Sementara dalam perspektif Barat, hak dan kehormatan manusia adalah hak tabii, muncul 
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dari konsep kedaulatan mutlak manusia yang superior dan tidak ada kedaulatan lain yang 

mengatasinya. Konskwensinya, manusia tetap memiliki hak dan kehormatan kodrati 

tersebut walaupun ia menyimpang jauh dan melakukan kejahatan. 

10. Hak-hak asasi manusia dalam Islam dinyatakan dengan jelas dan tidak 

dibiarkan kabur dalam peristilahan yang longgar. Jika ada perbedaan pentafsiran akan 

dikembalikan kepada syariat Islam. Ini berbeda dengan hak-hak dalam pemikiran Barat 

yang rata rata masih dituangkan dalam bentuk ungkapan yang longgar dan umum 

berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan yang samar seperti; keadilan, kesamarataan, 

persaudaraan, kehormatan dan martabat. Istilah-istilah ini mempunyai banyak pentafsiran 

sehingga memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mentafsirkannya sesuai 

dengan kehendak masing-masing. Akibatnya, pentafsiran tersebut seringkali bertentangan 

satu sama lain. 

11. Di antara hal yang membedakan antara HAM perspektif Islam dan HAM 

Barat ialah di dalam Islam ada dua konsep tentang hak. Pertama, Hak manusia (huquq al-

insan al-dharuriyyah). Kedua, Hak Allah (huquq Allah). Kedua jenis hak tersebut bisa 

dibedakan namun tidak bisa dipisahkan karena saling terakit. Sementara Barat hanya 

mengenal hak manusia saja. 

12. Hak Asasi Manusia dalam Islam merupakan suatu alternatif dari Hak Asasi 

Manusia yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan jauh lebih praktis dan 

aplikatif. Hal ini karena sumbernya adalah syariat Islam yang sesuai diimplementasikan 

oleh manusia kapan dan di mana pun berada di belahan bumi ini. 

13. Penggalian prinsip-prinsip HAM dari syariat Islam sudah dilakukan oleh 

sejumlah ulama dan cendikiawan Muslim dengan hasil dokumen-dokumen tentang HAM. 

Konsep syariat Islam mengenai HAM masih terus bisa digali untuk ditambahkan ke 

dalam muatan HAM yang sudah diperolehi terlebih dahulu. Pengembangan nilai-nilai 

HAM dengan pengayaan prinsip-prinsip syariat Islam dapat menjadi pilihan masa depan. 
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B. INSTRUMEN NASIONAL POKOK HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA 

 

1. Perdebatan Awal tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia. 

 

Perjalanan sebuah bangsa sangat dipengaruhi oleh cara berpikir para 

pemimpinnya, terutama para pemimpin awal (The Founding Fathers) dari bangsa 

tersebut. Hal seperti itu bukanlah hal yang asing bagi setiap bangsa yang merdeka dan 

sedang mencari jati dirinya. Cara berpikir akan sangat menentukan tindakan yang diambil 

dengan segala kelebihan dan kekurangannya. 

Tidak semua bangsa dan masyarakat di dunia memiliki kosmologi serta 

pandangan (outlook) dunia dan kemasyarakatan seperti dimiliki dunia Barat. Barat 

dengan pandangan individualnya tidak dapat disamakan dengan masyarakat timur 

(termasuk Indonesia) yang memiliki pandangan kolektif. Interaksi dan saling memasuki 

satu sama lain bisa terjadi, tetapi yang satu tidak menggusur yang lain. Maka, dalam 

kaitan dengan pembicaraan Hak Asasi Manusia akan mengandung arti bahwa Hak Asasi 

Manusia memiliki struktur sosial. Struktur sosial tersebut menjadi modal sosial masing-

masing bangsa untuk memasuki dunia Hak Asasi Manusia, menangkapnya dan 

menjalankannya. Kalau ingin tetap dikatakan bahwa Hak Asasi Manusia itu universal 

maka ia perlu mengalami verifikasi sehingga menjadi “Hak Asasi Manusia adalah 

Universal dan Memiliki Struktur Sosial”. Suatu bangsa atau masyarakat akan 

menjalankan nilai Hak Asasi Manusia yang universal itu dengan modal sosial yang 

dimilikinya. Ia tidak dapat menjamin modal sosial bangsa lain. (Muladi (Ed.), 2007). 
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Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam perundang-undangan
1
 di Indonesia dalam 

realisasinya memerlukan waktu yang panjang dan perjuangan yang cukup besar. 

Perjuangan perlu tidaknya pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia diwarnai dengan 

perdebatan sengit dari tokoh-tokoh nasional. Orang pertama yang terang-terangan 

menentang Hak Asasi Manusia adalah Supomo, arsitek UUD 1945. Di depan Badan 

Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dalam pidatonya 

tanggal 29 Mei 1945 Supomo mengatakan :  

“..Bahwa Hak Asasi Manusia berasal dari cara berpikir yang liberal dan individualistik, 

yang menempatkan warga negara berhadapan dengan negara, dan karena itu paham Hak 

Asasi Manusia tidak sesuai dengan „ide integralistik dari bangsa Indonesia”.  

 

Menurut Supomo, manusia Indonesia menyatu dengan negaranya, dan karena itu 

tidak masuk akal jika ada ide atau pemikiran yang bermaksud untuk melindungi individu 

dari negara. Pandangan yang demikian kemudian diperkuat dengan pandangan Soekarno 

yang dengan tajam mengemukakan bahwa keadilan yang diperjuangkan bagi Indonesia 

bukan keadilan individual melainkan keadilan sosial, dan karena itu Hak Asasi Manusia 

dan hak-hak dasar warga negara tidak ada tempatnya dalam Undang Undang Dasar 

Republik Indonesia.  

Dengan cara berpikir yang lain Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin 

memperingatkan bahwa bisa saja negara menjadi negara kekuasaan dan karena itu hak-

hak dasar warga negara perlu dijamin. Hatta melihat bahwa konsep negara integralistik 

yang digagas oleh Supomo mengandung bahaya. Dalam prakteknya negara itu akan 

menjadi negara kekuasaan (Machstaat), dan kekuasaan sebagai sumber masalah ( power 

must be tamed ). Kekuasaan perlu dikontrol melalui aturan main, diatur supaya tidak 

bersifat “tidak terbatas” Hatta menentang keras setiap konsepsi yang bertendensi 

munculnya negara kekuasaan. Usul Hatta yang didukung Yamin adalah agar negara 

Indonesia yang akan dibangun itu haruslah berdasarkan asas kedaulatan rakyat. HAM 

yang menjamin kedaulatan rakyat harus masuk di dalam UUD 1945 sebagai 

implementasi dari sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Supomo menentang Hatta 

dengan mengatakan pemikiran Hatta itu liberal bersumber dari pemikiran barat dan 

individual-liberalistis. Hatta menolak tuduhan itu dengan mengatakan bahwa ini bukan 

soal timur atau barat, tetapi suatu negara harus menjamin HAM dalam UUD-nya, sebab 

                                                 
1
 Tentang pengaturan Hak Asasi Manusia dalam undang-undang ini ditegaskan oleh AV Dicey yang 

mengatakan  : “the elements of the Rule of Law are : 1.the absolut predominance of the law, 2. Equality 

Before the law, 3. The concept according to which the constitution of individual rights by judges. See, AV 

Dicey, An Introduction to the Study of Law of the Constitution, (London: ECS Wade, 1971) hlm.202-203. 
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kalau tidak, maka negara itu akan berkembang menjadi negara kekuasaan yang hanya 

akan memunculkan pemimpin-pemimpin tiran yang menindas rakyatnya sendiri. (Hafid 

Abbas (Ed.), 2010). 

Kompromi yang dihasilkan dari pandangan para pendiri negara Indonesia itu pada 

akhirnya dapat kita lihat hasilnya  dalam konstitusi kita yaitu rumusan yang terdapat 

dalam ketentuan Pasal 28 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(UUD 1945) di mana hak-hak dasar demokratis seperti hak untuk berserikat dan 

berkumpul dan untuk menyampaikan pendapat diakui, tetapi tidak dinyatakan dengan 

tegas. (Knut D. Asplund, Eko Riyadi (Ed.), 2008).  

Dalam Konstitusi RIS 1949 diatur tentang Hak Asasi Manusia, yakni dalam 

Bagian V yang berjudul “Hak-Hak dan Kebebasan-Kebebasan Dasar Manusia”, pada 

bagian tersebut terdapat 27 Pasal (dari pasal 7 sampai dengan Pasal 33). Pasal-pasal 

tentang Hak Asasi manusia yang isinya hampir seluruhnya serupa dengan dengan 

Konstitusi RIS 1949 juga terdapat dalam UUDS 1950. Dalam UUDS 1950, pasal-pasal 

tersebut juga terdapat dalam bagian V, yang berjudul “Hak-Hak dan Kebebasan-

Kebebasan dasar Manusia”, yang terdiri dari 28 pasal (Pasal 7 sampai dengan Pasal 34). 

Selanjutnya, pada tahun 1950-an, Undang Undang Dasar Sementara Tahun 1950 

(UUDS 1950) yang pernah berlaku dari tahun 1949-1959, telah memuat pasal-pasal 

tentang Hak Asasi Manusia yang lebih banyak dan lengkap dibandingkan dengan UUD 

1945. Begitu pula konstituante hasil Pemilu 1955 tanpa ragu-ragu memasukkan daftar 

luas Hak Asasi Manusia bagi Undang Undang Dasar negara yang definitif yang mereka 

persiapkan. Pada tanggal 5 juli 1959 Presiden Soekarno membubarkan konstituante 

berdasarkan Keppres Nomor 150 Tahun 1959. Secara otomatis hal ini mengakibatkan 

Indonesia kembali kepada UUD 1945. Wacana Hak Asasi manusia untuk sementara 

terlupakan. Hak Asasi Manusia dibicarakan kembali oleh MPRS pada Tahun 1968, tetapi 

gagal disahkan, karena tidak dicapai kesepakatan tentang Hak Asasi Manusia yang sudah 

mengganjal di Konstituante, yaitu Hak kebebasan beragama. Selama Orde Baru, ide Hak 

Asasi Manusia distigmatisasi sebagai “individualisme” dan “Liberalisme” barat (yang 

bertentangan dengan etika ketimuran yang berdasarkan prinsip “kekeluargaan”) yang 

tidak perlu karena kita sudah memiliki Pancasila. Maka pada Tahun 1980-an Orde Baru 

menggali kembali pidato Soepomo untuk mengkonstruksikan semacam ideologi politik 

bagi sistem pemerintahan otoriter Orde Baru. (Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko 

Riyadi (Ed.), 2008).  
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  Kemudian oleh berbagai pihak, untuk melengkapi UUD 1945 yang berkaitan 

dengan Hak Asasi Manusia, melalui MPRS dalam sidang-sidangnya awal, orde baru telah 

menyusun Piagam Hak-Hak Asasi manusia dan Hak-hak serta kewajiban warga negara. 

MPRS telah menyampaikan nota MPRS kepada presiden dan DPR tentang pelaksanaan 

hak-hak asasi. Dikarenakan berbagai kepentingan politik pada saat itu, maka piagam 

tersebut tidak jadi diberlakukan. Pemerintahan orde baru pada saat itu bersikap anti 

terhadap Piagam HAM dan beranggapan bahwa masalah hak asasi manusia sudah diatur 

dalam berbagai peraturan perundang-undangan.  

  Pada Tahun 1998 dengan terjadinya pengunduran diri Soeharto sebagai presiden 

RI, maka arus reformasilah yang kemudian membuka koridor bagi penegakan hukum dan 

Hak Asasi Manusia di Indonesia. Upaya memperjuangkan Hak Asasi Manusia ke dalam 

konstitusi ialah dengan dilakukannya amandemen I sampai dengan IV UUD 1945, 

ketentuan Hak Asasi Manusia tercantum dalam Pasal  28 a sampai dengan Pasal 28 j. 

 Untuk menghapus kekecewaan bangsa Indonesia terhadap Piagam Hak Asasi 

Manusia, maka MPR pada sidang istimewanya pada tanggal 11 Nopember 1998 

mensahkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 yang menugaskan kepada lembaga-

lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan 

dan menyebarluaskan pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia kepada seluruh 

masyarakat. (Eko Riyadi (Ed.), 2012). 

 Pasang surut pemikiran, wacana dan pengaturan tentang Hak Asasi Manusia 

dalam perundang-undangan di Indonesia tersebut sejalan dengan sifat dari hukum itu 

sendiri yang selalu berproses dalam masyarakat. Hukum itu bersifat dinamis, hukum yang 

selalu berproses inilah yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa “law is always in 

the process of making”, hukum itu tidak pernah final. Hukum senantiasa mengikuti 

perkembangan masyarakatnya. Itulah Hukum yang Progresif, yang selalu merespon 

perkembangan zaman. Hukum progresif ini adalah hukum yang membebaskan, meliputi 

dimensi  yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik, melainkan juga 

teori, bersifat kritis dan fungsional, oleh karena  hukum progresif tidak henti-hentinya 

melihat kekurangan yang ada dan menemukan jalan untuk memperbaikinya. (Rahardjo, 

2009: vii-viii). 

 Pelaksanaan pembangunan Hukum Hak Asasi Manusia akan dapat berjalan 

dengan baik apabila ditunjang hukum dan aparat penegak hukum yang memiliki landasan 

nilai-nilai serta norma yang bersumber dari nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa 

Indonesia yaitu Pancasila. (Kaelan, 2001: 252).  
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 Pancasila sebagai base-values masih belum sepenuhnya menjadi kenyataan. 

Sebagai goal values baru sila Ke-Tuhanan dan Persatuan yang sudah menjadi kenyataan, 

namun sila-sila kemanusiaan, kerakyatan dan keadilan masih jauh dari kenyataan. 

(Sidharta, 2000: 184). 

Pembahasan tentang Instrumen Nasional Pokok Hak Asasi Manusia di Indonesia 

dan perkembangan pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia disusun seperti berikut:  

Pertama, Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (pasca amandemen),  

Kedua, Perundang-Undangan Nasional Hak Asasi Manusia dan hubungannya 

dengan ratifikasi Perjanjian Internasional,  

Ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 

Keempat, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi 

Manusia, dan 

Kelima, beberapa pengaturan “sektoral” di bidang Hak Asasi Manusia seperti 

Keppres No.50 Tahun 1993 (KOMNAS HAM), UU No.3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak, dan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. 

 

PERTAMA: HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG 

DASAR 1945 

Konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah UUD 1945, disahkan satu hari setelah 

Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agdan Agustus 1945. Oleh karena diplomasi pasca 

kemerdekaan dengan Pemerintah Kolonial, juga terdapat UUD 1949 dan UUDS 1950. 

Namun UUD 1945 kembali disahkan pada tahun 1959 dan kembali berlaku sejak saat itu. 

UUD 1945 diamandemen setelah jatuhnya rezim otoritarianisme Suharto (1966-1998) 

pada Oktober 1999, Agustus 2000, Nopember 2001 dan Agustus 2002. UUD 1945 

tersebut diamandemen berdasarkan keputusan politik yang dikeluarkan oleh Majleis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang memiliki kewenangan untuk mengamandemen 

konstitusi, untuk menyebut perubahan-perubahan tersebut „amandemen‟ kendati dalam 

kenyataannya konstitusi tersebut dapat dikatakan baru. Perubahan-perubahan besar dalam 

sistem politik dan hukum ditetapkan. Beberapa contoh: pemilihan Presiden secara 

langsung menggantikan pemilihan Presiden oleh MPR, mekanisme peradilan konstitusi 

diperkenankan, alokasi kursi untuk militer di parlemen dihapuskan, dan seperangkat 

ketentuan hak asasi manusia dimasukkan. 
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Amandemen ke dua konstitusi pada tahun 2000 memperkenalkan Bab XA tentang 

Hak Asasi Manusia. Sebagian besar dari ketentuan yang baru tersebut berkaca pada hak-

hak yang terkandung dalam perjanjian-perjanjian hak asasi manusia. 

Ketentuan tentang Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 yang telah diamandemen 

diatur dalam ketentuan Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J. Hak-hak sipil dan politik 

diatur dalam Pasal 28 A antara lain hak hidup dan mempertahankan hidup . Sedangkan 

hak untuk melangsungkan perkawinan dan melanjutkan keturunan dan hak anak-anak 

untuk  tumbuh dan berkembang dan perlindungannya diatur dalam Pasal 28 B.  

Kemudian dalam Pasal 28 C, tentang hak-hak sosial dan budaya ditegaskan 

bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, 

berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Disamping itu setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam 

memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan 

negaranya. 

Berkaitan dengan jaminan atas perlakuan yang sama di hadapan hukum (Equality 

Before the Law) , hak mendapatkan keadilan, hak atas kesempatan yang sama dalam 

pemerintahan dan hak atas status kewarganegaraan juga dijamin dalam UUD 1945 

tercantum dalam Pasal 28 D. 

Pada Pasal 28 E hak-hak setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat sesuai 

dengan ketentuan agamanya, meyakini suatu kepercayaan (bandingkan dengan ketentuan 

Pasal 29 No 2) yang mengatur hal yang sama), menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati 

nuraninya juga dijamin oleh UUD 1945. Juga dalam kebebasan untuk berserikat, 

berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dalam masalah meyakini agama, kepercayaan 

dan menyatakan pendapat ini sudah semestinya dilakukan dengan tidak merendahkan dan 

melukai perasaan penganut agama/kepercayaan lainnya. Hal ini yang masih sulit 

diterapkan dalam praktek di Indonesia. 

Hak atas lingkungan yang sehat dan memperoleh pelayanan kesehatan diatur 

dalam Pasal 28 H ayat (1) dan hak atas jaminan sosial (Pasal 28 H ayat (3). Negara 

berkewajiban untuk melindungi, memajukan dan memenuhi hak-hak tersebut (Pasal 28 I 

ayat (4) ). 

Kebebasan lain yang dijamin dalam UUD 1945 adalah kebebasan menyampaikan 

informasi, dan berkomunikasi. Juga hak untuk memperoleh, mencari, menyimpan, 

mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang 

ada dijamin oleh Pasal 28 F. 
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Adapun perlindungan atas diri, keluarga, kehormatan, martabat dan lainnya, 

termasuk hak untuk bebas dari penyiksaan, bebas dari perlakuan yang merendahkan 

derajat martabat manusia dan memperoleh suaka dari negara lain telah diatur dalam 

ketentuan Pasal 28 G. 

Berkaitan dengan kesejahteraan lahir batin, bertempat tinggal, jaminan sosial, hak 

milik pribadi yang tidak boleh diambil secara sewenang-wenang bagi setiap orang telah 

dijamin dalam ketentuan Pasal 28 H. 

Pada UUD 1945 juga diatur hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, 

hak untuk tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut, identitas budaya dan hak 

masyarakat tradisional , semuanya itu diatur dalam ketentuan Pasal 28 I. 

Adapun dalam Pasal 28 J ditegaskan bahwa setiap orang harus menghormati hak 

asasi orang lain, dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh 

karenanya dalam kebebasan menjalankan hak-haknya itu setiap orang tetap harus 

memperhatikan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud 

semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan 

orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, 

nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. 

Pemasukan hal-hal yang menyangkut hak-hak asasi manusia ke dalam konstitusi 

berlanjut melalui amandemen ke empat (dan terakhir) Konstitusi pada tahun 2002. 

Amandemen ke empat mendatangkan kewajiban-kewajiban negara yang bahkan lebih 

berat terkait dengan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Mengikuti 

amandemen-amandemen Konstitusi,  dua undang-undang baru tentang Hak Asasi 

Manusia disahkan, yakni Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak Asasi 

Manusia dan Undang-Undang nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi 

Manusia. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 mengatur lebih lanjut ketentuan-

ketentuan Konstitusi. Undang-Undang tersebut juga membentuk Komnas HAM dan 

Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan Hak Asasi Manusia di bawah yurisdiksi 

pengadilan untuk kasus-kasus pidana, menyidangkan kasus-kasus yang berkenaan dengan 

pelanggaran berat hak asasi manusia. 

 

KEDUA: PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL HAK ASASI 

MANUSIA DAN HUBUNGANNYA DENGAN RATIFIKASI PERJANJIAN 

INTERNASIONAL 
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Pembahasan peraturan Hak Asasi Manusia di tingkat nasional (dalam hal ini 

Indonesia) tidak dapat dilepaskan dari peraturan Hak asasi Manusia di tingkat 

internasional. Sebagai konsekuensi bahwa Indonesia adalah anggota masyarakat 

internasional, maka instrumen Hak Asasi Manusia internasional sedapat mungkin  juga 

diimplementasikan ke dalam hukum nasional. Perbincangan mengenai isu ini biasanya 

diletakkan dalam konteks dua ajaran dalam hubungan antara Hukum Internasional dan 

Hukum Nasional. Ke dua ajaran itu adalah ajaran “Dualisme” (Dualistic School) dan 

“Monisme” ( Monistic School). Ajaran yang pertama melihat Hukum Internasional dan 

Hukum Nasional sebagai dua sistem hukum yang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri, 

sedangkan ajaran yang ke dua melihat Hukum Internasional dan Hukum Nasional sebagai 

bagian integral dari sistem yang sama. Meskipun ke dua ajaran tersebut dalam prakteknya 

tumpang tindih, biasanya negara yang dirujuk menganut ajaran monisme adalah Inggris 

dan Amerika Serikat (AS). Tapi hanya AS yang menyatakan dengan gamblang dalam 

konstitusinya bahwa :  

“ all treaties made or which shall be made, under the authority of the United 

States, shall be the supreme law of the land, and the judge in every state shall be 

bound thereby”.  

 

Inilah bedanya dengan Indonesia yang lebih condong kepada ajaran yang pertama 

(Dualisme). Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945.
2
 

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia juga tidak bisa 

menafikan Hukum Internasional, tetapi penerapannya harus sesuai dengan ketentuan 

Hukum Indonesia. Seperti dikatakan di atas, Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 mensyaratkan 

dalam proses pemberlakuan Hukum Internasional ke dalam Hukum Nasional, maka 

terlebih dahulu mengambil langkah transformasi melalui proses perundang-undangan 

domestik. Proses ini dikenal dengan ratifikasi atau aksesi. Jadi, meskipun Indonesia telah 

memiliki basis hukum perlindungan Hak Asasi Manusia yang kuat di dalam negeri, 

namun tetap dipandang perlu untuk mengikatkan diri dengan sistem perlindungan 

internasional Hak Asasi Manusia. Sebab dengan pengikutan itu, selain menjadikan 

Hukum Internasional sebagai bagian dari Hukum Nasional (Supreme Law of the Land), 

juga memberikan landasan legal kepada warga negaranya untuk menggunakan 

                                                 
2
 Ketentuan itu berbunyi, “Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan 

akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat, yang terkait dengan beban keuangan negara, 

dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat. 
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mekanisme perlindungan Hak Asasi Manusia internasional, apabila ia (warga negara) 

merasa mekanisme domestik telah mengalami “exhausted” alias buntu. 

Konsep kemerdekaan yang dipakai oleh UUD 1945 adalah berkonotasi universal 

sifatnya, karena dengan sifatnya dan komitmen moral yang tinggi dinyatakan secara tegas 

sebagai “Hak Segala Bangsa”, Jadi pendirian negara RI tidak hanya menyatakan bahwa 

kemerdekaan itu hak bangsa Indonesia, tapi sekali lagi “hak segala bangsa”. Kewajiban 

asasi negara RI dalam menegakkan perikemanusiaan dan peri keadilan secara etis 

berkorelasi dengan faktor bantuan, “goodwill” dan kerja sama dari negara-negara lain. 

Banyaknya negara luar yang mengakui status negara RI pada masa perjuangan (1947) 

seperti pengakuan negara Mesir, Libanon, Suriah, Irak, Afghanistan, Saudi Arabia dan 

lain sebagainya merupakan faktor determinan bagi tegaknya kemerdekaan RI yang pada 

saat yang bersamaan lepasnya bangsa Indonesia dari perkosaan hak asasi (penjajahan) 

oleh bangsa lain. Konsekuensi etis bagi negara RI adalah perlunya sikap “ to take and to 

give” dan “peacefull existence” dalam tata krama pergaulan antar negara dituntut adanya 

sikap menghargai “jasa baik” negara yang pernah memberi dukungan politik dalam masa 

dan proses perjuangan penegakan hak kedaulatan sebagai bangsa merdeka dan hak asasi 

bangsa untuk lepas dari cengkeraman penjajahan. 

Dalam proses mengimplementasikan kewajiban asasi yaitu membantu 

menegakkan hak-hak asasi bangsa lain, negara RI dengan spirit perjuangannya 

menghormati hak-hak kemanusiaan dan prinsip-prinsip keadilan, secara historis telah 

ditunjukkan dalam moment mempelopori dan mengadakan “Konferensi Asia Afrika 

(KAA) di Bandung pada Tahun 1955. Pada konferensi tersebut muncul apa yang lazim 

dinamakan kesepakatan “Bandung Declaration” yang isinya adalah : 

1) Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas yang 

termuat dalam Piagam PBB; 

2) Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa; 

3) Mengakui persamaan ras dan persamaan semua bangsa baik besar maupun 

kecil; 

4) Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal-soal dalam negara 

lain; 

5) Menghormati hak tiap-tiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara 

sendiri atau kolektif, sesuai dengan Piagam PBB; 
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6) Tidak menggunakan peraturan-peraturan pertahanan kolektif untuk bertindak 

bagi kepentingan khusus salah satu negara besar dan tidak melakukan tekanan 

terhadap negara lain; 

7) Tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi atau penggunaan 

kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara : 

8) Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti 

perundingan, persetujuan, arbitrase atau penyelesaian hukum atau cara damai 

lain-lainnya menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan, sesuai dengan 

Piagam PBB; 

9) Memajukan kepentingan bersama dan kerja sama; 

10) Menghormati hukum dan kewajiban internasional. (Alkostar, 2008: 62). 

Sampai saat ini Indonesia telah meratifikasi 8 instrumen internasional mengenai 

HAM dari 25 instrumen internasional pokok Hak Asasi Manusia”. Delapan instrumen 

Internasional HAM yang telah diratifikasi itu meliputi: 

1) Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Politik Perempuan; 

2) Konvensi Internasional tentang hak Anak; 

3) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 

Terhadap perempuan; 

4) Konvensi Internasional tentang Anti Apartheid di bidang olah raga; 

5) Konvensi internasional menentang Penyiksaan; 

6) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 

Rasial; 

7) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik; 

8) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Budaya. 

Dibanding dengan jumlah instrumen internasional pokok Hak asasi Manusia, 

maka tingkat ratifikasi Indonesia masih rendah. Sebagai perbandingan, Filipina misalnya 

telah meratifikasi 18 Konvensi Internasional Hak asasi manusia. 

Berikut ini adalah Perjanjian-Perjanjian Hak Asasi Manusia Internasional baik 

yang sudah diratifikasi atau belum: 

 

Sejak Tahun 1998, Indonesia telah memiliki Rencana Aksi Nasional Hak Asasi 

Manusia (RANHAM) untuk mengejar ketertinggalan di bidang ratifikasi tersebut. 

Dengan adanya RANHAM diharapkan proses ratifikasi dapat berjalan dengan terencana, 
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yang periode lima tahun pertamanya dimulai pada 1998 – 2003, telah disusun skala 

prioritas untuk melakukan ratifikasi terhadap instrumen-instrumen HAM internasional. 

Berikut ini adalah beberapa perjanjian pokok hak asasi manusia internasional dan 

kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam meratifikasinya. 

 

Perjanjian-perjanjian pokok 

Hak Asasi Manusia 

Universal 

Tanggal Ratifikasi, aksesi 

atau suksesi 

Deklarasi/Reservasi Pengakuan atas kompetensi-

kompetensi khusus badan-

badan perjanjian 

Konvensi 

Internasionaltentang 

Pengahapusan segala 

bentuk Diskriminasi Rasial 

(ICERD) 

25 Juni 1999 Pasal 22 Pangaduan Individu (Pasal 

14): Tidak 

Kovenan Internasional 

tentang Hak-hak ekonomi, 

sosial dan budaya 

(ICESCR) 

23 Februari 2006 Pasal 1  

Kovenan Internasional 

tentang Hak-hak sipil dan 

politik (ICCPR) 

23 Februari 2006 Pasal 1 Pengaduan antar Negara 

(Pasal 41): Tidak 

Konvensi tentang 

Penghapusan segala bentuk 

diskriminasi terhadap 

Perempuan (CEDAW) 

29 Juli 1980 Pasal 29 (1)  

Konvensi menentang 

penyiksaan dan perlakuan 

atau penghukuman lain 

yang kejam, tidak 

manusiawi atau 

merendahkan martabat 

Manusia (CAT) 

23 Oktober 1985 Pasal 30 (1) dan 20 (1), (2) 

dan (3) 

Pengaduan antar negara 

(Pasal 21): Tidak 

Pengaduan individu (Pasal 

22): Tidak. 

Prosedur penyelidikan 

(pasal 20) : Ya. 

Konvensi tentang Hak-hak 

anak (CRC) 

26 Januari 1990 Pasal 1, 14, 16, 17, 21, 22 

dan 29 

 

 

Perjanjian-perjanjian pokok Hak Asasi Manusia di mana Indonesia bukan merupakan Negara Pihak: Protokol Opsional 1 

dan 2 ICCPR (ICCPR OP1 dan OP2), Protokol Opsional CEDAW (OP CEDAW(tanda tangan, 2000) Protokol Opsional CAT (OP-

CAT) Protokol Opsional CRC (OP-CRC AC, (tanda tangan 2001), OP-CRC SC (tanda tangan 2001), ICRMVV (tanda tangan 2004), 

CPD (tanda tangan 2007), Protokol Opsional CPD (OP-CPD) (tanda tangan 2007), CED (tanda tangan 2010). 

 

Sumber : Tinjauan Periodik Universal PBB tahun 2008. 

 

Instrumen-Instrumen internasional lainnya yang relevan Ratifikasi, aksesi atau suksesi 

Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman terhadap 

Kejahatan Genosida 

ya 

Statuta Roma pada mahkamah Pidana Internasional Tidak 

Protokol Palermo Tidak 

Pengungsi dan orang-orang tanpa Kewarganegaraan Tidak 

Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya Konvensi-konvensi saja 

Konvensi-Konvensi Pokok ILO Ya 

Konvensi Unesco menentang diskriminasi dalam 

Pendidikan 

Ya 

 

Sumber: Tinjauan Periodik Universal PBB Tahun 2008 

 

 

 

KETIGA: UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK 

ASASI MANUSIA 

Fungsi dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini adalah memberi 

pengaturan yang lebih rinci tentang pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. 
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Dengan dilandasi asas Hak Asasi Manusia yang universal seperti tertuang dalam 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), undang-undang ini memberikan 

jaminan perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Asas-

asas tersebut di antaranya, pertama undang-undang ini menegaskan komitmen tinggi 

bangsa Indonesia untuk menjunjung Hak Asasi manusia dan kebebasan manusia (Pasal 

2). Kedua, menegaskan prinsip “Non Diskriminasi”, bahwa setiap orang dilahirkan 

dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat sehingga berhak atas pengakuan, 

jaminan, perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 3 dan 5). 

Ketiga, Jaminan perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi 

apapun (Pasal 4) seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan 

pribadi, pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak 

untuk diakui sebagai pribadi, persamaan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar 

hukum yang berlaku surut (retroactive)
3
 

Adapun asas-asas yang diatur dalam UU Nomor 39 tahun 1999 antara lain sebagai 

berikut : 

1) Persamaan di hadapan Hukum dan Imparsialitas (Pasal 5); 

Setiap orang berhak menuntut dan diadili dengan memperoleh perlakuan dan 

perlindungan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak mendapat 

bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak 

memihak. 

2) Perlindungan masyarakat Adat (Pasal 6); 

Keberagaman masyarakat adat di Indonesia yang telah memiliki Hukum Adat 

yang juga merupakan bagian dari hukum Indonesia ikut melatar-belakangi 

jaminan perlindungan Hak Asasi manusia bagi hak-hak masyarakat adat. 

Jaminan terhadap hak-hak masyarakat adat ini juga diakui secara internasional 

di antaranya dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan 

                                                 
3
 Dalam kaitan dengan asas hukum yang tidak berlaku surut ini terdapat beberapa pengecualian, seperti 

pada kasus terorisme, di mana peristiwa pengadilan terhadap Abu Bakar Baasyir, Imam Samudera dkk, 

dalam kasus Bom Bali terbukti bahwa ketika bom Bali terjadi di Tahun 2002, namun Undang-Undang 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme baru disahkan pada Tahun 2003 yaitu Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2003, ketika dimintakan penjelasan tentang hal ini dijawab oleh Pemerintah bahwa 

undang-undang itu telah dipersiapkan sejak lama, namun baru disahkan pada Tahun 2003. Di sisi lain 

Prof.Dr.Muladi menyatakan bahwa Terorisme adalah suatu “Extra Ordinary Crime”, maka hukum 

acaranyapun juga harus hukum yang “extra Ordinary”. Penerapan asas retroactive dalam Pasal  46 UU 

Nomor 15 tahun 2003 apabila dikaji berdasar pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 merupakan pelanggaran kaidah 

dasar negara. Baca pada - M. Nur Islami, Rekonstruksi Hukum Dalam Penyelesaian Terorisme di 

Indonesia (Studi Eklektisisme), (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012) hlm.402. 
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Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights/ICESCR). 

3) Upaya Hukum Nasional dan Internasional; 

Berkaitan dengan forum internasional ini undang-undang tidak menentang 

adanya upaya yang dilakukan ke forum internasional dalam rangka 

perlindungan Hak Asasi Manusia bilamana upaya yang dilakukan di forum 

nasional tidak mendapat tanggapan. Mereka yang ingin menegakkan Hak 

Asasi Manusia dan kewajiban dasarnya diwajibkan untuk menempuh semua 

upaya hukum Indonesia terlebih dahulu (Exhaustion of Local Remedies) 

sebelum menggunakan forum di tingkat regional atau internasional. (Lihat 

Penjelasan Pasal 7 UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).  

4) Tanggung Jawab Pemerintah (Pasal 8); 

Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia 

menjadi tanggung jawab pemerintah. RANHAM (Rencana Aksi Nasioanl Hak 

Asasi Manusia) merupakan bukti bahwa pemerintah telah melaksanakan 

komitmennya. Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 amandemen 2 juga menyatakan 

bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi 

Manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. 

 Adapun hak-hak yang diatur dan dijamin dalam UU No.39 Tahun 1999 antara lain 

adalah : 

1) Hak untuk Hidup. 

Hak untuk hidup merupakan hak yang mutlak bagi setiap orang. Dalam Pasal 

6 International Covenant on Civil and Political Rights    (ICCPR )  dinyatakan 

bahwa hak untuk hidup harus dilindungi oleh hukum dan untuk hak ini tidak 

boleh diperlakukan dengan sewenang-wenang. Hak ini sebenarnya juga telah 

tertuang dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 A, Pasal 28 D ayat (2) dan Pasal 28 

H UUD 1945.  

2) Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan. 

Pasal yang mengatur adalah pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 1999 yang 

menyatakan: Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan 

keturunan melalui perkawinan yang sah yang hanya dapat berlangsung atas 

kehendak kedua calon suami dan istri yang bersangkutan sesuai dengan 

peraturan perundangan, dalam hal ini adalah Undang Undang Nomor 1 Tahun 

1974. 
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Kehendak bebas dalam perkawinan adalah bahwa perkawinan tersebut 

dilakukan dengan niat suci tanpa paksaan, penipuan atau tekanan apapun dari 

siapapun terhadap calon isteri atau calon suami. Misal anak gadis yang 

dipaksa menikah oleh orang tuanya untuk membayar hutang orang tuanya, 

sehingga dengan pernkahan itu hutang orang tua dianggap lunas. 

Masalah lain yang muncul misalnya masih adanya beberapa 

instansi/institusi/perusahaan yang membuat aturan larangan menikah selama 

dalam ikatan dinas. Secara umum hal ini tentu melanggar Hak Asasi Manusia 

seseorang, namun mereka mempunyai alasan tertentu dalam melaksanakan hal 

tersebut. Sayangnya alasan-alasan tersebut lebih pada kepentingan 

perusahaan, dan kurang mempertimbangkan hak-hak pegawainya. (Knut D. 

Asplund, Eko Riyadi (Ed.), 2008: 258). 

3).   Hak untuk Mengembangkan Diri; 

 Dalam UU No.39 Tahun 1999 hak ini diatur dalam ketentuan Pasal 11-16, 

sedang dalam UUD 1945 terdapat dalam ketentuan Pasal 28 B ayat (2) dan 

Pasal 28 F.
4
 

Jaminan perlindungan atas hak atas pengembangan diri ini terlihat dari 

semakin banyaknya organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang 

sosial, pengembangan masyarakat, institusi pendidikan formal maupun 

informal, pengembangan dunia informasi dan teknologi. Seiring dengan 

perkembangan zaman, kesempatan yang diberikan kepada berbagai lapisan 

masyarakat untuk mengembangkan diri semakin terbuka. Namun tidak dapat 

dipungkiri bahwa kesempatan ini belum merata bagi seluruh rakyat Indonesia 

dikarenakan berbagai faktor seperti luasnya wilayah Indonesia, kemiskinan, 

kualitas sumber daya manusia dan ketersediaan sarana dan prasarana; 

4). Hak untuk memperoleh Keadilan. 

Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum (Equality 

Before the Law). Hal ini antara lain terdapat dalam Pasal 7 UDHR, Pasal 26 

ICCPR, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D UUD 1945. 

                                                 
4
 Pasal 28 B ayat (2): “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak 

atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 28 F: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi 

dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk 

mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah dan menyampaikan informasi dengan 

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 
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Hak-hak yang diatur dalam hak untuk memperoleh keadilan pada dasarnya 

adalah asas-asas dalam Hukum Pidana dan Hukum Acara tetapi tidak terbatas 

pada Hukum Pidana dan Hukum Acara. Di antaranya bahwa  seseorang 

berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, 

pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata maupun 

administrasi. (Pasal 17 UU No. 39 tahun 1999).  

 Prinsip-prinsip yang tercakup dalam Bagian empat UU NO.39 Tahun 1999 di 

antaranya adalah; Peradilan yang bebas serta tidak memihak (Pasal 17), 

Praduga Tak Bersalah (Praesumption of Innossence) (Pasal 18), Nullum 

Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenale (Pasal 18 ayat-2), Ketentuan 

yang lebih menguntungkan (Pasal  18 ayat-3), Hak untuk mendapatkan 

Bantuan hukum (Pasal 18 ayat-4), Ne bis in Idem (Pasal 18 ayat-5) dan 

Hukuman Perampasan Kekayaan (Pasal 19) 

5). Hak Atas Kebebasan Pribadi 

Hak atas kebebasan pribadi merupakan salah satu hak yang paling mendasar 

bagi setiap orang, karena menyangkut juga hak menentukan nasib sendiri. Hak 

atas kebebasan pribadi dan kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, 

berserikat dan berkumpul adalah hak yang paling penting. Hak lain yang juga 

dilindungi adalah hak untuk tidak diperbudak, hak untuk memeluk agama, hak 

untuk memilih dan dipilih, hak kewarganegaraan dan bertempat tinggal 

merupakan hak-hak pribadi yang diatur oleh Undang Undang No.39 tahun 

1999 yaitu dalam Pasal 20-43. Sedangkan dalam Kovenan Internasional 

tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) atau International Covenant on 

Civil and Political Rights (ICCPR) hak-hak ini diatur dalam Pasal 17-20. 

Perbudakan yang dimaksud dalam UU No.39 tahun 1999 di antaranya 

termasuk penghambaan, perdagangan budak dan perempuan dan segala 

perbuatan yang serupa (Pasal 20 UU No 39 tahun 1999). Sedangkan menurut 

Victor Conde Perbudakan adalah status seseorang di bawah orang lain sebagai 

kepemilikan pribadi di mana ia harus menuruti dan melakukan segala yang 

diperintahkan pemiliknya, maka perbudakan merupakan salah satu bentuk 

pelanggaran Hak Asasi Manusia. 

Berkaitan dengan Hak Bebas untuk memeluk agama, mendapatkan dasar 

hukumnya dalam Pasal 29 UUD 1945 dan ditegaskan kembali oleh UU No.39 

tahun 1999 dalam Pasal 22. Undang-undang tidak hanya memberikan 
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kebebasan beragama tetapi juga kebebasan dalam menjalankan ibadah 

menurut agama dan kepercayaan masing-masing. 

Bebas untuk memilih dan dipilih yang dimaksudkan Undang-undang adalah 

dalam arti yang luas. Tidak hanya dipilih dan memilih untuk jadi wakil rakyat, 

presiden, dan sebagainya, namun juga termasuk dipilih untuk menjadi yang 

terbaik dalam berbagai kompetisi sesuai dengan kompetensinya. 

Hak untuk berpendapat dan menyebarluaskan pendapat juga dijamin dalam 

Pasal  23 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999, namun kebebasan ini dengan tetap 

memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, etika, kepentingan umum, 

ketertiban dan keutuhan bangsa. 

Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, menyampaikan pikiran dengan 

lisan dan tulisan yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, ditegaskan lagi dalam 

Pasal 24 UU No.39 tahun 1999. 

Hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk 

mogok dijamin oleh ketentuan Pasal  25 UU No.39 tahun 1999. Jadi dengan 

hak ini setiap orang bisa menyampaikan pendapat di muka umum, tanpa rasa 

takut, meskipun pandangannya berbeda dengan suara mayoritas ataupun 

dengan atasan. Suara setiap orang sangat dihargai dan dihormati. (Knut D. 

Asplund, Eko Riyadi (Ed.), 2008: 263). 

Hak atas status kewarganegaraan maksudnya setiap orang berhak untuk 

memiliki, memperoleh, mengganti atau mempertahankan status 

kewarganegaraannya, termasuk di dalamnya hak-hak untuk menikmati status 

kewarganegaraannya itu. 

Hak untuk bertempat tinggal dalam undang –undang dimaksudkan juga untuk 

berpindah tempat tinggal di seluruh wilayah tanah air dan tidak mendapatkan 

gangguan oleh siapapun. Hal ini juga dimaksudkan untuk terjadinya 

penyebaran penduduk, sehingga tidak menumpuk di kota-kota besar saja. 

Berkaitan dengan penggusuran yang dilakukan pemerintah terhadap pemukim 

liar diperbolehkan sepanjang dilakukan dengan cara dan alasan yang benar 

sesuai dengan ketentuan undang-undang demi kepentingan umum. 

6). Hak Atas Rasa Aman 

Hak atas rasa aman ini meliputi hak-hak yang dapat dilindungi secara fisik 

maupun psikologis. Hak ini diantaranya meliputi hak suaka, hak perlindungan, 
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hak rasa aman, hak rahasia surat, hak bebas dari penyiksaan dan hak tidak 

diperlakukan sewenang-wenang. 

7). Hak suaka; 

Hak suaka merupakan hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan 

politik dari negara lain, namun perlindungan ini tidak berlaku bagi mereka 

yang melakukan kejahatan non politik
5
 atau perbuatan yang bertentangan 

dengan tujuan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

8). Hak atas Perlindungan dan Hak atas rasa aman; 

Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan diri pribadi, keluarga, 

kehormatan, martabat dan hak miliknya, termasuk pengakuan di depan hukum 

sebagai manusia pribadi. Hak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan 

terhadap ancaman ketakutan  untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatupun 

merupakan bagian dari hak atas rasa aman. Hal ini meliputi hak untuk hidup 

dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai aman dan tenteram, 

yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi 

manusia dengan menghormati kewajiban dasar manusia. 

Dalam UU Nomor 39 tahun 1999 ditegaskan jaminan bahwa  setiap orang 

berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa. (Pasal 

13 UU Nomor 39 tahun 1999). Penghilangan nyawa jelas bertentangan dengan 

“Hak untuk hidup”. Penghilangan nyawa yang merupakan putusan pengadilan 

atas suatu kejahatan yang telah terbukti, bukanlah pelanggaran Hak asasi 

Manusia.Namun penghilangan nyawa yang dilakukan secara semena-mena, 

tidak beralasan dan bukan merupakan putusan Pengadilan sebagai hukuman 

atas suatu kejahatan. 

9). Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang. 

Hak ini sangat terkait dengan KUHAP (Kitab Undang-Undang hukum Acara 

Pidana) Indonesia. Perlindungan ini diberikan tidak hanya bagi tersangka yang 

mengalami proses pemeriksaan, namun diberikan bagi setiap warga negara 

dalam segala situasi. KUHAP mengatur secara rinci bagaimana perlindungan 

bagi hak-hak tersangka mulai dari penangkapan sampai eksekusi putusan 

pengadilan termasuk hak untuk bebas dari penghukuman atau perlakuan yang 

kejam, tidak manusiawi dan merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. 

                                                 
5
 Yang menentukan suatu perbuatan tergolong kejahatan politik atau non politik adalah negara 

penerima pencari suaka dengan didasarkan perjanjian dengan negara asal pencari suaka. 
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(Lihat lebih lengkap  pada UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang 

Undang Hukum Acara Pidana). 

10). Hak atas Kesejahteraan 

Hak atas Kesejahteraan sangat kental dengan unsur-unsur yang terdapat dalam 

Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Hak atas 

kesejahteraan ini dikategorikan dalam kelompok Hak Asasi Manusia Generasi 

ke dua. Hak generasi ke dua ini sejajar dengan perlindungan bagi hak 

ekonomi, sosial dan budaya yaitu hak atas terciptanya kondisi yang 

memungkinkan bagi setiap individu untuk mengembangkan kemampuannya 

semaksimal mungkin. Hak-hak tersebut diantaranya meliputi hak milik, hak 

atas pekerjaan, hak mendirikan serikat pekerja, hak atas kehidupan yang 

layak, hak atas jaminan sosial dan hak atas perawatan. 

Bukan hanya bagi kaum buruh, hak atas kesejahteraan ini berlaku untuk 

siapapun, tidak terkecuali orang-orang yang berkebutuhan khusus. Tidak ada 

diskriminasi dalam jaminan perlindungan atas hak atas kesejahteraan ini. 

Perlakuan khusus bagi lansia, anak-anak, penyandang cacat, hal ini tentunya 

dengan mempertimbangkan keterbatasan mereka. (Lihat Pasal 42 UU No.39 

Tahun 1999).  

Hak atas kesejahteraan ini meliputi juga hak atas kepemilikan, namun 

berdasarkan Ideologi bangsa Indonesia dinyatakan bahwa hak milik 

mempunyai fungsi sosial, artinya hak milik tidak bersifat mutlak. Jika 

diperlukan untuk kepentingan umum maka kita harus mau menyerahkannya 

demi kepentingan umum. Hal ini mengingat asas yang dianut Bangsa 

Indonesia bahwa kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan 

pribadi atau golongan. 

11). Hak untuk Turut serta Dalam Pemerintahan. 

Hak untuk memilih dan dipilih serta Hak untuk Mengajukan Pendapat 

merupakan bagian dari Hak Turut serta Dalam Pemerintahan. 

Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat diantaranya telah berusia 17 

tahun atau sudah menikah, maka dia berhak untuk memilih atau dipilih. Oleh 

karena itu jika pernah terjadi di jaman Orde Baru, korps militer di Indonesia 

tidak boleh memilih, maka jika saat ini masih terjadi itu berarti melanggar 

ketentuan konstitusi. 
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Sedangkan dalam Hak untuk mengemukakan pendapat, maka melalui wakil-

wakil rakyat di DPR, DPRD maupun DPD masyarakat dapat berpartisipasi 

dalam pemerintahan, Termasuk mengajukan usulan,, permohonan, pengaduan 

bahkan kritik terhadap pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan 

yang bersih, efektif dan efisien. (Pasal 44 UU No.39 tahun 1999). Upaya yang 

dilakukan dapat secara lisan maupun tulisan. Aspirasi dapat disampaikan 

secara langsung diantaranya kepada para wakil rakyat yang duduk di 

pemerintahan, lembaga-lembaga pemerintah, lembaga-lembaga Swadaya 

masyarakat, bahkan melalui surat dan short message service (sms). 

12). Hak Perempuan. 

Asas yang terpenting yang mendasari hak perempuan di antaranya adalah asas 

perspektif jender dan anti diskriminasi. Kaum perempuan mempunyai 

kesempatan yang sama seperti kaum pria untuk mengembangkan dirinya 

seperti dalam pendidikan, pekerjaan, hak politik, kedudukan dalam hukum, 

kewarganegaraan, hak dan kewajiban dalam perkawinan. Hal ini 

dilatarbelakangi oleh perlakuan yang sangat diskriminatif terhadap kaum 

perempuan pada masa lalu. Kaum perempuan dulu tidak mendapat 

kesempatan yang sama dengan pria, kaum perempuan diperlakukan secara 

sewenang-wenang, misalnya perempuan yang sudah menikah tidak dapat 

melakukan perbuatan hukum sendiri, tetapi harus minta ijin kepada suami. Hal 

ini terjadi di berbagai belahan dunia, sehingga lahirlah Konvensi Penghapusan 

segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan pada Tahun 1979 yang 

kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984. Selain 

dalam UU tersebut perlindungan terhadap wanita juga diberikan di dalam UU 

Perkawinan, KUHP, UU Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga dan 

sebagainya. 

13). Hak Anak 

Dalam Konvensi tentang Hak Anak, yang dimaksud dengan anak adalah 

setiap orang yang belum berumur 18 tahun. Hak asasi anak telah diakui dan 

dilindungi sejak masih dalam kandungan. Sebagai negara peserta konvensi 

tentang hak anak, indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan berbagai 

upaya dalam perlindungan hak asasi manusia, diantaranya : 

a) Melakukan pencegahan agar anak terhindar dari penculikan, penyelundupan 

dan penjualan; 
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b) Melindungi anak dari kehilangan keluarga, eksploitasi ekonomi baik secara 

fisik maupun psikologis, prostitusi, segala bentuk diskriminasi, dan dalam 

keadaan krisis dan darurat seperti dalam pengungsian, konflik bersenjata dan 

anak yang berkonflik dengan hukum. 

c) Menjamin hak anak yang menjadi korban konflik bersenjata, penelantaran, 

penganiayaan dan eksploitasi; 

d) Dilarang memberikan perlakuan/hukuman yang kejam, penjatuhan hukuman 

mati, penjara seumur hidup, penahanan semena-mena dan perampasan 

kemerdekaan. 

Adapun hak fundamental anak terbagi menjadi 4 kategori yaitu : 

a) Hak untuk bertahan hidup/survival rights; 

b) Hak untuk mendapat perlindungan/protection rights; 

c) Hak untuk tumbuh kembang/development rights; 

d) Hak berpartisipasi/participation rights. 

Hak-hak anak itu meliputi banyak hal seperti hak atas nama dan 

kewarganegaraan sejak lahir, perlindungan dan perawatan khusus bagi anak 

berkebutuhan khusus, hak beribadah, berekspresi sesuai dengan usianya, hak 

untuk mengetahui dan dibesarkan orang tua, hak mendapat wali bila orang tua 

meninggal sesuai putusan pengadilan, perlindungan hukum dari perlakuan 

buruk, hak untuk tidak dipisah darimorang tua secara paksa, hak mendapat 

pengajaran, hak istirahat, hak berrekreasi dengan teman sebaya, hak atas 

pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, hak untuk tidak dilibatkan dalam 

konflik kekerasan, perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pelecehan 

seksual dan tidak dijadikan sasaran penganiayaan. 

 Bila anak mendapatkan persoalan/konflik hukum, maka Hukum Acara yang 

digunakan sesuai dengan hukum yang berlaku
6
 dan hanya dilakukan sebagai 

upaya akhir (last effort). 

 Hak-hak anak diatur dalam UU Perlindungan Anak (UU No.23 Tahun 2002), 

dan dalam UU No.39 tahun 1999 dinyatakan bahwa apabila orang tua atau 

wali atau pengasuh melakukan penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, 

perlakuan buruk, pelecehan seksual, pembunuhan terhadap anak, maka 

mereka harus dikenakan pemberatan hukuman dari yang semestinya. 

                                                 
6
 Pengaturan mengenai pengadilan anak telah diatur dalam UU No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 
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KEEMPAT: UNDANG UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG 

PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA 

1) Latar Belakang. 

Memburuknya situasi keamanan di Timor Timur pasca jajak pendapat pada Tahun 

1999 telah menarik perhatian dunia internasional, khususnya PBB untuk mengambil 

tindakan yang dianggap perlu untuk memulihkan keadaan tersebut. 

Pelanggaran Berat HAM yang terjadi antara lain pembunuhan massal, penyiksaan 

dan penganiayaan, penghilangan paksa, kekerasan berbasis jender, pemindahan penduduk 

secara paksa dan pembumihangusan. 

 Dengan adanya keadaan seperti itu maka dikeuarkanlah Resolusi Dewan 

Keamanan PBB Nomor 1264 Tahun 1999 yang isinya mengecam pelanggaran Berat 

HAM yang terjadi pasca jajak pendapat di Timor timur. DK PBB meminta para pelaku 

pelanggaran berat HAM tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka 

pengadilan.
7
 

Menyikapi Resolusi PBB tersebut maka Pemerintah Indonesia akhirnya setuju 

membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia yang diundangkan dengan UU No.26 Tahun 

2000, tanggal 23 Nopember Tahun 2000 sebagai pengganti PERPU Nomor 1 Tahun 

1999. 

2) Pengertian Pengadilan HAM, Pelanggaran Berat HAM dan kewenangan 

Pengadilan HAM 

Pengadilan HAM Indonesia adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran berat 

HAM. UU No.26 tahun 2000 tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud 

dengan pelanggaran Berat HAM itu, namun definisi itu dapat dilihat dalam penjelasan 

Pasal 104 UU No.26 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa “Pelanggaran berat HAM 

adalah pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar 

putusan pengadilan (arbitrary/extra judicialkilling), penyiksaan, penghilangan orang 

secara paksa, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic 

discrimination). 

                                                 
7
 Pasal 25 Piagam PBB jo Pasal 2 ayat (6) jo Pasal 49 menyatakan bahwa semua negara di dunia terikat 

secara Hukum Internasional untuk mengikuti keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh DK PBB, dan jika 

tidak ditaati, maka DK PBB berhak menjatuhkan sanksi kepada negara tersebut, berupa sanksi ekonomi 

(Pasal 41) dan apabila dipandang perlu dijatuhkan sanksi militer (Pasal 42). 
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Undang-undang hanya memberikan kategori kejahatan yang termasuk dalam 

pelanggaran berat HAM yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan
8
 dan kejahatan genosida. 

Yang dimaksud dengan kejahatan Genosida adalah: (Lihat ketentuan Pasal  8 

UU No.26 tahun 2000). 

Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau 

memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan 

kelompok agama dengan cara : 

1) Membunuh anggota kelompok; 

2) Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-

anggota kelompok; 

3) Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan 

kemusnahan secara fisik baik selurunya atau sebagian; 

4) Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan memaksakan kelahiran di 

dalam kelompok,dan 

5) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok 

lain. 

Selanjutnya yang dimaksud dengan Kejahatan terhadap Kemanusiaan 

adalah: (Lihat ketentuan Pasal 9 UU No.26 tahun 2000).  

“Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang 

meluas dan sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan 

secara langsung terhadap penduduk sipil berupa: 

Pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan 

penduduk secar paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan secara fisik 

lain secara seenang-wenang yang melanggar ketentuan pokok Hukum 

Internasional, penyiksaan,perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara 

paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penganiayaan 

terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan 

paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau 

alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang 

menuruthukum Internasional, penghilangan orang secara paksa atau kejahatan 

apartheid”. 

                                                 
8
 Dalam perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini kasus terorisme juga dikategorikan sebagai kejahatan 

terhadap kemanusiaan, sedangkan penembakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Densus 88 Anti 

Teror terhadap tersangka teroris sering juga dikatakan sebagai Extra Judicial Killing. 
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Definisi ke dua kejahatan di atas merupakan pengadopsian dari kejahatan yang 

merupakan yurisdiksi dari International Criminal Court (ICC) seperti diatur dalam Pasal 

6 dan 7 Statuta Roma
9
. 

Statuta Roma merupakan dasar untuk berdirinya Mahkamah Pidana Internasional 

(ICC). Statuta Roma dilengkapi dengan Aturan Terpisah yakni Rules of Procedure and 

evidence mengenai Hukum acaranya serta Element of Crimes mengenai penjelasan 

unsur-unsur kejahatan yang merupakan yurisdiksi ICC, yakni kejahatan perang, kejahatan 

Terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida.  

Element of Crimes ditujukan untuk memberikan kesamaan pemahaman bagi 

hakim dan aparat penegak hukum ICC serta batasan terhadap bentuk-bentuk kejahatan 

yang merupakan yurisdiksi ICC. Di Indonesia sendiri, UU No,26 Tahun 2000 tidak 

dilengkapi dengan Element of Crimes bagi kejahatan terhadap kemanusiaan dan 

kejahatan genosida serta pertanggungjawaban komando sehingga seringkali 

membingungkan para penegak hukum khususnya hakim, ketika harus menafsirkannya 

sebagai suatu tindak pidana/delik yang merupakan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia. 

Hal ini terjadi dalam penyelesaian kasus Timor Timur. 

Selain itu apabila dicermati, terdapat begitu banyak ketidakteraturan penggunaan 

padanan bahasa Indonesia untuk istilah-istilah bahasa asing yang dikutip dan diserap dari 

instrumen internasional yang bersangkutan dalam hal ini Rome Statute of the 

International Criminal Court, misalnya kata “...directed against civilian population..” 

diterjemahkan menjadi “ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil..”. 

Penambahan kata langsung di sini berimplikasi pada sulitnya menjangkau pelaku yang 

bukan pelaku lapangan. 

Pengadilan HAM Indonesia berwenang mengadili pelanggaran berat Hak Asasi 

Manusia setelah UU No.26 tahun 2000 berlaku. Sedangkan bagi pelanggaran Berat HAM 

yang terjadi sebelum diberlakukannya UU tersebut maka seperti diatur dalam Pasal 43, 

akan dilaksanakan oleh Pengadilan HAM Ad Hoc yang dibentuk berdasarkan keputusan 

Presiden berdasarkan usul Dewan Perwakilan rakyat (DPR). 

Hukum Acara yang digunakan dalam Pengadilan HAM adalah KUHAP, namun 

UU No.26 tahun 2000 disebut sebagai Lex Specialist dengan konsekuensi di dalamnya 

                                                 
9
Statuta Roma ditetapkan pada tanggal 17 Juli 1998 yang dihasilkan dari Konferensi Diplomatik PBB di 

Roma yang berlangsung sejak tanggal 15 Juni 1998, dengan hasil perhitungan suara 120 negara 

mendukung, 7 negara menentang dan 21 negara abstain. Statuta ini bisa diberlakukan setelah 60 negara 

meratifikasinya. Baca Jerry Fowler dalam sambutan Kata Pengantar untuk Buku  Statuta Roma, Ifdhal 

Kasim (editor), Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional ( Jakarta : ELSAM, 2000) hlm.viii. 
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terdapat ketentuan yang menyimpang seperti penerapan asas retro-aktif (Retro-Active). 

Oleh karena itu menjadi kebutuhan yang mendesak untuk membuat Hukum Acara yang 

khusus bagi UU No.26 tahun 2000 tersebut. 

 

KELIMA: BEBERAPA PENGATURAN “SEKTORAL” DI BIDANG HAK 

ASASI MANUSIA 

Di Indonesia, mekanisme nasional pemajuan dan perlindungan Hak Asasi 

Manusia dilakukan dengan melalui 5 (lima) bentuk tindakan, yakni pertama, 

pembentukan lembaga negara atau lembaga yang kedudukannya setingkat dengan 

lembaga negara, lembaga pemerintah atau lembaga pemerintah non struktural atau 

lembaga ad-hoc lain yang mungkin dibentuk. Kedua, pelibatan masyarakat sipil. Ketiga, 

pembuatan peraturan perundang-undangan baru dan/atau perubahan atau pelengkapan 

peraturan perundang-undangan yang ada. Keempat penetapan rencana aksi nasional 

sebagai rujukan dan pedoman langkah langkah yang harus diambil bagi pemajuan dan 

perlindungan Hak Asasi Manusia untuk periode tertentu dan yang berlanjut dan kelima, 

menjadi pihak pada instrumen-instrumen hak asasi manusia yang menunjang pemajuan 

dan perlindungan hak asasi manusia. 

Mekanisme nasional pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia sangat 

dipengaruhi oleh rezim pemerintah yang sedang berkuasa dan situasi dan kondisi negara 

saat tindakan itu dilakukan. Sebagai contoh, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi 

Manusia (KOMNAS HAM) ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 

1993 yang ditetapkan pada tanggal 7 juni 1993 atau tujuh hari sebelum dimulainya 

Konferensi sedunia tentang Hak Asasi Manusia. Menurut ketentuan Pasal 3 Keppres 

tersebut KOMNAS HAM dinyatakan sebagai lembaga yang bersifat mandiri dan salah 

satu tujuannya adalah untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia (Pasal 4,huruf 

B kalimat pertama), dan diamanatkan untuk melakukan kegiatan yang esensinya adalah 

penyebarluasan wawasan hak asasi manusia, pengkajian instrumen-instrumen 

internasional HAM, pemantauan dan penyelidikan pelaksanaan hak asasi manusia, dan 

penyelenggaraan kerjasama internaional (Pasal 5). 

Dalam pengamatan menunjukkan bahwa keberadaan KOMNAS HAM tidak 

efektif, hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: 

1) Lembaga tersebut harus berfungsi di bawah rezim yang otoriter dan repressif 

yang tidak mempunyai kesungguhan niat untuk memajukan dan melindungi 

HAM. 
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2) Karena dibentuk dengan Keppres, maka KOMNAS HAM hanya berstatus 

sebagai lembaga pemerintah (non struktural), bukan lembaga negara atau 

lembaga yang disamakan kedudukannya dengan lembaga negara dengan 

berbagai dampak yuridisnya, dan 

3) Karena hanya dibentuk dengan berdasarkan Keppres, maka tidak mempunyai 

kewenangan “penyelidikan dan pemeriksaan” dalam arti mencari fakta, 

informasi dan data untuk menentukan terdapat atau tidaknya pelanggaran hak 

asasi manusia dalam peristiwa yang “diselidiki dan diperiksa”, 

4) Tidak dipunyainya kewenangan memanggil orang untuk dimintai 

keterangannya, memanggil saksi untuk dimintai kesaksiannya, memeriksa 

tempat terjadinya dugaan pelanggaran hak asasi manusia, dan sebagainya, dan 

5) Tidak cukupnya terdapat peraturan perundang-undangan nasional mengenai 

pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dan 

terbatasnya jumlah instrumen internasional yang diterima atau yang padanya 

Indonesia menjadi Negara Pihak, yang dapat dijadikan trujukan KOMNAS 

HAM dalam kegiatan pemantauan dan penyelidikannya (Enny Soeprapto, 

2012:109-110). 

Keadaan KOMNAS HAM yang demikian itu kemudian berubah total setelah 

runtuhnya Rezim Orde baru pada Tahun 1998. KOMNAS HAM kenudian dikuatkan 

landasan peraturan perundang-undangan keberadaan, fungsi, tugas dan wewenangnya 

dengan undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, yang menggantikan Keppres No 50 Tahun 1993, bahkan pada Tahun 2000 

dikuatkan lagi dengan adanya UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi 

Manusia. KOMNAS HAM kemudian diberikan fungsi, tugas dan wewenang sebagai 

penyelidik priyustitia untuk kejahatan yang termasuk yurisdiksi Pengadilan HAM 

sebagaimana dimaksud dalam UU No.26 Tahun 2000, yakni kejahatan genosida dan 

kejahatan terhadap kemanusiaan, yang oleh UU No.26 Tahun 2000 digolongkan sebagai 

“Pelanggaran HAM yang Berat”. 

Enny Soeprapto, Rudi M.Rizky,dan Eko Riyadi dalam tulisannya “Hak Asasi 

Manusia Kelompok Rentan dan Mekanisme Perlindungannya” mengatakan: 

 

 Pengkategorian kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai “Pelanggaran 

HAM yang berat” merupakan kesalahan konseptual dan menyesatkan. Ke dua kejahatan tersebut termasuk 

dalam kategori “kejahatan menurut Hukum Internasional (Crimes under International Law), yang termasuk 

yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC), dan yang oleh statutanya 
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dikategorikan sebagai “Kejahatan paling serius yang menjadi urusan komunitas internasional secara 

keseluruhan ( the most serious crimes of concern to the international community as a whole). Istilah 

“pelanggaran HAM yang berat” (Gross violations of human rights/serious violations of human rights) 

bukanlah istilah yuridis melainkan istilah umum untuk merujuk pada beberapa pelanggaran hak asasi 

manusia yang berat atau serius seperti apartheid dan penyiksaan. Berhubung dengan itu adalah keliru untuk 

mengkategorikan UU No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sebagai peraturan nasional tentang Hak 

asasi manusia dan dengan demikian tidak tepat pula menetapkan KOMNAS HAM sebagai penyelidik 

proyustitia untuk kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, karena keduanya adalah 

kejahatan internasional” 

 

Apabila KOMNAS HAM dikuatkan dengan undang-undang, tidak demikian 

halnya dengan KOMNAS Perempuan, KOMNAS Perempuan tidak berubah tingkatnya, 

kecuali namanya, yakni dari Keppres No 181 Tahun 1998 menjadi Perpres Nomor 65 

Tahun 2005. KOMNAS Perempuan juga menggantungkan hidup dari APBN yang sangat 

kecil, maka ia harus ditopang oleh lembaga-lembaga donor dan menjalankan kegiatannya 

melalui kerjasama dengan jaringan mitranya di daerah-daerah. Meskipun demikian 

kinerja KOMNAS Perempuan tergolong sangat berhasil melaksanakan mandatnya, 

terutama yang berkenaan dengan penyebarluasan pemahaman mengenai segala bentuk 

kekerasan terhadap perempuan, juga pencatatan tahunan tindakan kekerasan terhadap 

perempuan yang terjadi di Indonesia tercacat dengan cukup baik berkat bantuan mitra-

mitra kerjanya di daerah. 

Selain pembentukan lembaga-lembaga tersebut Pemerintah Indonesia juga 

membuat peraturan perundang-undangan yang bertujuan menghormati, memajukan dan 

melindungi Hak asasi manusia. Langkah pertama diambil oleh Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (MPR), misalnya dengan Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tanggal 13 

Nopember 1998 , yang demi terwujudnya Indonesia yang menjunjung tinggi Hak Asasi 

Manusia, maka Bangsa Indonesia menyatakan “Piagam Hak Asasi Manusia” (yang terdiri 

atas enam alinea pembukaan, satu diktum dan 44 Pasal operatif). Piagam Hak Asasi 

Manusia tahun 1998 ini mengelompokkan dalam pasal-pasalnya sembilan kelompok 

pasal tentang hak, satu kelompok pasal tentang kewajiban dan satu kelompok pasal 

tyentang prinsip-prinsip pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. 

Beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah “sektoral” dapat disebut di 

sini adalah : 

1) UU No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka 

umum. 

2) UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers; 

3) UU No.21 tahun 2000 tentang Serikat pekerja/Buruh; 

4) UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak; 
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5) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga; 

6) UU No.27 Tahun 2004 tentang Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi; 

7) UU No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia di Luar Negeri; 

8) UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan republik Indonesia; 

9) UU No.13 Tashun 2006 tentang Perlindungan korban dan saksi; 

10) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 

11) UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak perdagangan Orang; 

12) UU No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. 

13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata 

Cara Perlindungan Terhadap korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi 

Manusia yang Berat; 

14) Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 3 Tashun 2002 tentang 

Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak 

Asasi Manusia yang Berat; 

15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 tentang Tata 

Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim 

Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme; 

 

Adapun sebagai bagian mekanisme pemajuan dan perlindungan HAM di 

Indonesia termasuk dalam hal ini adalah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 

(RANHAM) yang dibagi ke dalam: 

RANHAM Indonesia i998-2003 ditetapkan dengan Keppres nomor 129 tahun 

1998 tanggal 15 Agustus 1998); 

RANHAM Indonesia 2004-2009 ditetapkan dengan Keppres No. 40 tahun 2004; 

RANHAM Indonesia 2010-2014 yang tertunda dan akhirnya ditetapkan dengan 

Peraturan Presiden No.23 Tahun 2011. 

Di samping hal-hal di atas juga disepakati Konvensi menganai Hak-Hak 

Penyandang Disabilitas yang disahkan dengan UU No.19 Tahun 2011 dan Konvensi 

Internasional tentang Perlindungan seluruh Pekerja Migran dan Keluarga Mereka yang 

disahkan dengan UU No.6 Tahun 2012. 
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BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

 

Penelitian ini sejak awal direncanakan berjangka waktu dua tahun. Dimulai pada 

bulan April 2015 hingga bulan November 2016, meliputi waktu persiapan penelitian, 

penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, pengolahan dan analisis data, penulisan 

laporan serta diseminasi laporan penelitian. 

Alhamdulillah, pada tahun pertama telah membahas mengenai hak asasi manusia 

dalam perspektif Islam dan Instrumen Nasional Pokok Hak Asasi Manusia di Indonesia 

serta perkembangan pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Temuan-temuan tahun 

pertama penelitian ini telah dipaparkan sebagaimana tergambarkan di dalam ringksan 

penelitian. 

 Pada tahun kedua, penelitian ini akan mendesain model harmonisasi hak asasi 

manusia perspektif Islam dengan peraturan perundangan tentang hak asasi manusia di 

Indonesia. Kegiatan dan tahapan yang akan dilakukan meliputi: Penyusunan model dan 

instrumen penelitian yang akan dilakukan dengan melakukan studi pustaka dan riset 

media. Selanjutnya dilakukan uji coba instrumen penelitian, serta perbaikan instrumen 

penelitian pasca ujicoba. Selanjutnya dilakukan penelitian lapangan berupa wawancara 

dengan para pakar HAM, HAM Islam dan HTN di Daerah Istimewa Yogyakarta dan 

Jakarta. Setelah itu diselenggarakan FGD sebagai sarana untuk memperoleh informasi 

yang sebanyak-banyaknya dari partisipan dan pendalaman terhadap permasalahan. 
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Selanjutnya dilakukan  pengolahan dan analisis data untuk penyusunan draft model 

harmonisasi HAM perspektif Islam dan peraturan perundangan tentang HAM di Indonesia. 

 Untuk melakukan semua kegiatan dan tahapan tersebut diperlukan dana sebagaimana 

pada tahun pertama. Luaran yang akan dihasilkan penelitian ini ialah artikel dimuat di Jurnal 

Nasional terakreditasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Dari pembahasan mengenai hak asasi manusia perspektif Islam dan peraturan 

perundangan tentang hak asasi manusia di Indonesia dapat disimpulkan hal-hal berikut: 

1. Hingga hari ini ada tiga dokumen penting dan mendasar yang membahas 

tentang HAM menurut pandangan Islam. Dokumen pertama dibuat pada era 

Nabi Muhammad SAW lebih dari empat belas abad yang lalu sekitar tahun 

622M. Dokumen kedua diadopsi oleh Dewan Islam Eropa tahun 1981M di 

Paris. Sedang dokumen ketiga dibuat dan ditandatangani oleh negara-negara 

anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada tahun 1990M. 

2. Instrumen Nasional Pokok Hak Asasi Manusia di Indonesia dan perkembangan 

pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia dapat dikategorikan menjadi lima: 

Pertama, Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (pasca amandemen); Kedua, Perundang-undangan 

Nasional Hak Asasi Manusia dan hubungannya dengan ratifikasi Perjanjian 

Internasional; Ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia; Keempat, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang 

Pengadilan Hak Asasi Manusia; dan Kelima, beberapa pengaturan “sektoral” di 

bidang Hak Asasi Manusia seperti Keppres No.50 Tahun 1993 (KOMNAS 
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HAM), UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan UU No 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan anak. 

Dan berdasarkan temuan-temuan di atas disarankan beberapa hal berikut: 

1. Perlu kajian yang lebih mendalam terhadap tiga dokumen penting dan 

mendasar yang membahas tentang HAM menurut pandangan Islam, yaitu 

dokumen pertama yang dibuat pada era Nabi Muhammad SAW lebih dari 

empat belas abad yang lalu sekitar tahun 622M. Dokumen kedua yang diadopsi 

oleh Dewan Islam Eropa tahun 1981M di Paris. Dan dokumen ketiga yang 

dibuat dan ditandatangani oleh negara-negara anggota Organisasi Konferensi 

Islam (OKI) pada tahun 1990M. 

2. Instrumen Nasional Pokok Hak Asasi Manusia di Indonesia dan pengaturan 

Hak Asasi Manusia di Indonesia perlu dikaji lebih mendalam agar dapat 

diharmonisasikan dengan tiga dokumen penting tentang HAM menurut 

perspektif Islam. Dan saran inilah yang akan dilakukan pada tahun kedua 

penelitian ini. 
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 2013 "Hukuman Alternatif Bagi Pemerkosa" 

dimuat di harian Kedaulatan Rakyat 

terbitan 15 Januari 2013 

 0131 "Memanfaatkan Waktu di Bulan 
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 2011 Khutbah Idul Adha 1432H di area parkir 



97 

 

hotel Melia Purosani hotel Yogyakarta 
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Sultan Azlan Shah (KUISAS) Ipoh 

Malaysia, September 11-12, 2012, as 

presenter of the article entitled: Gender 

Analysis on Islamic Texts: A Study on its 

Accuracy. 

 2013 International Conference On Law and 

Society organized by Hashim Center for 

Law IIUM and Iclas Faculty of Law 

UMY in UMY Campus, February 15-16, 

2013, as presenter of the article entitled: 

The Position of Official Documentation 

of Marriage in the al-Siyasah al-

Shar'iyyah Framework. 

 2013 International Conference On Law and 

Society II organized by Hashim Center 

for Law IIUM in IIUM Campus 

Malaysia, September 18-19, 2013, as 
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presenter of the article entitled: The 
Legality of Interreligious Marriage in the 

Perspective of Islamic Law and 

Indonesian Positive Law. 

 0131 International Conference On The Practice 

of Islamic Law in The Modern World 

held by Faculty of Syariah and Law UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta, in its 

campus, Desember 11-12, 2013 as 

participant. 

 2014 International Seminar on Developing 

Global Islamic Monetery System held by 

Department of Economics, Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta, Yayasan 

Pengurusan Ilmu (YPI) Malaysia, Majelis 

Tarjid dan Tajdidi PP Muhammadiyah, 

Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), 

Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi 

UMY, in UMY campus, March, 14-15, 

2014, as presenter of the paper entitled: 

The Application of Qawaid Fiqhiyyah in 

the Contemporer Islamic Financial 

Transaction. 

K. 

MATA KULIAH 

YANG DIAMPU 

  

  1. Hukum Islam (Peng. Fiqih dan Ushul   

Fiqih)  

  2. Bahasa Arab Hukum 

  3. Hukum  zakat dan Wakaf 

  4. Hukum Pidana Islam 

  5. Hukum Peradilan Islam 

  6. Fiqih Muamalat 

  7. Fiqih Kontekstual 

  8. Agama Islam 1 (Akidah dan Akhlak) 

  9. Agama Islam 2 (Fiqih ibadah dan     

muamalat) 

  10. Manahij al-Fatawa 

  11. As-Siyasah as-syar‟iyah 

  12. Fiqh an-Nawazil 

L. 

PENGALAMAN 

& 

KEANGGOTAAN 

DI ORGANISASI 

 

 

 

 

 1991-1993 1. Mengajar di Universiti Kebangsaan 

Malaysia dan Universiti Islam 

Antarabangsa      Malaysia (bahasa 

medium: Arab) 

 1993 2. Menulis beberapa artikel di majalah 
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Dakwah Malaysia 

 2006-skrg 3. Menjadi anggota Majlis Tarjih dan 

Tajdid Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah sejak tahun 2006 

 2006-skrg 4. Menjadi anggota Badan Arbitrase 

Syariah Nasional Perwakilan 

Yogyakarta sejak tahun 2006 

 2006 5. Menjadi nara sumber pada pelatihan-

pelatihan Ekonomi Syariat di 

Yogyakarta dan Semarang 

 2007-skrg 6. Menjadi Asesor BAN-PT sejak tahun 

2007 

 2007-skrg 7. Mengajar di Program Pasca Sarjana 

MSI UMS (bahasa medium: Arab) 

 2007-skrg 8. Menulis beberapa artikel di majalah 

Suara Muhammadiyah dan harian 

Kedaulatan Rakyat 

 2011 9. Mengajar di Summer Course on 

Sharia Law, di Charles Darwin 

University, Darwin, Australia pada 

Desember 2011. 

 2012-skrg 10. Anggota Divisi Fatwa MUI DIY. 
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Lampiran 2: 

CURRICULUM VITAE ANGGOTA PENELITI (1) 

 

A.  Identitas Diri 

1  Nama Lengkap (dengan gelar)  : Drs. Mujiyana, SH, M.Si 

2  Jenis Kelamin    : Laki-laki 

3  Jabatan Fungsional    : Lektor 

4  NIP/NIK/Identitas lainnya   : 196502011993031001 

5  NIDN     : 0001026501 

6  Tempat dan Tanggal Lahir   : Sleman 1-2-1965 

7  E-mail     : ahmadmujiyana@yahoo.com  

9  Nomor Telepon/HP   : 085228088090 

10  Alamat Kantor    : Fakultas Hukum UMY 

Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan,  

 Bantul, Yogyakarta 

11  Nomor Telepon/Faks   : 0274 387656 / Fax 0274 387646 

12  Lulusan yang Telah Dihasilkan S-1:  30 orang 

13.  Mata Kuliah yg Diampu   : 

   1. Pendidikan Kewarganegaraan 

  2. Sosiologi Hukum 

mailto:ahmadmujiyana@yahoo.com
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  3. Filsafat Hukum Islam  

   4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 

B. Riwayat Pendidikan 

 

 S1 S2 S3 

Nama Perguruan 

Tinggi  

UGM UGM  

Bidang Ilmu Filsafat / Hukum Ilmu Sosial  

Tahun  Masuk – 

Lulus 

1984 – 1992 1996 – 2000  

Judul Skripsi /Thesis Konsep Hukum 

Menurut Aboul A‟la 

Al Maududi 

Potensi Konflik 

Antar Umat 

Beragama di 

Indonesia  

 

Nama Pembimbing Prof. Dr. Soejadi, 

sH 

Prof. Dr. Kodiran, 

MA 

Prof. Dr. Susetiawan 

 

 

 

C.P ENGALAMAN DALAM PENELITIAN 5 TAHUN TERAKHIR   

No  TAHUN JUDUL Pendanaan  

Sumber  Jumlah 

(juta Rp)  

1 2007 Peran Wanita Pekerja Buruh Gendong Dan 

Eksistensinya Dalam Keluarga 

UMY 3.5 

2 2008 Pertimbangan Hakim Dalam Pengambilan 

Putusan Yang Adil di Pengadilan Negeri 

Yogyakarta, 

UMY 3.5 

3 2007 Mekanisme Pelaksanaan Fungsi 

Pengawasan DPRD terhadap 

Penyelenggaraan Dana Rekonstruksi Pasca 

Gempa 2006, 2007 

Kopertis 1.5 

4 2008 Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan 

Perkara yang Adil dan Bijaksana, 2008 

UMY 3.5 

5 2010 Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Pasca 

Amandemen Undang Undang Dasar 1945 

Dalam Bidang Legislasi untuk 

Mewujudkan Check and Ballance System  

UMY 3.5 
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6 2010 Studi Implementasi Nilai-nilai HAM 

dalam Perturan Daerah dan Dampaknya 

bagi Pemenuhan Hak Ekosob di 

Kabupaten Bantul Provinsi DIY  

Kemenkumham 65 

7 2011 Implementasi Nilai HAM dalam Peraturan 

Daerah di Kabupaten Bantul, 2011 

UMY 3.5 

8  Pengelolaan kekayaan Desa di Desa 

Condongcatur  

UMY  3.5 

9 2012 Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan 

Putusan Teradap Tindak Pidana dengan 

Pelaku Anak di Bawah Umur di 

Pengadilan Negeri Yogyakarta 

UMY 3.5 

 

 

 

A. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

No  TAHUN JUDUL Pendanaan  

Sumber  Jumlah 

(juta Rp)  

1 2009 Pengawasan Pemilu Berbasis Budaya Daerah BAWASLU 283.6 

2 2009 Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula 

Perempuan di Desa Tamantirto, Kasihan 

DP2M 45 

2 2010 KKN Tematik Muktamar Muhammadiyah 1 

Abad  

UMY 10 

3 2011 Implementasi Nilai HAM dalam Peraturan 

Daerah di Kabupaten Bantul, 2011 

UMY 3.5 

4  Penguatan Badan Keswadayaan Masyarakat 

dalam Penanggulangan Kemiskinan 

UMY  10 

5 2012 Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan 

Putusan Teradap Tindak Pidana dengan 

Pelaku Anak di Bawah Umur di Pengadilan 

Negeri Yogyakarta 

UMY 3.5 
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E. PENGALAMAN MENULIS BUKU 

No  Pancasila, Tinjauan Secasra Historis, Yuridis, dan Filosofis Buku 2000 

Dan 2003  

1 Ilmu Budaya Dasar Buku 2001 

2 Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) 

Pedoman Dosen 

Buku 2003 

3 Metode Pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan (Tim Penulis) 

Buku 2004 

 

 

E. PENGALAMAN PPELATIHAN 

No  Pelatihan Untuk Pelatih (TOT) Guru Pendidikan 

Kewarganegaraan untuk SMA Muhammadiyah se Indonesia 

2006 

 Tim Pemantau Independen Pelaksanaan Ujian Nasional SMP  2007 

 Tim Pemantau Independen Pelaksanaan Ujian Nasional SMA 2007 

 Tim Pemantau Independen Pelaksanaan Ujian Nasional SMP  2008 

 Tim Pemantau Independen Pelaksanaan Ujian Nasional SMA  2008 

 Tim Pemantau Independen Pelaksanaan Ujian Nasional SMP  2009 

 Tim Pemantau Independen Pelaksanaan Ujian Nasional SMAK 2009 

 Pelatihan SPMI di UMY 2010 

 Pelatihan Akreditasi Institusi di Surabaya  2011 

 

 

F. PENGALAMAN SEBAGAI PELATIH (TRAINER) 

Pelatih Metode Pembelajaran untuk Guru Pendidikan 

Kewarganegaraan SMA  

2006 

TOT Pengawasan Pemilu Tematik Kerjasama UMY dengan 

BAWASLU RI 

2009  
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Lampiran 3: 

CURRICULUM VITAE ANGGOTA PENELITI (2) 

 

1. Nama Lengkap dan Gelar  :  Dr. Muhammad Nur Islami, SH.M.Hum 

2. Tempat & Tanggal Lahir             :  Pati, 3 Oktober 1961 

3. NIP/NIK/NIDN   :  196110031987021001 

4. Jabatan Akademik/Gol  :  Lektor Kepala/ III-d 

5. Instansi Tempat Kerja Utama :  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  

6. Alamat Rumah    :  Jaranan Rt 10, Rw 41 No.377 Banguntapan, 

Yogyakarta. 

a. Telp. Rumah/Hp./Fax     :  0274-452006/085725492611/ - 

b. Telp. Kantor/Fax  :  (0274) 387656/ (0274) 387646 

    (Alamat E-mail)  :  m.nurislami@gmail.com. 

7. Pendidikan dan Asal Univ :    

a. Jenjang S1 

Fakultas/Program Studi : Hukum/Program Studi ilmu Hukum 

P T    : Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta 

Bidang Keahlian  : Hukum Perdata. 

b. Jenjang S2 

Fakultas/Program Studi : Pasca Sarjana/ Ilmu Hukum  
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P T    : Universitas Diponegoro, Semarang 

Bidang Keahlian  : Hukum Ekonomi dan Teknologi (HET) 

c. Jenjang S3 

Fakultas/Program Studi : Pasca sarjana/Program Doktor Ilmu Hukum.  

PT    : Universitas Diponegoro Semarang 

Bidang Keahlian  : Hukum Internasional, HAM dan Hukum Islam 

 

8. Pengalaman Mengajar : 
a. Mata Kuliah dalam program studi ilmu Hukum di UMY pada 4 tahun terakhir 

(TA.: 2007/2008 – 2011/2012) 

 

Kode 

MK 

Nama MK SKS Jumlah 

Kelas 

Jumlah 

Pertemuan 

Praktek/Tidak 

 Filsafat Hukum        2         2        12         - 

 Hak Asasi Manusia        2         1        12         - 

 Human 

Rights/International 

Program 

       2         1        12         - 

  

International 

Humanitarian 

Law/International 

Program. 

       

      2 

       

       1 

       

       12 

        

       - 

 

 

 

 Law of 

International 

Treaties 

/International 

Program 

      2       1        12        - 

UM 

6111 

State Ideology 

/International 

Program 

      2        1        12        - 

HK6118 Pengantar Hukum 

Indonesia 

      4        1        24        - 

HK6135 Sosiologi Hukum       2        3        12        - 

HK6158 Law Research 

Methodology 

      2        1        12        - 

 

  Ket:  -  *) Kolom MK Praktek: Apabila ada muatan praktik beri tanda 

checkmark (√ ) sesuai jenis MK. 

 

b. Mata kuliah di luar program studi Ilmu Hukum di UMY pada 4 tahun terakhir 

(TA.: 2007/2008 – 2011/2012) 

 

Kode MK Nama MK SKS Jumlah 

Kelas 

Jumlah 

Pertemuan 

Praktek/Tidak 
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c. Mata kuliah yang diajarkan di luar perguruan tinggi ini pada 4 tahun terakhir 

(2007/2008  – 2011/2012) 

 

Kode 

MK 

Nama MK SKS Jumlah 

Kelas 

Jumlah 

Pertemuan 

Praktek/Tidak 

 PHI        4        1         24         - 

 Hukum 

Internasional 

       4        1         24         - 

 Hukum 

Perjanjian 

Jenis Baru 

       2        1         12  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Kegiatan Ilmiah, Lokakarya/Workshop yang diikuti dalam 3 tahun terakhir 

(2008/2009 – 2011/2012)  :  

 

a. Dosen Studi lanjut 

 

Jenjang 

Pendidikan 

Lanjut 

Bidang Studi PT Negara Tahun Mulai 

Studi 

Program 

Doktor Ilmu 

Hukum 

Ilmu Hukum, 

Konsentrasi 

Hukum 

Internasional 

dan HAM 

Universitas 

Diponegoro 

Semarang 

Indonesia 2002/2003 

     

     

 

 

 

b. Sebagai peserta/ penyaji dalam seminar ilmiah/ lokakarya/penataran/ 

workshop/pagelaran/pameran/peragaan 

 

No. 

(1) (2) (3)  (4) 

Jenis 

Kegiatan  

Judul 
Tempat 

Peserta/

penyaji 

Waktu 

1.  Seminar 

Internasional 

“The Current 

Development of Middle 

Universitas 

Gadjah Mada 

Peserta 8 Juni 2009 
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No. 

(1) (2) (3)  (4) 

Jenis 

Kegiatan  

Judul 
Tempat 

Peserta/

penyaji 

Waktu 

eastern Politics: on 

Egypt, Syria, and 

Libanon Perspective” 

Yogyakarta 

2.  Workshop 

dan Studi 

Visit HAM 

(Kerjasama 

antara Pusat 

studi HAM 

UII dan 

Norwegian 

Centre for 

Human 

Rights 

Studi Visit dan Refleksi 

Hak Atas Air Dan 

Perumahan (Wilayah 

Sleman, Bantul dan 

Klaten) 

Sleman, 

Bantul dan 

Klaten 

Peserta 15-17 juni 

2009 

3.  
Pelatihan 

Tingkat 

nasional 

Pelatihan Penyegaran 

Pelatih PMI Bidang 

Diseminasi 

Kepalangmerahan 

Jakarta Peserta 12 September 

2009 

4.  
Lokakarya Lokakarya Pengelolaan 

Jurnal 

UII-

Yogyakarta 

Peserta 23-24 

Nopember 

2009 

 5. 

 

 

 

 

Rapat 

Koordinasi 

Teknis Badan 

Penelitian 

Dan 

Pengembanga

n HAM  

Tahun 2010 

Akselerasi Pelaksanaan 

Agenda Strategis 

Penelitian Dan 

Pengembangan Lintas 

Sektoral di Bidang 

HAM Melalui Program 

Kemitraan  

Hotel Inna 

Garuda  

Peserta 

 

 

 

 

7-9 Maret 

2010 

 

6

6

6

6

6 

Seminar 

Nasional 

Peran dan Fungsi Bank 

Sentral Dalam Stabilitas 

Sistem keuangan Dan 

perekonomian Nasional 

Hotel melia 

Purosani 

Yogyakarta 

Peserta 10 April 2010 

7. 
Seminar 

Nasional 

Membincang Kembali 

Islam Politik dan 

Politik Islam 

Auditorium 

Fakultas 

Teknologi 

UGM 

Peserta 5 Juni 2010 

8. 
Semiloka Agenda Strategis 

Penelitian Dan 

Pengembangan Lintas 

Yogyakarta Peserta Juni 2010 
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No. 

(1) (2) (3)  (4) 

Jenis 

Kegiatan  

Judul 
Tempat 

Peserta/

penyaji 

Waktu 

Sektoral  Di Bidang 

HAM Dalam Perspektif 

Hak-Hak Ekonomi, 

Sosial dan Budaya 

9 
International 

Seminar 

On “Revealing The 

Tradition Of Prayer, 

Moans & Praise in 

Religions” 

Hall 

University 

Club UGM 

Peserta 29 Maret 

2011 

10 
Seminar “Peneguhan Negara 

Pancasila Sebagai dasar 

Pijak Perlawanan 

Generasi muda 

Terhadap Gerakan 

Negara Islam Indonesia 

Hall 

University 

Club UGM 

Peserta 20 Mei 2011 

11. 
General 

Lecture,Kerja

sama 

UNHCR dan 

UMY 

General lecture on The 

Right of Refugees to 

Seek and Enjoy Asylum, 

International Refugee 

Law and Shari’a Law in 

Comparison 

Gedung AR 

Fakhruddin B 

Lt.5 UMY 

Resource 

Person 

5 Desember 

2011 

12 
 Seminar 

Nasional 

Belenggu Undang 

Undang Nomor 24 

Tahun 2009, Pasal 57 

Poin c dan d Terhadap 

Raga Pancasila 

Pandan 

garden Resto 

Yogyakarta 

Pembicar

a 

15 Desember 

2011 

13 
Paper 

Conference 

Dilema Teoritis Dan 

Praktis Hukum 

Internasional Di 

Indonesia 

Ruang 

Sidang 

Utama 

Fakultas 

Hukum UII 

Nara-

sumber 

7 Juli 2012 

14 
Diskusi 

Publik, 

Dilaksanakan 

oleh HMI-

MPO 

Komisariat 

FH UMY 

“Teroris, Siapa yang 

Salah” ? 

Ruang 

Sidang Lt.3 

Fak.Hukum 

UMY 

Pemateri 26 September 

2012 

 

 

 

 

 

 

Ket:  - Kolom 3:  Tempat diisi sesuai dengan tempat penyelenggaraan kegiatan, misalnya 

di wilayah Yogyakarta, Jakarta, Taiwan dll. 

 

c. Pencapaian prestasi/penghargaan yang pernah diperoleh dalam 

pendidikan/penelitian dan pelayanan kepada masyarakat 

 

Prestasi yang dicapai Waktu Pencapaian Tingkat (Lokal, Nasional, 

Internasional) 
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Penghargaan dari PMI 
atas dedikasi dan 

sumbangsih Dalam 

Penanggulangan 

Bencana Tsunami 

      19 April 2005 Nasional, 
Piagam Penghargaan 

No.0833/Peng/PP/2005 

   

 

d. Keikutsertaan Dosen Tetap dalam organisasi keilmuan atau organisasi 

profesi 

 

Nama Organisasi 

Keilmuan/Profesi 

Kurun Waktu Tingkat 

Lokal/Nasional/Internasional 

PMI 14 tahun (sejak 

1998) 

Lokal;Team Diseminator 

Tetap Hukum 

Perikemanusiaan 

Internasional PMI DIY 

   

   

 

e. Dosen Pembimbing Akademik pada TA 2011/2012 

Angkatan 2011 

Jumlah Mahasiswa 48 

Rata-rata jumlah 

pertemuan/mhs/semester 

4 

Masalah yang dibicarakan dlm 

pembimbingan 

Pemahaman Materi Kuliah, 

Masalah pergaulan mahasiswa 

Kesulitan dalam pembimbingan Kesadaran mahasiswa kurang 

Upaya mengatasi Selalu dimotivasi dengan nilai nilai 

agama 

Manfaat yang diperoleh bagi 

mahasiswa 

Dapat bertukar pikiran/wawasan 

dengan dosen,  

 

f. Dosen Pembimbing Skripsi 

Angkatan 2008 

Jumlah Mahasiswa 3 mahasiswa 

Rata-rata jumlah 

pertemuan/mhs/semester 

6 kali 

Masalah yang dibicarakan dlm 

pembimbingan 

Metode penulisan, analisis data 

Kesulitan dalam pembimbingan Sering berbeda pendapat 

Upaya mengatasi Diskusi terbuka 

Manfaat yang diperoleh bagi 

mahasiswa 

Dapat melakukan penelitian dengan 

baik 

 

Perbaikan Pembelajaran dalam tiga tahun terakhir 

 

Butir Upaya Perbaikan 

 Tindakan yang dilakukan Hasil 

Materi Studi komparatif dengan Mahasiswa lebih luas 
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wawasan Syari‟ah wawasannya, tidak 
hanya dari aspek 

hukum umum, tapi 

juga Hukum Islam 

Metode Pembelajaran Diskusi- Tatap Muka-

Pembuatan Makalah 

Mahasiswa lebih aktif 

dan tidak tergantung 

dosen 

Penggunaan Teknologi 

Pembelajaran 

L.top, Lcd Mempermudah 

penyampaian materi. 

Cara-cara Evaluasi Membandingkan dengan 

materi kuliah pada 

perguruan tinggi lain 

Standarisasi 

Pemahaman Materi 

kuliah tercapai. 

 

Perolehan dan Alokasi Dana dalam tiga tahun terakhir: 

a. Pendidikan  

 

Tahun Perguruan Tinggi Sumber 

Dana*) 

Jenis Dana Jumlah Dana / th 

2011/2012 UMY UMY Penulisan Buku Rp.10.000.000,- 

     

     

*) pembiayaan sendiri/PT yang bersangkutan/Institusi dalam Negeri di luar 

Depdiknas/Institusi Luar Negeri 

 

b. 1.Penelitian 

 

Tahun Judul Sumber Dana*) Jenis Dana Jumlah Dana 

           -           -            -           -          - 

     

     

*) pembiayaan sendiri/PT yang bersangkutan/Institusi dalam Negeri di luar 

Depdiknas/Institusi Luar Negeri 

 

 2.Publikasi  

Tuliskan judul artikel ilmiah/karya ilmiah/karya seni/buku yang dihasilkan selama 

tiga tahun terakhir oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS  

Tahun Judul naskah Nama Jurnal dan 

Nomor Jurnal 

(Akreditasi/Tidak) 

Tingkat 

Nasional/Internasional 

Penyajian 

publikasi di… 

(misalnya 

prosiding, 

bunga rampai, 

dll) 

2009 Hukum 

Internasional 

Dalam 

Pandangan 

Islam 

Buku 

Pengembangan 

Materi Kuliah 

- Buku, 

No.ISBN: 978-

979-704-898-3 

Badan Penerbit 

Universitas 

Diponegoro 

Semarang 

2011 Intervensi Jurnal Ilmiah Nasional Jurnal Media 
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Hukum 
Internasional 

Dalam 

Kedaulatan 

Negara 

Republik 

Indonesia 

Terakreditasi 
Fak.Hukum UMY 

Hukum, 
Fak.Hukum 

UMY. 

2012 Rekonstruksi 

Hukum 

Dalam 

Penyelesaian 

Terorisme Di 

Indonesia 

(Studi 

Eklektisisme) 

Buku Nasional Buku, 

No.ISBN:978-

602-097-244-2. 

     

*) pembiayaan sendiri/PT yang bersangkutan/Institusi dalam Negeri di luar 

Depdiknas/Institusi Luar Negeri 

 

c. Pengabdian Masyarakat 

Tahun Judul Sumber 

Dana*) 

Jenis Dana Jumlah 

Dana 

 

2010 - 2015 

 

 

 

 

Mengabdi  pada Ranting 

Muhammadiyah 

Banguntapan IV Yogyakarta, 

dengan tugas sebagai 

Pimpinan Ranting, 

memimpin rapat bulanan, 

pengajian mingguan dan 

kegiatan lainnya. SK 

Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah 

Banguntapan Utara 

Yogyakarta No: 

02/KEP/IV.0/D/2012 tanggal 

1 Januari 2012 

        -           -          - 

2011 Talkshow di Radio Persatuan 

bantul, Yogya, dengan tema 

“Perlindungan Terhadap 

Tersangka Terorisme” 

         -         -          - 

2012 Imam Taraweh dan 

Pembicara dalam Ramadhan 

Di kampus UAD Yogyakarta 

pada tanggal 26 Juli dan 2 

agustus 2012, dengan judul 

”Syarat terkabulnya Doa, 

dan Meraih lailatul Qadar 

dengan iktikaf 

         -         -         - 

*pembiayaan sendiri/PT yang bersangkutan/Institusi dalam Negeri di luar 

Depdiknas/Institusi Luar Negeri 
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Lampiran 4:  

PUBLIKASI 

 

TIGA DOKUMEN HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM 

 

Hak Asasi Manusia adalah hak yang ada dan melekat pada diri atau martabat 

manusia, karena kewujudannya sebagai manusia. Hak itu merupakan bagian dari 

manusia, sehingga tidak dapat dipisahkan darinya. Hak itu dimiliki oleh manusia, karena 

dia adalah makhluk Allah yang berbentuk manusia. Hak itu bukan diperolehnya dari 

suatu otoritas negara atau pemerintahan atau pihak apapun lainnya, tetapi merupakan 

anugerah Allah kepada manusia supaya bermartabat sebagai manusia. Sebagai manusia, 

dia harus memiliki hak yang asasi, fundamental, dan tidak dapat dipisahkan dari dirinya. 

Jika haknya itu dipisahkan dari dirinya, maka nilai kemanusiaannya atau martabatnya itu 

akan merosot dan direndahkan, dan bahkan dia tidak akan dihargai sebagai manusia lagi. 

Hak sepenting ini tidak mungkin luput dari perhatian Islam. Islam sebagai agama 

universal dan komprehensif mustahil mengabaikan Hak Asasi Manusia. Bahkan menurut 

ajaran Islam, Hak Asasi Manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari syariat Islam 

dan harus merujuk kepadanya. Oleh karena itu sumber utama HAM dalam Islam tiada 

lain adalah al-Quran dan hadis (termasuk di dalamnya sirah atau perjalanan hidup Nabi 

Muhammad SAW.). Dari kedua sumber utama inilah para ulama dan cendekiawan 
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Muslim menyarikan hal-hal yang bisa dikategorikan sebagai HAM menurut pandangan 

Islam.  

Sesuai perjalanan waktu, hingga hari ini ada tiga dokumen penting dan mendasar 

yang membahas tentang HAM menurut pandangan Islam. Dokumen pertama dibuat pada 

era Nabi Muhammad SAW lebih dari empat belas abad yang lalu sekitar tahun 622M. 

Dokumen kedua diadopsi oleh Dewan Islam Eropa tahun 1981M di Paris. Sedang 

dokumen ketiga dibuat dan ditandatangani oleh negara-negara anggota Organisasi 

Konferensi Islam (OKI) pada tahun 1990M. Ini berarti ada jarak yang cukup jauh antara 

dokumen pertama dan kedua-ketiga. Tiga dokumen HAM tersebut oleh para cendekiawan 

Muslim dianggap mewakili pandangan Islam dalam masalah HAM, yaitu sebagai berikut: 

1. Piagam Madinah. 

2. Deklarasi Universal Islam Hak Asasi Manusia. 

3. Deklarasi Cairo. 

 

 

Berikut ini keterangan secara rinci mengenai dokumen-dokumen tersebut: 

 

1. Piagam Madinah. 

Piagam Madinah dikenal juga dengan istilah Konstitusi Madinah. Di dalam 

bahasa asalnya yaitu bahasa Arab, disebut shahifat al-Madinah. Piagam Madinah adalah 

sebuah dokumen yang disusun atas perintah Nabi Muhammad SAW. Isinya merupakan 

perjanjian formal antara beliau dengan semua kaum dan suku penting di Yathrib yang 

kemudian berubah nama menjadi Madinah pada tahun 622 Masehi. 

Di dalam dokumen tersebut ditetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban-

kewajiban bagi kaum Muslimin yang terdiri dari kaum Muhajirin dan Ansor, 

kaum Yahudi yang terdiri dari beberapa puak, dan beberapa komunitas penyembah 

berhala yang ada di Madinah dan sekitarnya, dengan tujuan utama menggabungkan 

mereka semua menjadi umat yang bersatu padu, terhindar dari pertentangan dan 

peperangan yang berterusan dan saling membantu menghadapi agresi musuh bersama.  

Dalam Piagam Madinah hubungan antara sesama warga yang Muslim dan non 

Muslim didasarkan atas prinsip-prinsip bertetangga yang baik, saling membantu dalam 

menghadapi serangan dari luar dan menghormati kebebasan beragama. Melalui perjanjian 

ini pula, seluruh warga negara --baik Muslim maupun non Muslim-- maupun negara 
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tetangga yang terikat dengan perjanjian ini, terjamin hak dan kewajiban politiknya secara 

adil dan merata. 

Piagam Madinah berisi 47 pasal yang dimulai dengan mukadimah, lalu 

dilanjutkan dengan hal-hal seputar pembentukan umat, persatuan seagama, persatuan 

segenap warga negara, golongan minoritas, tugas warga negara, perlindungan negara, 

pimpinan negara, politik perdamaian dan penutup. 

Siti Nafidah mencatat, dalam teks aslinya, Piagam Madinah ini semula tidak 

terdapat pasal-pasal. Pemberian pasal-pasal sebanyak 47 itu baru kemudian dilakukan 

oleh A.J. Winsick dalam karyanya Mohammed en de joden te Madina tahun 1928 M yang 

ditulis untuk mencapai gelar doktornya dalam sastra Semit. Melalui karyanya itu, 

Winsick mempunyai andil besar dalam memasyarakatkan Piagam Madinah di kalangan 

sarjana Barat yang menekuni studi Islam. Sedangkan pemberian bab-bab dari 47 pasal itu 

dilakukan oleh Zainal Abidin Ahmad yang membaginya menjadi 10 bab. (Nafidah, 2010) 

Oleh karena banyak kesalahan dalam penterjemahan Piagam Madinah ke dalam 

bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dalam banyak referensi, maka berikut ini dipaparkan 

teks asli Piagam Madinah beserta terjemahan dan pembagiannya menjadi 10 bab 47 

pasal: (Ibn Hisyam, 1411H, 3:31-35) 

 

I. MUKADIMAH 

هذا كتاب من محمد النبً صلى الله عليه وسلم بٌن المإمنٌن والمسلمٌن من لرٌش وٌثرب ومن تبعهم فلحك بهم  ،بسم الله الرحمن الرحيم
 .وجاهد معهم

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah piagam dari 

Muhammad Nabi Allah SAW, untuk kalangan mukminin dan muslimin (yang berasal 

dari) Quraisy  dan Yatsrib (Madinah), dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri 

dan berjuang bersama mereka. 

 

II. PEMBENTUKAN UMAT 

Pasal 1 

 .إنهم أمة واحدة من دون الناس .ٔ
Sesungguhnya mereka satu umat, selain dari (komunitas) manusia yang lain. 

 

Pasal 2 

عطابها وهم ٌفدون عانٌهم بالمعروف والمسط بٌن الدٌة وإ خذالمهاجرون من لرٌش على ربعتهم ٌتعاللون بٌنهم أ .ٕ
 المإمنٌن

Kaum Muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu 

mengambil dan memberi diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan 

dengan cara baik dan adil di antara kaum mukminin. 

 

Pasal 3 
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 ولى وكل طابفة تفدى عانٌها بالمعروف والمسط بٌن المإمنٌنعلى ربعتهم ٌتعاللون معاللهم الأ عوف وبنو .ٖ

Banu „Auf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu membayar diat di 

antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik 

dan adil di antara kaum mukminin. 

 

Pasal 4 

 إمنٌنولى وكل طابفة منهم تفدى عانٌها بالمعروف والمسط بٌن المساعدة على ربعتهم ٌتعاللون معاللهم الأ وبنو .ٗ
Banu Sa‟idah sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu membayar diat 

di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik 

dan adil di antara kaum mukminin. 

 

Pasal 5 

 وكل طابفة منهم تفدى عانٌها بالمعروف والمسط بٌن المإمنٌن ولىنو الحرث على ربعتهم ٌتعاللون الأوب .٘
Banu Al-Harts sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu membayar diat 

di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik 
dan adil di antara kaum mukminin. 

 

Pasal 6 

 ولى وكل طابفة منهم تفدى عانٌها بالمعروف والمسط بٌن المإمنٌنربعتهم ٌتعاللون معاللهم الأ جشم على وبنو .ٙ
Banu Jusyam sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu membayar diat 

di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik 

dan adil di antara kaum mukminin. 

 

 

Pasal 7 

 ولى وكل طابفة منهم تفدى عانٌها بالمعروف والمسط بٌن المإمنٌنربعتهم ٌتعاللون معاللهم الأ وبنو النجار على .٧
Banu An-Najjar sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu membayar 

diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan 

dengan baik dan adil di antara kaum mukminin. 

 

Pasal 8 

ولى وكل طابفة منهم تفدى عانٌها بالمعروف والمسط بٌن ربعتهم ٌتعاللون معاللهم الأ وبنو عمرو بن عوف على .٨
 المإمنٌن

Banu „Amru bin „Auf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu 

membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan 

tawanan dengan baik dan adil di antara kaum mukminin. 

 

Pasal 9 

 طابفة منهم تفدى عانٌها بالمعروف والمسط بٌن المإمنٌن ولى وكلربعتهم ٌتعاللون معاللهم الأ وبنو النبٌت على .٩
Banu Al-Nabit sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu membayar diat 

di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik 

dan adil di antara kaum mukminin. 

 

Pasal 10 

ولى وكل طابفة منهم تفدى عانٌها بالمعروف والمسط بٌن ربعتهم ٌتعاللون معاللهم الأ وس علىوبنو الأ .ٓٔ
 المإمنٌن

Banu Al-Aus sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu-membahu membayar diat 

di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik 

dan adil di antara kaum mukminin. 
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III. PERSATUAN SEAGAMA 

Pasal 11 

 .وعملأن ٌعطوه بالمعروف فى فداء وإن المإمنٌن لاٌتركون مفرجا بٌنهم أ .ٔٔ

Kaum mukminin tidak membiarkan orang yang berat menanggung utang di antara 

mereka, tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diat. 

 

Pasal 12 

 .ولا ٌحالـف مإمن مولى مإمن دونه .ٕٔ
Seorang mukmin tidak diperbolehkan membuat persekutuan dengan hamba mukmin 

lainnya tanpa persetujuan (tuan)nya. 

 

Pasal 13 

ظلم أو اثم أوعدوان أو فساد بٌن المإمنٌن إن أٌدٌهم سٌعة أو ابتغى دبغى منهم  ن المإمنٌن المتمٌن على منوإ .ٖٔ
 .حدهمعلٌه جمٌعا ولو كان ولد أ

Kaum mukminin yang bertaqwa bersatu menentang orang yang melampaui batas di 

antara mereka dan menuntut sesuatu secara zalim, atau jahat, atau bermusuhan atau 

membuat kerusakan di kalangan kaum mukminin. Mereka kompak dalam menentangnya, 

sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka. 

 

 

 

 

Pasal 14 

 .كافر ولا ٌنصر كافرا على مإمن ولا ٌمتل مإمن مإمنا فً .ٗٔ
Seorang mukmin tidak boleh membunuh mukmin lainnya karena sebab membunuh orang 

kafir. Seorang mukmin juga tidak boleh membantu orang kafir untuk membunuh orang 

beriman. 

 

Pasal 15 

 .عضهم موالً بعض دون الناسوإن ذمة الله واحدة ٌحٌد علٌهم أدناهم وإن المإمنٌن ب .٘ٔ

Jaminan perlindungan Allah satu, diberikan kepada mereka yang paling rendah (lemah). 

Kaum mukminin itu sebagiannya menjadi pelindung bagi sebagian lainnya, selain dari 

(komunitas) manusia yang lain. 

 

IV. PERSATUAN SEGENAP WARGA NEGARA 

Pasal 16 

 .لومٌن ولا متناصر علٌهمسوة غٌر مظإن له النصر والأنه من تبعنا من ٌهود فوإ .ٙٔ
Orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, mereka tidak 

dizalimi dan tidak diserang. 

 

Pasal 17 

 .لا على سواء وعدل بٌنهمدون مإمن فً لتال فً سبٌل الله إ ن سلم المإمنٌن واحدة لا ٌسالم مإمن. وإ٧ٔ

Perdamaian kaum mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat 

perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah, 

kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka. 

 

Pasal 18 

 .ن كل غازٌة غزت معنا ٌعمب بعضها بعضاوإ .٨ٔ
Setiap pasukan yang berperang bersama kita bahu-membahu satu sama lain. 
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Pasal 19 

سبٌل الله وإن المإمنٌن والمتمٌن على أحسن هدى  نال دماءهم فى ن المإمنٌن ٌبا بعضهم على بعض بـماوإ .٩ٔ
 .لومهوأ

Orang-orang mukmin itu bersatu padu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam 

peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk 

yang terbaik dan lurus. 

 

Pasal 20 

 .ٌحول دونه على مإمن نفسا ولا ٌجٌر مشرن مالا لمر ٌش ولا نه لاوإ .ٕٓ
Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy, 

dan tidak boleh campur tangan melawan orang beriman. 

 

Pasal 21 

ٌحل لهم  ن المإمنٌن علٌه كافة ولابه إلا أن ٌرضى ولً الممتول وإ نه لوده من اعتبط مإمنا لتلب عن بٌنة فإنوإ .ٕٔ
 .الالٌام علٌه

Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus 

dihukum bunuh, kecuali wali terbunuh rela (menerima diat). Segenap orang beriman 

harus bersatu dalam menghukumnya dan tidak boleh melindunginya. 

 

 

 

 

Pasal 22 

أن ٌنصر محدثا ولا ٌـإوٌه وإنه من  لصحٌفة وآمن بالله والٌوم الآخرنه لا ٌحل لمإمن ألر بما فى هذه اوإ .ٕٕ
 .عدل ٌـإخذ منه صرف ولا ن علٌه لعنة الله وغضبه ٌوم المٌامة ولاإو آواه فنصره أ

Tidak dibenarkan orang mukmin yang mengakui piagam ini, dan beriman kepada Allah 

dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi perlindungan kepadanya. 

Siapa yang memberi bantuan dan perlindungan untuknya, akan mendapat kutukan dan 

kemurkaan Allah pada hari kiamat, dan tidak akan diterima darinya penyesalan dan 

tebusan. 

 

Pasal 23 

 .محمد صلى الله عليه وسلملى وجل وإ لى الله عزوإنكم مهما اختلفتم فٌه من شٌا فإن مرده إ .ٖٕ
Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah 

Azza Wa Jalla dan (keputusan) Muhammad SAW. 

 

V. GOLONGAN MINORITAS 

Pasal 24 

 داموا محاربٌن ن الٌهود ٌنفمون مع المإمنٌن ماوإ .ٕٗ
Kaum Yahudi memikul biaya bersama kaum mukminin selama dalam peperangan. 

 

Pasal 25 

، إلا من ظلم وأثم فإنه لا نفسهمدٌنهم وللمسلمٌن دٌنهم موالٌهم وأللٌهود  ،مة مع المإمنٌنوإن ٌهود بنً عوف أ .ٕ٘
 .هل بٌتهٌـوبخ إلا نفسه وأ

Kaum Yahudi dari Bani „Auf adalah satu umat dengan kaum mukminin. Bagi kaum 

Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini 

berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat, 

maka janganlah ia menjelekkan melainkan diri dan keluarganya. 

 

Pasal 26 
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 عوفلٌهود بنى  ن لٌهود بنى النجار مثل ماوإ .ٕٙ
Kaum Yahudi Bani Najjar memiliki hak sama seperti Yahudi Banu „Auf. 

 

Pasal 27 

 لٌهود بنى عوف ن لٌهود بنى الحرث مثل ماوإ .٧ٕ
Kaum Yahudi Bani al-Harts memiliki hak sama seperti Yahudi Banu „Auf. 

 

Pasal 28 

 لٌهود بنى عوف ٌهود بنى ساعدة مثل مان لوإ .٨ٕ
Kaum Yahudi Banu Sa‟idah memiliki hak sama seperti Yahudi Banu „Auf. 

 

Pasal 29 

 لٌهود بنى عوف ن لٌهود بنى جشم مثل ماوإ .٩ٕ
Kaum Yahudi Banu Jusyam memiliki hak sama seperti Yahudi Banu „Auf. 

 

Pasal 30 

 لٌهود بنى عوف وس مثل ماوإن لٌهود بنى الأ .ٖٓ
Kaum Yahudi Banu Al-Aus memiliki hak sama seperti Yahudi Banu „Auf. 

 

 

 

 

Pasal 31 

 .هل بٌتهنفسه وأ لامن ظلم وأثم فإنه لا ٌوبخ إ لا، إلٌهود بنى عوف ن لٌهود بنى ثعلبة مثل ماوإ .ٖٔ
Kaum Yahudi Banu Tsa‟labah memiliki hak sama seperti Yahudi Banu „Auf, kecuali 

yang zalim dan jahat, maka janganlah ia menjelekkan melainkan diri dan keluarganya. 

 

Pasal 32 

 نفسهم. وإن جفنة بطن ثعلبة كؤٕٖ
Kaum Yahudi Banu Jafnah dari Tsa‟labah memiliki hak sama seperti Yahudi Banu „Auf. 

 

Pasal 33 

 ن البر دون الاثم، وإلٌهود بنى عوف لشطٌبة مثل مان لبنى اوإ .ٖٖ
Kaum Yahudi Banu as-Syutaibah memiliki hak sama seperti Yahudi Banu „Auf. Dan 

kebajikan itu tanpa dosa. 

 

Pasal 34 

 كؤنفسهم ةن موالً ثعلبوإ .ٖٗ
Sekutu-sekutu Tsa‟labah memiliki hak sama seperti mereka (Banu Tsa‟labah). 

 

Pasal 35 

 ن بطانة ٌهود كؤنفسهموإ .ٖ٘
Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) memiliki hak sama seperti mereka (Yahudi). 

 

VI. TUGAS WARGA NEGARA 

Pasal 36 

ن فبنفسه فتن وأهل بٌته إلا فتنه من ، وإنه لا ٌنحجرعلى ثار جرح، وإذن محمد صلى الله عليه وسلممنهم إلا بإ حدوإنه لا ٌخرج أ .ٖٙ
 .هذا برمن ظلم وإن الله على أ

Tidak seorang pun dibenarkan (untuk berperang), kecuali seizin Muhammad SAW. Ia 

tidak boleh dihalangi  (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa 
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berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan 

keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesunggunya Allah sangat membenarkan ketentuan ini. 

 

Pasal 37 

ن بٌنهم د نفمتهم وعلى المسلمٌن نفمتهم وإن بٌنهم النصرعلى من حارب أهل هذه الصحٌفة وإن على الٌهووإ .٧ٖ
 .ن النصر للمظلومون الاثم وإنه لم ٌؤثم امرإ بـحلٌفه وإالنصح والنصٌحة والبر د

Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. 

Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu-membantu dalam menghadapi musuh piagam ini. 

Mereka saling memberi saran dan nasehat serta kebaikan tanpa melakukan kejahatan. 

Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pertolongan 

diberikan kepada pihak yang teraniaya. 

 

Pasal 38 

 .موا محاربٌنالٌهود ٌنفمون مع المإمنٌن ما دا نوإ .٨ٖ
Kaum Yahudi memikul biaya bersama kaum mukiminin selama dalam peperangan. 

 

VII. PERLINDUNGAN NEGARA 

Pasal 39 

 .هل هذه الصحٌفةلأ ن ٌثرب حرام جوفهاوإ .٩ٖ

Yatsrib itu tanahnya haram (suci) bagi warga piagam ini. 

 

 

Pasal 40 

 .اثم ن الجار كالنفس غٌر مضار ولاوإ .ٓٗ
Orang yang berlindung diperlakukan seperti diri penjamin (pelindung), sepanjang tidak 

bertindak merugikan dan tidak jahat. 

 

Pasal 41 

 .هلهاحرمة إلا بإذن أ نه لا تجاروإ .ٔٗ
Jaminan (perlindungan) tidak boleh diberikan kecuali seizin ahlinya. 

 

VIII. PIMPINAN NEGARA 

Pasal 42 

 لى محمد صلىوجل وإ لى الله عزاف فساده فإن مرده إهل هذه الصحٌفة من حدث واشتجار ٌخأوإنه ما كان بٌن  .ٕٗ
 .بره على أتمى ما فى هذه الصحٌفة وأن اللهالله علٌه وسلم وإ

Bila terjadi suatu persitiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini, yang 

dikhawatirkan menimbulkan kerusakan, diserahkan penyelesaiannya menurut (ketentuan) 

Allah Azza Wa Jalla, dan (keputusan) Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah sangat 

memelihara dan memandang baik isi piagam ini. 

 

Pasal 43 

 .نه لاتجار لرٌش ولا من نصرهاوإ .ٖٗ
Tidak ada perlindungan bagi Quraisy (Mekkah) dan juga bagi pendukung mereka. 

 

Pasal 44 

 .ن بٌنهم النصر على من دهم ٌثربوإ .ٗٗ
Mereka (pendukung Piagam ini) bahu-membahu dalam menghadapi penyerang kota 

Yatsrib (Madinah). 

 

Pasal 45 
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 نه لهم علىوإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلن فإ وإذا دعوا إلى صلح ٌصالحونه )وٌلبسونه( فإنهم ٌصالحونه وٌلبسونه .٘ٗ
 .ناس حصتهم من جابنهم الذى لبلهمإلا من حارب فً الدٌن، على كل أ المإمنٌن

Apabila mereka (pendukung Piagam ini) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) 

memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus 

dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi 

ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang atas 

nama agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai 

tugasnya. 

 

IX. POLITIK PERDAMAIAN 

Pasal 46 

ن ل هذه الصحٌفة مع البر الحسن من أهل هذه الصحٌفة وإهلأ نفسهم على مثل مالٌهم وأوس مواوإن ٌهود الأ .ٙٗ
 .البر دون الاثم

Kaum Yahudi al-Aus, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti 

kelompok lain pendukung Piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua 

pendukung Piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan 

(pengkhianatan).  
 

 

 

 

 

X. PENUTUP 

Pasal 47 

حول هذا الكتاب دون نه لا ٌعلى نفسه، وإن الله على أصدق فى هذه الصحٌفة وأبره، وإ لاكاسب إولا ٌكسب  .٧ٗ
ن الله جار لمن بر واتمى ومحمد رسول الله ن خرج آمن ومن لعد آمن بالمدٌنة إلا من ظلم وأثم وإنه مم. وإظالم وآث
 .صلى الله عليه وسلم

Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sungguh Allah sangat membenarkan 

dan memandang baik isi Piagam ini. Piagam ini tidak membela orang zalim dan jahat. 

Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang yang tetap berada di Madinah aman, 

kecuali orang yang zalim dan jahat. Sungguh Allah adalah Pelindung orang yang berbuat 

baik, bertakwa dan (Pelindung) Muhammad Rasulullah SAW. 

 

*** 

 

Dengan meneliti dan mencermati Piagam Madinah seperti dipaparkan di atas 

dapat diambil kesimpulan seperti berikut: 

1. Piagam Madinah adalah Piagam yang luar biasa karena dibuat empat belas 

abad yang lalu atas perintah Nabi Muhammad SAW tatkala berhijrah dari 

Mekkah ke Madinah sekitar tahun 622M. Piagam Madinah merupakan 

deklarasi awal yang memperkenalkan HAM sebagaimana dipraktekkan oleh 

Nabi Muhammad SAW di dalam masyarakat Madinah yang plural dan terdiri 

dari berbagai macam suku bangsa dan pemeluk agama. Dengan Piagam 

Madinah, masyarakat dari seluruh golongan kala itu dapat bersatu padu, saling 

mendukung dan tanpa tindakan kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam 
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telah mengakui dan memperhatikan masalah HAM dan bahkan telah 

dipraktekkan oleh kaum Muslimin dalam kehidupan nyata jauh lebih dahulu 

dibanding dengan Deklarasi HAM oleh PBB yang baru dibuat pada tahun 

1948. 

2. Piagam Madinah dapat disebut sebagai cikal-bakal, model dan pemicu 

kelahiran dokumen-dokumen HAM lainnya menurut perspektif Islam. 

3. Piagam Madinah dibuat bagi semua kelompok dan golongan masyarakat yang 

ada di Madinah saat itu, yaitu kaum Mukminin dari kalangan Muhajirin dan 

Ansor, kaum Yahudi dengan berbagai macam puaknya dan kaum Musyrikin 

di Madinah dan sekitarnya, dengan tujuan menggabungkan keragaman 

tersebut menjadi satu umat yang saling menghormati dan bahu-membahu 

melawan musuh bersama. 

4. Semua orang dan setiap kabilah kabilah tanpa kecuali tunduk kepada sistem 

dan hukum Islam. Setiap perselisihan yang terjadi baik antara orang-orang 

yang seagama maupun antar agama dalam permasalahan-permasalahan 

duniawi, penyelesaiannya dikembalikan kepada hukum Islam. Namun dalam 

masalah akidah dan ibadah, masing-masing berhak melaksanakannya sesuai 

dengan agama dan keyakinan masing-masing. Tidak ada paksaan untuk 

memeluk agama Islam meskipun yang mempunyai otoritas tertinggi saat itu di 

Madinah adalah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau. 

5. Seluruh warga negara Madinah, baik Muslim maupun Non Muslim 

berkedudukan sama di hadapan hukum. 

6. Seluruh warga negara Madinah memiliki hak dan kewajiban yang sama, adil 

dan tanpa diskriminasi.  

7. Interaksi antara komunitas Muslim dengan non Muslim didasarkan pada 

prinsip-prinsip: bertetangga dengan baik, saling membantu dalam menghadapi 

musuh bersama, membela yang lemah dan teraniaya, saling menasehati, dan 

menghormati agama dan keyakinan masing-masing. 

8. Stabilitas negara adalah kewajiban bersama. Tidak boleh membentuk 

kelompok atau bekerjasama dan apalagi berkonspirasi dengan komunitas lain, 

tanpa perkenan dari Muhammad SAW. sebagai kepala negara.  

 

2. Deklarasi Universal Islam Hak Asasi Manusia. 
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Deklarasi Islam Universal Hak Asasi Manusia diadopsi oleh Dewan Islam Eropa 

pada tanggal 21 Dzul Qa‟dah 1401 / 19 September 1981. Deklarasi Islam Universal Hak 

Asasi Manusia ini adalah dokumen pokok kedua setelah Deklarasi Universal mengenai 

Hak Asasi Manusia dalam Islam  yang diumumkan di Konferensi Internasional tentang 

Nabi Muhammad SAW. dan misinya, yang diadakan di London pada tanggal 12-15 April 

1980. 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam Islam dicanangkan oleh Dewan 

Islam Eropa untuk menandai awal abad ke-15 Hijriyah dan disusun oleh para ulama 

Muslim terkemuka, ahli hukum dan perwakilan dari berbagai gerakan dan pemikiran 

Islam. 

Di dalam kata pengantarnya, Sekertaris Jenderal Dewan Islam Eropa antara lain 

menyatakan bahwa hak asasi manusia dalam Islam berakar kuat di atas keyakinan bahwa 

Allah adalah Pembuat hukum dan Sumber segala hak asasi manusia. Dan oleh karena hak 

asasi manusia adalah anugerah Allah, maka tidak ada penguasa, pemerintah, organisasi 

atau otoritas apa pun yang boleh memperkecil atau membatasi atau membiarkannya. 

Hak asasi manusia dalam Islam merupakan bagian integral dari sistem Islam yang 

umum dan bersandar kepada al-Quran dan hadis. Menjadi suatu kewajiban atas semua 

pemerintah Muslim dan organ masyarakat untuk berkomitmen terhadapnya, baik secara 

tersurat maupun tersirat dalam kerangka sistem tersebut. 

Sayangnya, hak asasi manusia dilanggar dengan cara yang paling buruk dan 

menjijikkan di banyak negara dunia, termasuk beberapa negara Muslim. Pelanggaran-

pelanggaran tersebut menyadarkan hati nurani dunia dengan berjalannya waktu. 

(Anonim, 1981) 

Deklarasi ini diharapkan memberikan dorongan kuat kepada bangsa-bangsa 

Muslim untuk berdiri teguh dan membela dengan tegas dan berani hak-hak yang 

diberikan kepada mereka oleh Allah. 

Deklarasi ini berisi 23 pasal yang didahului  dengan preambul, lalu pasal-pasal 

mengenai hak hidup, hak untuk kebebasan, hak untuk kesetaraan dan larangan 

diskriminasi, hak untuk keadilan, hingga yang terakhir adalah pasal mengenai hak 

kebebasan untuk berpindah dan berdomisili, lalu disudahi dengan penjelasan dan 

referensi dari al-Quran dan hadis untuk setiap pasal.  

Deklarasi ini menurut sebagian penulis, dibuat untuk menjawab bagaimana 

tantangan zaman menemukan HAM dalam Islam yang seimbang, Islami dan tidak 

individualistis. Tapi Deklarasi ini kurang mendapat respon dari kalangan intelektual dan 
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cendekiawan, baik dari dunia Islam maupun dunia Barat. Sulit menemukan referensi 

mengenai Deklarasi ini. Biasanya, ia hanya disinggung secara sekilas dalam banyak 

tulisan. Hal ini terjadi, mungkin karena Deklarasi ini seolah-olah dibuat sebagai saingan 

Deklarasi Universal HAM dari Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948 dan 

perumusannya senada dengannya, hanya ditambah dan dilengkapi dengan sumber Islami 

yaitu al-Quran dan Hadis. Selain itu, gaya bahasa dan istilah-istilah dalam Deklarasi ini 

memang sangat terasa Barat, khususnya Perancis. (Sardi, 2014). 

Berikut ini dipaparkan teks asli Deklarasi Islam Universal Hak Asasi Manusia 

dalam bahasa Arab dan terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, sehingga bisa 

diketahui apakah Deklarasi ini hanya sekedar copy paste dari DUHAM PBB, atau 

kontennya berbeda dan memang merujuk kepada dua sumber Islam; al-Quran dan Hadis 

sehingga bisa dianggap sebagai HAM Islami. 

 

ن ذكََرٍ وَأنُثىَ وَجَعلَْنَاكُمْ شُعوُبًا وَلبَاَبلَِ لِتعََارَفوُا إِنَّ أكَْرَ  َ عَلٌِم  ٌَا أٌَُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَمْناَكُم مِّ ِ أتَمَْاكُمْ إِنَّ الََّّ مَكُمْ عِندَ الََّّ
.  (.31: 24رٌم، الحجرات )المرآن الك خَبٌِر 

Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya, Kami telah menciptakan kamu semua dari laki-

laki dan perempuan, dan Kami telah membuat kamu menjadi bangsa-bangsa dan suku-

suku, supaya kamu saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya, yang paling mulia di 

antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya  Allah 

Maha Menegtahui lagi Maha Mengenal. (Al Quran, surat al-Hujurat 49:13) 

 

 الدٌباجة 
Preambul 

 والممع الخوف من خالٌة بٌبة فً وٌزدهرون وٌنمون فٌه ٌعٌشون عادل عالمً بنظام الأزلً الناس طموح أن حٌث
 ٌتحمك؛ لم والحرمان والاستغلبل

MENGINGAT aspirasi manusia sejak dahulu kala untuk tatanan dunia yang adil di mana 

orang bisa hidup, berkembang dan makmur dalam lingkungan yang bebas dari ketakutan, 

penindasan, eksploitasi dan perampasan, masih belum tercapai; 

 

 أو مسإولٌة، بغٌر تهُدر وافرة التصادٌة عٌش وسابل منحه فً تنعكس التً البشري للجنس الإلهٌة الرحمة أنّ  وحٌث
 حك؛ وجه بغٌر الأرض سكان منها، ٌحُرم

MENGINGAT kasih sayang Ilahi kepada umat manusia yang tercermin dalam 

anugerahNya berupa sarana penghidupan perekonomian yang melimpah terbuang tanpa 

tanggungjawab, atau penduduk bumi dihalangi daripadanya tanpa hak; 

 

 إطاراً  والسلبم، الصلبة علٌه محمد نبٌه سنة وفً الكرٌم المرآن فً رإاه خلبل من البشري الجنس منح الله أنّ  وحٌث
 وٌنظمها؛ البشرٌة والعلبلات المإسسات ضمنه ٌمٌم ملزماً  ٌاً وأخلبل لانونٌناً 

MENGINGAT Allah telah memberikan manusia melalui wahyuNya dalam Al-Quran dan 

Sunnah Nabi Muhammad SAW kerangka hukum dan moral yang mengikat dan mengatur 

lembaga-lembaga kemanusiaan; 

 

 البشري الجنس على والشرف الكرامة إسباغ إلى تهدف الإلهً المانون علٌها ٌنص التً نسانالإ حموق أن وحٌث
 والظلم؛ الممع على المضاء وإلى



124 

 

MENGINGAT hak asasi manusia yang ditetapkan oleh hukum Ilahi bertujuan untuk 

menganugerahkan martabat dan kehormatan kepada umat manusia dan untuk 

menghilangkan penindasan dan kezaliman; 

 

 والجمعٌات السلطات من الإهمال أو الإبطال أو للبنتهان لابلة غٌر المصدر، الإلهٌة الحموق، هذه أن وحٌث
 والتصرف؛ للتنازل لابلة وغٌر الأخرى والمإسسات

MENGINGAT hak-hak berdasarkan sumber Ilahi ini tidak bisa dilanggar atau dibatalkan 

atau diabaikan oleh pemerintah atau organisasi atau lembaga lain, dan tidak bisa dibuang 

atau diubah; 

 

 المإمنون المسلمون نحن لذلن،
 الموانٌن؛ ومصدر البشر هادي والسٌد والرزاق الخالك الرحٌم، الرحمن بالله، ( د
 الأرض؛ على الله إرادة لتحمٌك خلك الذي الإنسان بخلبفة ( ر
 التً الأخٌرة الإلهٌة بالرسالة أوجها مهمتهم بلغت الذٌن الأنبٌاء بها ٌبعث التً الإلهٌة الهداٌة بحكمة  ( ر

 أجمع؛ البشري الجنس إلى (وسلم علٌه الله صلى) محمد النبً نملها
 لبشريا الجنس مسابل فً الصحٌحة الهداٌة عن لاصر الله، من الرإٌا نور بدون وحده الرشد بؤن ( ز

 هٌؤتها فً الإلهٌة الهداٌة جوهر تمثل الإسلبم تعالٌم وبؤن الإنسان، لنفس الروحً الغذاء توفٌر وعن
 الله؛ علٌه أسبغها التً والكرامة العلٌا بالمرتبة الإنسان تذكٌر وبواجب المثالٌة، النهابٌة

ً  البشر بدعوة ( ش  الإسلبم؛ رسالة إلى جمٌعا
ً  وبؤن حمولنا على وموجباتنا واجباتنا تتفوق الله، مع الابتدابً عهدنا وبموجب وبؤنه، ( ظ  ٌمع ملزماً  موجبا

 حٌاتنا فً لا فاعلة وبجعلها مناسبة، وبطرق والعمل بالكلمة الإسلبم، تعالٌم بنشر مناّ كل عاتك على
 ككل؛ حولنا من المجتمع فً بل فحسب، كؤفراد

 :إسلبمً نظام بتؤسٌس بواجبنا ( ص

 التمٌٌز ٌعانً أو غٌره عن تفرله بامتٌازات منهم أي ٌتمتع ولا اوٌنمتس جمٌعاً  البشر فٌه ٌكون .15
 اللغة؛ أو الأصل أو الجنس أو اللون أو العرق بسبب

 أحراراً، جمٌعهم البشر فٌه ٌولد .16

 الشالة؛ والأعمال العبودٌة فٌه تممت .17

 ة؛الاجتماعٌ الحٌاة أساس هً بما وتكرمها وتحمٌها العابلبت تؤسٌس تحفظ شروط فٌه تسود .18

 أمامه؛ وٌتساوون للشرع سواء حد على والمحكومون الحكام فٌه ٌخضع .19

 سواها؛ دون الشرع مع تتماشى التً للوصاٌا الطاعة فٌه تبدى .21

 مع علٌه، ٌنص لما ووفماً  الشرع، حدود ضمن تمارس ممدسة أمانة الزمنٌة السلطات فٌه تعتبر .21
 ٌحددها؛ التً للؤولوٌات الواجبة العناٌة

 جمٌعاً  البشر منها لٌستفٌد البشرٌة، على أسُبغت إلهٌة بركات كلها الالتصادٌة واردالم فٌه تعتبر .22
 ولٌمهما؛ والسنة المرآن لمواعد وفماً 

 بٌن الشورة بعد الأخٌرة هذه تدٌر التً السلطة وتمارس ولٌادتها العامة المسابل تحدٌد فٌه ٌتم .23
 العامة؛ والمصلحة الشرٌعة مع ٌاً كل تتماشى لرارات اتخاذ فً الإسهام المخولٌن  المإمنٌن

 أعمالهم؛ مع ٌتوافك بما المسإولٌة وٌتحملون ولدراتهم تتوافك موجبات الجمٌع فٌه ٌلتزم .24

 حمولهم؛ انتهكت حال فً الشرع فً مناسبة ناجعة تدابٌر وجود من الجمٌع فٌه ٌتؤكد .25

 النطاق وفً الأخٌر هذا به ٌسمح بما إلا الشرع، له ٌضمنها التً حموله من أحد أي فٌه ٌحرم لا .26
 به؛ ٌسمح الذي

 أو ككل، المجتمع تستهدف جرابم ٌرتكب من كل ضد المانونٌة الدعاوى بإلامة فرد لكل فٌه ٌحك .27
 أفراده؛ من فرد أي

 :أجل من جهد فٌه ٌإلى لا .28
i. والممع، والظلم الاستغلبل من نوع كل من البشري الجنس تحرٌر ضمان 

ii. ْذٕذرج ٚاٌرً اٌّمثٌٛح ٚاٌطرق ٌلأحىاَ ٚفما   ٍّع،ٌٍج ٚاٌحرٌح ٚاٌىراِح الأِٓ ضّا 

  اٌشرع؛ عٍٍٙا ٌٕض اٌرً اٌحذٚد ضّٓ
Oleh karena itu, kami sebagai orang-orang Islam yang yakin kepada: 
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a) Allah, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Sang Pencipta, Pemberi rezeki, 

Tuan, Pemberi petunjuk kepada manusia dan Sumber segala hukum; 

b) kekhalifahan manusia yang telah diciptakan untuk mewujudkan kehendak Allah di 

bumi; 

c) hikmah bimbingan Ilahi yang dibawa oleh para nabi, yang misinya menemukan titik 

puncak dalam pesan Ilahi akhir yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW 

kepada seluruh umat manusia; 

d) bahwa rasionalitas saja tanpa cahaya wahyu dari Allah tidak bisa menjadi panduan 

pasti dalam urusan manusia dan tidak bisa menyediakan santapan rohani bagi jiwa 

manusia. Dan bahwa ajaran Islam merupakan intisari dari bimbingan Ilahi dalam 

bentuknya yang sempurna, merasa berkewajiban untuk mengingatkan manusia akan 

status tinggi dan martabat yang dianugerahkan kepadanya oleh Allah; 

e) dakwah kepada seluruh manusia menuju misi Islam; 

f) ketentuan perjanjian awal kami dengan Allah, tugas dan kewajiban kami memiliki 

prioritas di atas hak-hak kami, dan bahwa ada tugas terletak di bahu kami masing-

masing untuk menyebarkan ajaran Islam, dengan kata-kata, perbuatan dan dengan 

segala cara yang sesuai, dan untuk membuat ajaran tersebut efektif bukan hanya 

dalam kehidupan pribadi kita, tetapi juga di dalam masyarakat sekitar kita; 

g) kewajiban kami untuk membangun sebuah tatanan Islam: 

1) di mana semua manusia sama, tanpa ada yang menikmati hak istimewa yang 

membedakannya dengan orang lain atau menderita diskriminasi karena alasan ras, 

warna kulit, jenis kelamin, asal atau bahasa; 

2) di mana semua manusia dilahirkan bebas; 

3) di mana perbudakan dan kerja paksa dibenci; 

4) di mana kondisi harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga institusi keluarga 

harus dilestarikan, dilindungi dan dihormati sebagai dasar dari kehidupan sosial; 

5) di mana penguasa dan rakyat sama-sama tunduk dan sama di hadapan hukum 

tersebut; 

6) di mana ketaatan harus diberikan kepada perintah yang sejalan dengan hukum; 

7) di mana semua kekuasaan duniawi dianggap sebagai amanat suci yang harus 

dilaksanakan dalam batas yang ditentukan oleh syariat dan dalam cara yang 

disetujui olehnya, dan dengan memperhatikan prioritas yang ditetapkannya; 

8) di mana semua sumber daya ekonomi akan diperlakukan sebagai berkah Ilahi 

yang diberikan kepada umat manusia, untuk dinikmati oleh semua sesuai dengan 

aturan dan nilai-nilai yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah; 

9) di mana semua urusan publik harus ditentukan dan dipimpin, dan kewenangan 

untuk mengurusnya harus dilaksanakan setelah musyawarah antara orang-orang 

beriman yang memenuhi syarat untuk berkontribusi pada keputusan yang sesuai 

baik dengan syariat maupun kepentingan publik; 

10) di mana setiap orang harus melakukan kewajiban secara proporsional sesuai 

dengan kapasitasnya dan memikul tanggung jawab sesuai perbuatannya; 

11) di mana setiap orang, dalam kasus pelanggaran hak-haknya, yakin langkah-

langkah perbaikan yang tepat sesuai dengan syariat; 

12) di mana tidak seorangpun dapat dirampas haknya yang dijamin syariat, melainkan 

yang dibenarkan dan sejauh yang diizinkan oleh syariat; 

13) di mana setiap individu berhak untuk melakukan tindakan hukum terhadap siapa 

saja yang melakukan kejahatan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau 

terhadap salah satu anggotanya; 

14) di mana setiap usaha harus dilakukan untuk: 
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i. menjamin pembebasan umat manusia dari setiap jenis eksploitasi, kezaliman 

dan penindasan, 

ii. menjamin keamanan, martabat dan kebebasan untuk semua, sesuai dengan 

hukum dan cara-caya yang dapat diterima serta dalam batasan-batasan yang 

ditetapkan oleh hukum; 

 

ٔؤوذ تّٛجثٗ، وخذاَ لله ٚوأعضاء فً الأخٛج الإضلاٍِح اٌعاٌٍّح، فً تذاٌح اٌمرْ اٌخاِص عشر ٘جري، عٍى اٌرسإِا 

 تذعُ اٌحمٛق اٌراٌٍح غٍر اٌماتٍح ٌلأرٙان ٚاٌرظرف ٚاٌرً ٔعرثر٘ا ِٓ طٍُّ الإضلاَ.
Dengan ini, sebagai hamba Allah dan sebagai anggota Persaudaraan Islam Universal, 

pada awal abad XV dari Era Islam, menegaskan komitmen kami untuk menjunjung tinggi 

hak asasi manusia berikut yang tidak dapat diganggu-gugat dan dicabut dan  yang kami 

anggap ajaran inti Islam. 

 

I ٌاةالح فً الحك 

 مسوغ دون من الأرواح إزهاق ٌجوز لا كما حماٌتها على الحرص وٌتعٌن إنسان لكل مكفولة وهً ممدسة الحٌاة (أ
 .شرعً
 .علٌها الاعتداء ٌجوز ولا مصونة الإنسان جسد وسلبمة موته، وبعد حٌاته فً حرمته إنسان لكل (ب

 

 

 

I. Hak Hidup 

a) Kehidupan adalah suci dan ia dijamin untuk setiap manusia dan setiap usaha harus 

dilakukan untuk melindunginya. Tidak boleh menghilangkan nyawa melainkan dengan 

alasan yang dibenarkan hukum. 

b) Setiap manusia memiliki kehormatan dalam kehidupannya dan setelah kematiannya, 

dan keselamatan badan manusia terpelihara dan tidak boleh diganggu gugat. 

 

II الحرٌة فً الحك 

 .الشرع ٌمتضٌه بما إلا حرٌته ٌممع أن لأحد ولٌس حراً  الإنسان ٌولد (أ
 ٌحك كما والسٌاسٌة، والالتصادٌة والثمافٌة الجسدٌة بالحرٌة للتصرف لابل غٌر بحك شعب وكل فرد كل ٌتمتع (ب
 أفراد دعم بطلب الممع ٌعانً شعب أو فرد كل حك الشرع وٌضمن الحك؛ لهذا انتهان لأي لوسابلا بشتى التصدي له

 .صراعه فً أخرى شعوب أو آخرٌن
II. Hak untuk Kebebasan 

a) Manusia dilahirkan bebas. Tidak ada orang yang boleh membatasi kebebasannya 

melainkan yang ditetapkan hukum. 

b) Setiap orang dan setiap bangsa menikmati hak yang tidak bisa diganggu gugat berupa 

kebebasan fisik, budaya, ekonomi dan politik, dan berhak untuk berjuang dengan segala 

cara melawan setiap pelanggaran hak ini. Hukum menjamin hak setiap orang atau bangsa 

yang tertindas untuk meminta dukungan dari orang atau masyarakat lain dalam 

perjuangannya itu. 

 

III الممبول غٌر التمٌٌز ومنع المساواة فً الحك 

 .ظله فً وبالحماٌة متساوٌة بفرص وٌتمتعون الشرع أمام سواسٌة الناس (أ
 .عمله ممابل عادلاً  أجراً  ٌتماضى أن إنسان لكل (ب
 أو اللون أو الدٌنً المعتمد بسبب الجسدي، التعدي أو للتمٌٌز ٌتعرض ولا العمل فرصة من إنسان أي ٌحرم لا (ج

  .اللغة أو الجنس أو الأصل

III. Hak untuk Kesetaraan dan Larangan Diskriminasi 

a) Semua orang setara di hadapan hukum dan berhak atas peluang yang sama dan 

perlindungan di bawah naungannya. 
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b) Semua orang berhak atas upah yang adil sebagai imbalan atas pekerjaannya. 

c) Tidak ada seorangpun yang dihalangi dari peluang kerja atau diperlakukan secara 

diskriminatif dan mendapat penyiksaan fisik dengan alasan keyakinan agama, warna 

kulit, asal, jenis kelamin atau bahasa. 

  

IV العدالة فً الحك 

 .فمط الشرع ومع الشرع، مع تتوافك بمعاملة ٌحظى أن شخص لكل ٌحك (أ 
 كل فً الشرع بها ٌسمح التً الوسابل إلى واللجوء الظلم؛ على الاعتراض واجب علٌه ٌمع كما الحك إنسان لكل (ب
 محاكمة على والحصول إلٌه توجه اتهامات أي وجه فً نفسه عن والدفاع شرعٌة؛ غٌر وخسارة ذىأ من ٌطاله ما

 .أخرى سلطات أي أو العامة السلطات مع نزاع أي فً مستملة محكمة أمام عادلة
 (الحسبة) ككل المجتمع وعن آخر شخص حموق عن الدفاع واجب علٌه ٌمع كما الحك إنسان لكل (ج
 .العامة أو الخاصة الحموق عن ٌدافع إذ للتمٌٌز سانإن إي ٌتعرض لا (د
 .أصدره من كان أٌاً  للشرع، منافٍ  أمر لأي الانصٌاع رفض واجب علٌه ٌمع كما الحك مسلم لكل (ه

IV. Hak untuk Keadilan 

a) Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sesuai dengan hukum, dan hanya sesuai 

dengan hukum saja. 

b) Setiap orang memiliki hak dan kewajiban untuk memprotes kezaliman; dan untuk 

menggunakan cara-cara yang dibenarkan hukum untuk menuntut pencederaan dan 

kerugian yang tidak sah dan untuk mempertahankan diri dari tuduhan-tuduhan yang 

ditujukan kepadanya dan mendapatkan peradilan yang adil di dalam pengadilan 

independen dalam perselisihannya dengan otoritas publik atau otoritas lainnya. 

c) Setiap orang memiliki hak dan kewajiban membela hak-hak orang lain dan masyarakat 

pada umumnya (Hisbah). 

d) Tidak ada seorangpun mendapatkan diskriminasi ketika membela hak-hak pribadi 

maupun publik. 

e) Setiap Muslim memiliki hak dan kewajiban menolak mematuhi setiap perintah yang 

bertentangan dengan hukum, dari manapun sumbernya. 

   

V العادلة المحاكمة فً الحك 

 .عادلة مستملة محكمة أمام إدانته تثبت حتى بريء متهم كل (أ
 .عنه بالدفاع الكفٌلة الضمانات كل فٌها له تإمن عادلة بمحاكمة إدانته تثبت حتى بريء متهم كل (ب
 ارتكب التً الظروف أخذ ومع الجرم، فداحة مع ٌتوافك بما وذلن الشرٌعة أحكام بموجب إلا عموبة تفرض لا (ج
 .الاعتبار فً ظلها فً
 .بوضوح الشرٌعة علٌها نصت التً الأعمال إلا جرابم تعُتبر لا (د
 لم ما كتابعٌن الجنابٌة المسإولٌة جماعته أو عابلته أفراد ٌتحمل ولا أعماله عن المسإولٌة شخص كل ٌتحمل (ه

 .الموضوع الجرٌمة ارتكاب فً مباشر غٌر أو مباشر بشكل ٌتدخلوا
V. Hak untuk Peradilan Yang Adil 

a) Setiap terdakwa bebas sehingga terbukti bersalah di depan pengadilan independent dan 

adil. 

b) Setiap terdakwa bebas sehingga terbukti bersalah melalui peradilan adil yang 

memberikan segala jaminan yang cukup untuk pembelaannya. 

c) Hukuman tidak diberikan melainkan sesuai ketentuan hukum syariat sebanding dengan 

keseriusan kejahatan dan dengan mempertimbangkan keadaan di mana perbuatan tersebut 

dilakukan. 

d) Tidak ada tindakan kejahatan melainkan yang dinyatakan dengan jelas dalam syariat. 

e) Setiap orang bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Sebagai pengikut, anggota 

keluarga atau kelompoknya tidak memiliki tanggung jawab pidana selama mereka tidak 

turut serta baik secara langsung maupun tidak langsung dalam tindakan kejahatan 

tersebut. 
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VI السلطة استغلبل من الحماٌة فً الحك 

 ذٛجٗ اذٙاِاخ فً دفاعا   إلا ٔفطٗ ذثرٌر عٍٍٗ ٌرعٍٓ ٚلا .اٌحىٍِٛح اٌٛوالاخ ذعذٌاخ ضذ اٌحّاٌح تحك إٔطاْ وً ٌرّرع

 .تجرٌّح ذٛرطٗ فً ِٕطمٍا   فٍٙا ٌشُه اٌرً اٌحالاخ فً أٚ إٌٍٗ
VI. Hak Perlindungan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan 

Setiap orang memiliki hak perlindungan dari pelecehan oleh lembaga resmi. Ia tidak 

bertanggung jawab untuk menjustifikasi dirinya sendiri kecuali untuk membuat 

pembelaan atas tuduhan yang dibuat terhadap dirinya atau di dalam keadaan di mana ia 

diduga secara logis melakukan kejahatan. 

  

VII التعذٌب من الحماٌة فً الحك 

 لأي أو له بالأذى للتهدٌد أو المذلة المعاملبت من نوع لأي أو النفسً أو البدنً للتعذٌب إنسان أي تعرٌض ٌجوز لا
 ٌضر عمل على الموافمة على إرغامه أو جرٌمة بارتكاب الاعتراف على إجباره أو منه، والممربٌن ألاربه من

 .بمصالحه
VII. Hak Perlindungan Terhadap Penyiksaan 

Tidak boleh ada orang yang harus mengalami penyiksaan fisik atau psikis atau perlakuan 

yang menghinakan atau mendapat ancaman pencederaan, atau untuk salah seorang 

kerabat atau kawan karibnya, atau memaksanya untuk mengakui perbuatan jahat atau 

menekannya untuk menyetujui suatu perbuatan yang membahayakan kepentingannya. 

   

VIII والسمعة الكرامة حماٌة فً الحك 

 التشهٌر حاولاتم أو المبررة غٌر والاتهامات الافتراءات وجه فً وسمعته كرامته عن الدفاع فً الحك إنسان لكل
 .والابتزاز

VIII. Hak Perlindungan Kehormatan dan Reputasi 

Setiap orang memiliki hak untuk membela kehormatan dan reputasinya melawan fitnah 

dan tuduhan tidak berdasar atau upaya penghinaan dan pemerasan. 

 

 IX اللجوء حك 

 عرله عن النظر بغض إنسان لكل مكفول حك وهو للبضطهاد تعرض إذا آخر بلد إلى للجوءا فً الحك إنسان لكل (أ
 .وجنسه ولونه ودٌنه
 .مسلم كل ملجؤ هو مكة فً (الممدس الله بٌت) الحرام المسجد (ب

IX. Hak Suaka 

a) Setiap orang berhak untuk mencari perlindungan di Negara lain jika ditindas. Hak ini 

dijamin untuk setiap orang tanpa memandang ras, agama, warna kulit dan jenis 

kelaminnya. 

b) Al-Masjid Al-Haram di Mekah adalah tempat perlindungan bagi seluruh umat Islam. 

 

 X الأللٌات حموق 

 .المسلمة غٌر للؤللٌات ةالدٌنٌ الحموق "الدٌن فً إكراه لا"بؤ المابل المرآنً المبدأ ٌحكم (أ
 شؤٚٔٙا فً الإضلاٍِح ٌٍشرٌعح ٚفما   ذحىُ أْ فً ذرغة وأد إرا ِا ذمرر أْ الإضلاٍِح اٌثٍذاْ فً اٌذٌٍٕح ٌلألٍٍاخ ب(

 اٌخاطح. ٌمٛإٍٔٙا ٚفما   أٚ ٚاٌشخظٍح اٌّذٍٔح
X. Hak Minoritas 

a) Prinsip Al-Qur'an "Tidak ada paksaan dalam agama" mengatur hak-hak agama bagi 

minoritas non-Muslim. 

b) Di negara Muslim, minoritas agama berhak menentukan pilihan untuk diatur sesuai 

dengan hukum Islam dalam urusan sipil dan pribadi mereka, atau sesuai dengan hukum 

mereka sendiri. 
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XI العامة الشإون ارةإد فً المشاركة وواجب الحك 

 .العامة الوظابف تملد فً الحك (الأمة) المجتمع فً فرد لكل الشرٌعة، لأحكام وفماً  (أ
ً  وللشعب .والشعب الحكومة بٌن الإدارٌة العلبلة أساس هً الشورة (ب  وفماً  إلالتهم أو حكامه اختٌار فً الحك أٌضا
 .المبدأ لهذا

XI. Hak dan Kewajiban Berpartisipasi Dalam Manajemen Urusan Publik 

a) Sesuai dengan hukum syariat, setiap individu dalam masyarakat (umat) berhak untuk 

memangku jabatan publik. 

b) Musyawarah adalah dasar hubungan administratif antara pemerintah dan 

rakyat. Rakyat berhak memilih atau melengserkan pemerintahnya sesuai prinsip ini. 

 

  XII والكلبم والفكر المعتمد حرٌة فً الحك 

 المنكر نشر كان لأي ٌحك ولا .الشرعٌة المبادئ مع ٌتعارض لا بما رأٌه عن بحرٌة التعبٌر فً الحك إنسان لكل (أ
 .بالغٌر بالتشهٌر نٌةال بث أو الإساءة أو الافتراء على ٌحض ما أو العامة للآداب ٌتعرض ما نشر أو
 .مسلم كل على وفرٌضة حك الحمٌمة عن والبحث للمعرفة السعً (ب
 الأمر عنى لو حتى (الشرٌعة أحكام ضمن) الممع ومماومة الاعتراض واجب علٌه ٌمع كما الحك مسلم لكل (ج

 .البلبد فً العلٌا السلطة
 إطار ضمن تنضوي وأن للخطر المجتمع أمن تعرض ألا بشرط المعلومات نشر على المٌود فرض ٌجوز لا (د

 .الشرٌعة تفرضها التً الأحكام
 الآخرٌن مشاعر فاحترام ضدها؛ ٌحرض أو منها ٌسخر أو الدٌنٌة الآخرٌن معتمدات شؤن من ٌملل أن لأحد لٌس (ه

 .مسلم كل على فرٌضة
XII. Hak untuk Kebebasan Berkeyakinan, Berpikir dan Berucap 

a) Setiap orang berhak untuk mengungkapkan pikirannya dengan bebas selama tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Siapapun tidak berhak menyebarkan 

kemungkaran atau hal-hal yang melanggar etika umum atau hal-hal yang mendorong 

untuk berbohong atau fitnah atau menjelekkan orang lain. 

b) Menuntut ilmu pengetahuan dan mencari kebenaran adalah hak dan kewajiban setiap 

Muslim. 

c) Setiap Muslim memiliki hak dan kewajiban untuk memprotes dan melawan penindasan 

(dalam batas-batas yang ditetapkan hukum syarait), meskipun hal itu menantang otoritas 

tertinggi di dalam negara. 

d) Tidak boleh memberi batasan terhadap penyebaran informasi asalkan tidak 

membahayakan keamanan masyarakat dan selama masih dalam batas-batas yang 

ditetapkan oleh syariat. 

e) Tidak seorangpun boleh menghina atau mengejek keyakinan agama orang lain atau 

menghasut permusuhan publik terhadap mereka. Menghormati perasaan keagamaan 

orang lain adalah kewajiban setiap Muslim. 

    

XIII الدٌن حرٌة فً الحك 

 .الدٌنٌة مداتهمعت تمتضٌه بما والعبادة المعتمد حرٌة فً الحك إنسان لكل
XIII. Hak Kebebasan Beragama 

Setiap orang berhak atas kebebasan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan keyakinan 

agamanya. 

 

 XIV الجمعٌات فً المشاركة فً الحك 

 تؤسٌس وفً والسٌاسٌة مافٌةوالث والاجتماعٌة الدٌنٌة مجتمعه حٌاة فً وجماعٌاً  فردٌاً  المشاركة إنسان لكل ٌحك (أ
 .المنكر عن وتنهى بالمعروف تؤمر التً والوكالات المإسسات

 المجتمع على وٌتعٌن .الحموق بهذه التمتع ظلها فً ٌمكن التً المإسسات تؤسٌس إلى السعً فً الحك إنسان لكل (ب
 .المعنوٌة ذاتهم بناء كلهم للناس تتٌح التً الشروط ٌوجدا أن عامةً، والدولة
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XIV. Hak untuk Berpartisipasi dalam Perkumpulan 

a) Setiap orang berhak untuk berpartisipasi secara individual maupun kolektif dalam 

kehidupan agama, sosial, budaya dan politik masyarakat dan dalam membangun lembaga 

dan instansi yang memerintahkan apa yang benar dan mencegah apa yang mungkar. 

b) Setiap orang berhak untuk memperjuangkan pembentukan lembaga di mana 

pemenuhan hak-hak ini akan dimungkinkan. Masyarakat dan Negara pada umumnya, 

harus membangun kondisi sehingga memungkinkan orang-orang mengembangkan 

kepribadian mereka. 

 

XV عنه الناشبة والحموق الالتصادي النظام 

 أسبغها بركات فهً ومواردها؛ الطبٌعة فوابد من الاستفادة فً بالحك جمٌعاً  البشر ٌتمتع الالتصادٌة، الناحٌة من (أ
 .ككل البشري الجنس لمصلحة الله
 .عةالشرٌ لأحكام وفماً  رزلهم ٌكسبوا أن جمٌعاً  للبشر ٌحك (ب
 فً بصب بما الالتصادٌة الموارد لبعض الدولة ملكٌة وتعتبر .الملكٌة فً والاشتران التملن فً الحك إنسان لكل (ج

 .شرعٌة العام الخٌر
 .للشرٌعة وفماً  وتجبى تفرض التً الزكاة لانون ٌحدده بما المتبرعٌن الأغنٌاء ثروات من جزء فً حك للفمراء (د
 .استعمالها ٌسُاء أو تهمل ولا ككل، (الأمة) المجتمع مصلحة فً ٌصب ما فً لهاك الإنتاج وسابل تستعمل (ه
 غٌر والممارسات الاحتكار الاستغلبل، من المجتمع وحماٌة الالتصادي التوازن تعزٌز وبهدف الشرٌعة، تحظر (و

 .المضللة الدعاٌات ونشر العمود إبرام على والإكراه والربا للتجارة والممٌدة المنطمٌة
 .الإسلبمٌة والمٌم بالشرٌعة تخل أو (الأمة) المجتمع بمصالح تضر ألا شرط متاحة الالتصادٌة الأنشطة (ز

 

 

 

XV. Sistem Ekonomi dan Hak-hak yang Berkembang darinya 

a) Dari segi perekonomian, semua orang berhak atas manfaat penuh dari alam dan semua 

sumber dayanya. Ini adalah berkat yang diberikan oleh Allah demi kepentingan umat 

manusia secara keseluruhan. 

b) Semua orang berhak mencari nafkah sesuai hukum syariat. 

c) Setiap orang berhak untuk memiliki harta secara individual maupun bersekutu. 

Kepemilikan negara atas sebagian sumber daya ekonomi tertentu untuk kepentingan 

umum adalah sah. 

d) Orang miskin memiliki hak atas sebagian kekayaan orang kaya sebagaimana 

ditetapkan oleh undang-undang zakat, yang dipungut dan dikumpulkan sesuai dengan 

syariat. 

e) Semua alat-alat produksi harus dimanfaatkan untuk kepentingan 

masyarakat (umat) secara keseluruhan, dan tidak boleh diabaikan atau disalahgunakan. 

f) Dalam rangka untuk mempromosikan pembangunan ekonomi yang seimbang dan 

untuk melindungi masyarakat dari eksploitasi, syariat melarang monopoli, praktek-

praktek perdagangan yang tidak masuk akal dan terbatas, riba, penggunaan paksaan 

dalam pembuatan kontrak dan publikasi iklan yang menyesatkan. 

g) Semua kegiatan ekonomi diperbolehkan dengan syarat tidak merugikan kepentingan 

masyarakat (umat) atau melanggar hukum dan nilai-nilai Islam. 

 

XVI الملكٌة حماٌة فً الحك 

 .عادل تعوٌض وممابل العامة المنفعة لضرورات إلا الملكٌة نزع ٌجوز لا
XVI. Hak Perlindungan Properti 

Properti tidak boleh dicabut kecuali untuk kepentingan umum dan dengan pembayaran 

kompensasi yang adil. 
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XVII وكرامتهم العمال أوضاع 

 لا فالعامل .أٌضاً  بكرم بل فحسب بعدل العمال معاملة على المسلمٌن ٌحض لا وهو والعامل العمل الإسلبم ٌحترم
 .والترفٌه بالراحة أٌضاً  له ٌحك بل فحسب فوراً  المكتسب راتبه على الحصول بحك ٌتمتع

XVII. Status dan Martabat Pekerja 

Islam menghormati kerja dan pekerja dan memerintahkan umat Islam tidak hanya untuk 

memperlakukan pekerja dengan adil saja tetapi dengan murah hati juga. Dia tidak hanya 

menikmati hak upah yang diterimanya dengan segera, tetapi juga berhak mendapat  

istirahat dan relaksasi. 

 

 XVIII الاجتماعً الضمان فً الحك 

 اٌّراحح. الإِىأاخ حذٚد فً اٌظحٍح ٚاٌرعاٌح ٚاٌرعٍٍُ ٚاٌٍّثص ٚاٌّطىٓ اٌّأوً عٍى اٌحظٛي فً اٌحك إٔطاْ ٌىً

 أٔفطُٙ إعاٌح عٓ اٌعاجسٌٓ ادتالأفر الأِر ٌرعٍك عٕذِا خظٛطا   ِٛجثا   رٌه ٌعرثرا أْ ٚاٌذٌٚح اٌّجرّع عٍى ٌٚرعٍٓ

 دائُ. أٚ ِؤلد عطً تطثة
XVIII. Hak untuk Jaminan Sosial 

Setiap orang memiliki hak atas pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan dan 

perawatan medis sesuai dengan kemampuan. Masyarakat dan Negara harus menganggap 

hal itu suatu kewajiban khususnya untuk semua individu yang tidak bisa mengurus diri 

sendiri karena cacat sementara atau permanen. 

 

 XIX عابلة تؤسٌس فً الحك 

ً  أطفاله وتربٌة أسرة وتؤسٌس الزواج فً الحك إنسان لكل (أ  بهذه الزوجٌن من كل ٌتمتع .وثمافته وتمالٌده لدٌنه وفما
 .الشرٌعة أحكام علٌها تنص التً الموجبات علٌه تمع كما والامتٌازات وقالحم
 .وتمدٌره الآخر باحترام التمتع الزوجٌن من لكل ٌحك (ب
 .إمكانٌاته ضمن وأولاده زوجته على الإنفاق عبء الرجل على (ج
 أعباء تحمٌلهم أو بكرةم سن فً العمل إلى الأولاد دفع وٌحظر والدٌه، كنف فً ٌترعرع أن فً الحك طفل لكل (د
 .الضرر بهم تلحك أو الصحٌح نموهم دون تحول لد
 نفمتها وعلى بها، المٌام مسإولٌة الدولة على تمع أطفالهم، تجاه موجباتهم عن ما لسبب الأبوٌن تخلً حال فً (ه

 .الخاصة
 وعجزه، وهرمه ولته،طف فً عابلته من والحماٌة العناٌة وعلى المادي الدعم على الحصول إنسان لكل ٌحك (و

 .والحماٌة والعناٌة المادي بالدعم أبنابهما على حمولهما وللؤبوٌن
 (.الأمة) المجتمع فً العامة والهٌبات العابلة لبل من والمساعدة والعناٌة الاحترام على الحصول فً الحك للؤم (ز
ً  ومسإولٌاتهم موجباتهم والنساء الرجال ٌتماسم الأسرة، ضمن (ح  حرٌصٌن الطبٌعٌة والمٌول والمواهب سللجن وفما
 .وألاربهم أولادهم تجاه مسإولٌاتهم على الدوام على
 .للبنتماص تتعرض أو الزواج بسبب المانونٌة شخصٌته إنسان أي ٌسُلب ولا الزواج على إنسان أي إكراه ٌتم لا (ط

XIX. Hak untuk Membentuk Keluarga 

a) Setiap orang berhak menikah untuk membentuk keluarga dan mendidik anak-anaknya 

sesuai dengan agama, tradisi dan budayanya. Setiap pasangan berhak atas hak-hak dan 

keistimewaan tersebut sebagaimana mempunyai kewajiban-kewajiban seperti yang 

ditetapkan oleh hukum syariat. 

b) Masing-masing suami istri berhak bersenang-senang dengan menghormati dan 

menghargai pasangannya itu. 

c) Suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya menurut kemampuannya. 

d) Setiap anak berhak dibesarkan di dalam pangkuan kedua orang tuanya. Dilarang 

memperkerjakan anak pada usia dini atau membebani mereka dengan beban yang 

menghalangi pertumbuhan dengan baik atau membahayakan mereka. 

e) Jika orang tua karena suatu alasan tidak dapat melaksanakan kewajiban mereka 

terhadap anak, maka tanggung jawab Negara melaksanakannya dengan uang rakyat. 

f) Setiap orang berhak atas bantuan material, serta perawatan dan perlindungan dari pihak 

keluarganya selama masa kanak-kanak, masa tua dan masa ketidakmampuannya. Kedua 
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orang tua berhak atas bantuan material serta perawatan dan perlindungan dari anak-anak 

mereka. 

g) Ibu berhak atas penghormatan, perawatan dan bantuan dari pihak keluarga dan organ-

organ publik dalam masyarakat (umat). 

h) Di dalam keluarga, pria dan wanita berbagi kewajiban dan tanggung jawab mereka 

sesuai dengan jenis kelamin, bakat dan kecenderungan alami mereka, selalu 

melaksanakan tanggung jawab mereka kepada anak-anak dan kaum kerabat mereka. 

i) Tidak ada orang yang boleh dipaksa untuk menikah dan tidak boleh ada yang dirampas 

atau dikurangi kepribadian hukumnya karena perkawinan. 

 

XX المتزوجة المرأة حموق 

 :فً متزوجة امرأة لكل ٌحك
 زوجها؛ ٌمطنه الذي البٌت فً العٌش (أ
ً  تمل لا كرٌمة حٌاة لتعٌش ضروري هو ما كل على الحصول(ب  الطلبق، حال فً والحصول زوجها حٌاة عن شؤنا

 المالً وضعها عن النظر بغض ترعاهم، الذٌن وللؤولاد لها النفمة على زوجها، إمكانٌات وضمن العدة فترة وطوال
 وأملبكها؛ ومكاسبها

 المحاكم؛ فً الطلبق طلب فً حمها إلى ٌضاف حك وهو الشرٌعة أحكام ضمن علٌه والحصول الخلع طلب (ج
ً  الآخرٌن وألربابها وأولادها وأهلها زوجها إرث على الحصول (د  للشرع؛ وفما
 أن كشفها شؤن ومن عنها، اكتشفها ٌكون لد معلومات أي سرٌة على الطلبق، بعد السابك، زوجها أو زوجها حفاظ (ه

 .السابك زوجها أو بزوجها ٌتعلك ما فً مماثلة مسإولٌة علٌها وتمع .الضرر بها ٌلحك
XX. Hak Perempuan Menikah 

Setiap wanita yang sudah menikah berhak untuk: 

a) tinggal di rumah di mana suaminya tinggal; 

b) menerima segala sesuatu yang pokok untuk hidup mulia yang tidak kurang standarnya 

dari kehidupan suaminya. Dan dalam hal perceraian, menerima selama masa iddah 

sepadan kemampuan suaminya nafkah untuk dirinya dan anak-anak yang diasuhnya, 

tanpa memandang kepada status keuangan, pekerjaan dan propertinya. 

c) mencari dan mendapatkan perceraian secara khulu' sesuai dengan hukum syariat. Hak 

ini merupakan tambahan haknya untuk meminta cerai melalui pengadilan. 

d) mewarisi dari suaminya, keluarganya, anak-anaknya dan kerabat lainnya sesuai dengan 

hukum; 

e) penjagaan suaminya atau mantan suaminya setelah bercerai, terhadap rahasia atau 

informasi yang terkadang dibongkar oleh suaminya tersebut yang pembongkarannya itu 

merugikannya. Tanggung jawab yang sama tersandar pada dirinya dalam hal suaminya 

atau mantan suaminya. 

 

 XXI التعلٌم فً الحك 

 الطبٌعٌة؛ لمدراته وفماً  التعلٌم فً الحك شخص لكل ( أ
 .الطبٌعٌة مواهبه وٌطور مهنته بحرٌة ٌختار أن إنسان لكل ٌحك ( ب

XXI .  Hak atas Pendidikan 

a) Setiap orang berhak untuk menerima pendidikan sesuai dengan kemampuan 

alamiahnya. 

b) Setiap orang berhak atas kebebasan memilih profesi dan mengembangkan bakat 

alaminya. 

 

XXII السرٌة فً الحك 

 .خصوصٌته على الحفاظ فً الحك إنسان لكل
XXII. Hak Privasi 

Setiap orang berhak atas perlindungan privasinya. 
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XXII والسكن التنمل حرٌة فً الحك 

 البلدان فً بحرٌة التنمل مسلم لكل ٌحك معنى، من للكلمة ما بكل إسلبمٌة أمة هو الإسلبمً العالم أن إلى نظراً  (أ
 بٌنها؛ ما وفً الإسلبمٌة

 .شرعً ِطٛغ أي دْٚ ِٚٓ ذعطفٍا   ِٕٗ ٌٙجر أٚ تٍذٖ ِغادرج عٍى ٌٚجثر إٔطاْ أي ٌىرٖ لا (ب
XXIII Hak Kebebasan Berpindah dan Berdomisili 

a) Mengingat fakta bahwa Dunia Islam adalah Umat Islam yang sebenar-benarnya, 

maka setiap Muslim memiliki hak berpindah di dalam dan antar Negara-negara Islam. 

b) Tidak seorangpun boleh dipaksa untuk meninggalkan atau pindah dari negaranya 

secara sewenang-wenang dan tanpa alas an yang diterima hukum. 

  
 تفسٌرٌة ملبحظات 

 ذلن، غٌر السٌاق أوجب إذا ما وباستثناء الإنسان، حموق حول أعلبه المكتوب النص فً (1

 سواء حد على والمرأة جلالر إلى "الفرد"و "الإنسان" مصطلحا ٌشٌر  (أ
 للفمه وفماً  صالحة بوسابل أخرى شرابع وأي والسنة المرآن من الممتطفة كلها المبادئ هً ،"الشرٌعة" (ب        
 .الإسلبمً

 .مناسبة موجبات الإعلبن هذا فً المدرجة الإنسان حموق من كلبً  ٌمابل (2

 بهدف الشرٌعة تفرضها التً بالحدود الشخص ٌتمٌد بها، والتمتع أعلبه إلٌها المشار الحموق ممارسة إطار فً (3

 المجتمع وسلبمة العام والنظام بالأخلبق والالتزام واحترامها وحرٌاتهم الآخرٌن بحموق الواجب الاعتراف حماٌة
 .ككل (الأمة)

 .الأصلً النص هو الإعلبن هذا من العربً النص
 

Penjelasan 
1. Dalam perumusan HAM di atas, kecuali konteksnya menyediakan sebaliknya: 

a) Istilah 'orang' atau „individu‟ mengacu kepada kedua jenis kelamin laki-laki 

dan perempuan. 

b) Istilah 'hukum' menunjukkan syariah , yaitu prinsip-prinsip yang disarikan dari 

Al-Quran dan Sunnah dan undang-undang lainnya yang disimpulkan dengan 

metode-metode yang layak sesuai fikih Islam. 

2. Masing-masing dari HAM yang tercantum dalam Deklarasi ini membawa kewajiban 

yang sepadan. 

3. Dalam melaksanakan dan menikmati hak-hak tersebut di atas, setiap orang terikat 

kepada pembatasan seperti yang diperintahkan oleh syariat dengan tujuan memelihara 

dan menghormati pengakuan wajib atas hak-hak dan kebebasan orang lain, dan  

komitmen terhadap moral, ketertiban umum dan keselamatan masyarakat (umat) secara 

keseluruhan. 

Teks Arab dari Deklarasi ini adalah teks asli. 

 

*** 

 

  Dari pemaparan mengenai Deklarasi Universal Islam Hak Asasi Manusia yang 

dicanangkan oleh Dewan Islam Eropa pada tahun 1981 dapat diambil kesimpulan berikut: 

1. Deklarasi Universal Islam Hak Asasi Manusia adalah suatu usaha yang sangat 

mulia untuk mempromosikan kembali hak asasi manusia menurut perspektif 
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Islam, setelah Piagam Madinah yang disusun pada era Nabi Muhammad 

SAW.  

2. Islam sebagai agama yang universal dan komprehensif tidak mungkin 

melalaikan hak-hak manusia yang mendasar dan sepenting ini. Bahkan 

menurut pandangan intelektual dan cendekiawan Muslim, HAM adalah ajaran 

inti Islam. Hak dan kebebasan manusia adalah bagian yang tak terpisahkan 

dari Islam. 

3. Melihat konten Deklarasi Universal Islam Hak Asasi Manusia dan 

referensinya, jelas menunjukkan bahwa ia bukan copy paste dari DUHAM 

PBB. Memang diakui banyak persamaan antara keduanya, namun ada 

beberapa perbedaan yang jika dirunut sebabnya adalah karena perbedaan 

sumber referensi. Deklarasi Universal Islam merujuk kepada al-Quran dan 

hadis, sehingga hak-hak dasar yang dianugerahkan kepada manusia dibatasi 

oleh keduanya. 

4. Deklarasi ini menyatakan bahwa hak asasi manusia berdasarkan sumber Ilahi 

yaitu al-Quran dan hadis dan merupakan anugerah Allah sehingga tidak bisa 

dilanggar atau dibatalkan atau diabaikan oleh pemerintah atau organisasi atau 

lembaga apa pun lainnya, serta tidak bisa dibuang atau diubah. 

5. Deklarasi ini memberikan banyak hak dasar kepada manusia; seperti hak 

hidup, hak untuk kebebasan, hak untuk kesetaraan dan larangan diskriminasi, 

hak untuk keadilan, hingga yang terakhir adalah hak kebebasan untuk 

berpindah dan berdomisili. 

6. Deklarasi ini menjamin hak setiap orang untuk mengungkapkan pikirannya 

dengan bebas selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip 

syariat. Menyebarkan kemungkaran atau hal-hal yang melanggar etika umum 

atau hal-hal yang mendorong kebohongan atau fitnah atau menjelekkan orang 

lain termasuk ke dalam hal-hal yang dilarang dan bukan termasuk hak asasi 

manusia. 

7. Deklarasi ini memberikan jaminan penuh terhadap hak setiap orang atas 

kebebasan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya. 

8. Deklarasi ini menjamin hak setiap orang untuk menikah guna membentuk 

keluarga dan mendidik anak-anaknya sesuai dengan agama, tradisi dan 

budayanya. Setiap pasangan berhak atas hak-hak dan keistimewaan tersebut 
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sebagaimana mempunyai kewajiban-kewajiban seperti yang ditetapkan oleh 

hukum syariat. 

9. Deklarasi ini menyatakan bahwa di sebalik hak-hak yang dinyatakan ada 

tanggung-jawab seimbang yang menyertainya. 

10. Deklarasi ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan dan menikmati hak-

haknya, setiap orang terikat kepada pembatasan seperti yang diperintahkan 

oleh syariat, dengan tujuan memelihara dan menghormati hak-hak dan 

kebebasan orang lain, dan  komitmen terhadap moral, ketertiban umum dan 

keselamatan masyarakat (umat) secara keseluruhan. 

 

 

3. Deklarasi Cairo. 

Deklarasi Cairo tentang Hak Asasi Manusia di dalam Islam adalah deklarasi yang 

dilakukan oleh negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam yang diadopsi di 

Cairo, Mesir, pada tahun 1990. Deklarasi Cairo mengetengahkan hak asasi manusia 

menurut perspektif Islam dan mengkonfirmasi hukum Islam sebagai sumber satu-satunya 

baginya.  

Deklarasi Cairo ini seringkali dipandang sebagai respon kepada DUHAM PBB 

yang diadopsi tahun 1948. Deklarasi Cairo ini tandangani oleh 45 negara anggota OKI. 

Pada tahun 1992 Deklarasi Cairo ini dipresentasikan di Komisi HAM PBB, tapi saat itu 

dikutuk secara keras oleh Komisi Hakim Internasional. (Wikipedia, 2010).  

Deklarasi Cairo menyatakan tujuannya yaitu sebagai pedoman umum bagi negara-

negara anggota OKI dalam bidang hak asasi manusia. Di dalam Mukadimahnya, 

Deklarasi Cairo menegaskan bahwa umat manusia hingga kini masih bingung di antara 

keyakinan dan ideologi yang berbeda dan saling bertentangan dan bahwa umat manusia 

masih menghadapi masalah kronis peradaban materialistik. Oleh karena itu, untuk 

berkontribusi dalam upaya umat manusia berkaitan dengan hak asasi manusia yang 

bertujuan melindungi manusia dari eksploitasi dan penganiayaan, dan untuk menegaskan 

kebebasannya dalam kehidupan bermartabat sesuai dengan syariat Islam, Deklarasi ini 

dibuat. 

Deklarasi Cairo terdiri dari Mukadimah dan 25 Pasal. Tidak ada judul pada setiap 

Pasal. Namun Pasal-pasalnya dimulai dengan Pasal berkaitan dengan kesamaan manusia 

di hadapan Allah dalam martabat, kewajiban dan tanggung jawab dasar; Tiada 

keunggulan manusia atas yang lainnya melainkan berdasarkan takwa dan perbuatan baik; 
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Hidup di dunia ini adalah anugerah Allah dan semua manusia dijamin dan dilindungi 

kehidupannya; Manusia tidak boleh disakiti dan apalagi diambil nyawanya tanpa alasan 

yang dibenarkan syariat; Orang yang tidak terlibat perang tidak boleh dibunuh; Nama 

baik seseorang dilindungi waktu hidupnya dan setelah kematiannya, dan diakhiri dengan 

Pasal yang menyatakan dengan tegas bahwa semua hak dan kebebasan yang diatur dalam 

Deklarasi ini tunduk kepada hukum syariat Islam (Pasal 24), dan bahwa Syariat Islam 

adalah satu-satunya sumber acuan bagi penjelasan atau klarifikasi setiap pasal dari 

Deklarasi ini. (Pasal 25). 

Berikut ini dipaparkan Deklarasi Cairo dalam bahasa aslinya beserta 

terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia agar bisa dikaji dan diteliti secara mendalam 

mengenai kontennya.  

 

DEKLARASI CAIRO TENTANG HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM 

 

Konferensi Islam ke-19 Menteri Luar Negeri (Sesi Perdamaian, Interdependensi dan 

Pembangunan), yang diselenggarakan di Cairo, Republik Arab Mesir, 9-14 Muharram 

1411H (31 Juli-5 Agustus 1990M), 

 

MENYADARI kedudukan manusia dalam Islam sebagai khalifah Allah di bumi; 

MENYADARI pentingnya mengeluarkan Dokumen Hak Asasi Manusia dalam Islam yang 

akan berfungsi sebagai panduan bagi negara-negara anggota dalam semua aspek 

kehidupan; 

MEMERIKSA tahapan penyusunan draf Dokumen ini sejauh ini yang telah dilalui, dan 

laporan yang relevan dari Sekretaris Jenderal; 

MEMERIKSA laporan pertemuan Komite Ahli Hukum yang diselenggarakan di Teheran 

dari tanggal 26 sampai dengan 28 Desember 1989; 

SETUJU untuk mengeluarkan Deklarasi Cairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam 

yang akan berfungsi sebagai pedoman umum untuk negara-negara anggota di bidang 

HAM. 

 

 اٌّمذِح

تؤكٌدا للدور الحضاري والتارٌخً للؤمة الإسلبمٌة التً جعلها الله خٌر أمة أورثت البشرٌة حضارة عالمٌة متوازنة 
العلم والإٌمان، وما ٌرجى أن تموم به هذه الأمة الٌوم لهداٌة البشرٌة الحابرة بٌن  ربطت الدنٌا بالآخرة وجمعت بٌن

 التٌارات والمذاهب المتنالضة وتمدٌم الحلول مشكلبت الحضارة المادٌة المزمنة.
Mukadimah 

Untuk menegaskan peran peradaban dan sejarah umat Islam yang dijadikan Allah sebagai 

komunitas terbaik yang memberikan kepada kemanusiaan peradaban universal dan 

seimbang, yang mengikat dunia dengan akhirat dan mengkombinasikan antara ilmu dan 

iman, dan untuk memenuhi harapan dari komunitas ini untuk membimbing seluruh umat 

manusia yang bingung di antara keyakinan dan ideologi yang berbeda dan saling 

bertentangan dan mempersembahkan solusi untuk semua masalah kronis peradaban 

materialistik ini. 

 

ومساهمة فً الجهود البشرٌة المتعلمة بحموق الإنسان التً تهدف إلً حماٌته من الاستغلبل والاضطهاد وتهدف إلً 
  .الشرٌعة الإسلبمٌة تؤكٌد حرٌته وحموله فً الحٌاة الكرٌمة التً تتفك مع

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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Dan untuk berkontribusi dalam upaya umat manusia berkaitan dengan hak asasi manusia 

yang bertujuan melindungi manusia dari eksploitasi dan penganiayaan, dan untuk 

menegaskan kebebasannya dalam kehidupan bermartabat sesuai dengan syariat Islam. 

 

ت فً مدارج العلم المادي شؤنا بعٌدا، لا تزال، وستبمً فً حاجة ماسة إلً سند وثمة منها بؤن البشرٌة التً بلغ
 إٌمانً لحضارتها وإلً وازع ذاتً ٌحرس حمولها.

Dan karena keyakinannya bahwa umat manusia yang telah mencapai stadium lanjut 

dalam ilmu materialistis masih dan akan tetap membutuhkan iman untuk mendukung 

peradabannya serta kekuatan motivasi diri untuk menjaga hak-haknya; 

 

لمسلمٌن لا ٌملن أحد بشكل مبدبً تعطٌلها جزء من دٌن ا الإسلبم وإٌمانا بؤن الحموق الأساسٌة والحرٌات العامة فً
آلٌا أو جزبٌا، أو خرلها أو تجاهلها فً أحكام إلهٌة تكلٌفٌة أنزل الله بها كتبه، وبعث بها خاتم رسله وتمم بها ما 

ل إنسان العدوان علٌها منكرا فً الدٌن وك جاءت به الرسالات السماوٌة وأصبحت رعاٌتها عبادة، وإهمالها أو
ا بمفرده، والأمة مسإولة عنها بالتضامن، وأن الدول الأعضاء فً منظمة المإتمر الإسلبمً تؤسٌسا مسإول عنه

 على ذلن تعلن ما ٌلً:
Dan karena percaya bahwa hak pokok dan kebebasan umum menurut Islam merupakan 

bagian integral dari agama Islam, dan bahwa tidak ada yang berhak secara prinsip untuk 

menghapuskannya baik secara keseluruhan atau sebagiannya, atau melanggar atau 

mengabaikannya di dalam hukum Ilahi yang diturunkan di dalam kitab-kitabNya dan 

diutus karenanya penutup RasulNya dan disempurnakan dengannya risalah langit, 

sehingga menjaga hak-hak dan kebebasan mendasar adalah suatu tindakan ibadah, 

sedangkan kelalaian atau pelanggaran terhadapnya adalah suatu kemungkaran agama. 

Setiap orang bertanggung jawab atas secara sendiri-sendiri dan umat bertanggungjawab 

atasnya secara bersama, dan bahwa negara-negara anggota di dalam Organisasi 

Konferensi Islam berdasarkan hal-hal tersebut di atas menyatakan sebagai berikut: 

 

  1المادة 
لإنسانٌة وة لآدم، وجمٌع الناس متساوون فً أصل الكرامة ابندة جمعت بٌنهم العبودٌة لله والالبشر جمٌعا أسرة واح -أ

وفً أصل التكلٌف والمسإولٌة دون تمٌٌز بٌنهم بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو المعتمد الدٌنً أو 
الانتماء السٌاسً أو الوضع الاجتماعً أو غٌر ذلن من الاعتبارات. وأن العمٌدة الصحٌحة هً الضمان من هذه 

 الكرامة على طرٌك تكامل الإنسان. 
لهم عٌال الله وأن أحبهم إلٌه أنفعهم لعٌاله وأنه لا فضل لأحد منهم على الآخر إلا بالتموى والعمل أن الخلك ك -ب

 الصالح.
Pasal 1 

(A) Semua manusia membentuk satu keluarga yang anggotanya dipersatukan oleh 

perhambaan mereka kepada Allah dan keturunan dari Adam. Semua manusia adalah 

sama dalam hal martabat dasar manusia dan kewajiban serta tanggung jawab dasar, tanpa 

diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, keyakinan agama, afiliasi 

politik, status sosial atau pertimbangan lain. Akidah yang benar adalah jaminan terhadap 

martabat seperti ini menuju integritas manusia. 

(B) Semua manusia adalah makhluk Allah, dan yang paling dicintai oleh Allah adalah 

mereka yang paling bermanfaat bagi makhlukNya, dan tidak ada yang memiliki 

keunggulan atas yang lain kecuali atas dasar ketakwaan dan perbuatan baik. 

 

  2المادة 
الحٌاة هبة الله وهً مكفولة لكل إنسان، وعلى الأفراد والمجتمعات والدول حماٌة هذا الحك من كل اعتداء علٌه،  -أ

 ولا ٌجوز إزهاق روح دون ممتضى شرعً. 
 ٌحرم اللجوء إلى وسابل تفضً إلى إفناء الٌنبوع البشري.  -ب
 محافظة على استمرار الحٌاة البشرٌة إلى ما شاء الله واجب شرعً. ال -ج

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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سلبمة جسد الإنسان مصونة، ولا ٌجوز الاعتداء علٌها، كما لا ٌجوز المساس بها بغٌر مسوغ شرعً، وتكفل  -د
 الدولة حماٌة ذلن.

Pasal 2 

(A) Kehidupan adalah karunia Allah dan dijamin untuk setiap manusia. Tugas individu, 

masyarakat dan negara melindungi hak ini terhadap setiap pelanggaran, dan dilarang 

mengambil nyawa tanpa alasan yang ditentukan syari'at. 

(B) Dilarang menggunakan cara apapun yang dapat mengakibatkan genosida umat 

manusia. 

(C) Pelestarian kehidupan manusia selama masa waktu dikehendaki oleh Allah adalah 

kewajiban yang ditentukan oleh syari'at. 

(D) Keselamatan fisik manusia dijamin. Ia tidak boleh disakiti sebagaimana tidak boleh 

dihinakan tanpa alasan yang dibenarkan syariat, dan tugas negara untuk melindunginya. 

 

  3المادة 
فً حالة استخدام الموة أو المنازعات المسلحة، لا ٌجوز لتل من لا مشاركة لهم فً المتال كالشٌخ والمرأة والطفل،  -أ

وللجرٌح والمرٌض الحك فً أن ٌداوى وللؤسٌر أن ٌطعم وٌإوى وٌكسى، وٌحرم التمثٌل بالمتلى، وٌجب تبادل 
 ع الأسر التً فرلتها ظروف لتال. الأسري وتلبلً اجتما

لا ٌجوز لطع الشجر أو إتلبف الزرع والضرع أو تخرٌب المبانً والمنشآت المدنٌة للعدو بمصف أو نسف أو  -ب
 غٌر ذلن.

Pasal 3 

(A) Dalam situasi penggunaan kekuatan dan konflik bersenjata, tidak diperbolehkan 

untuk membunuh pihak yang tidak berperang seperti orang tua, wanita dan anak-

anak. Orang yang luka dan sakit memiliki hak perawatan medis; dan tawanan perang 

memiliki hak makanan, perlindungan dan pakaian. Dilarang mutilasi mayat. Wajib tukar-

menukar tawanan perang dan mempertemukan keluarga yang terpisah karena sebab 

keadaan perang. 

(B) Dilarang menebang pohon, menghancurkan tanaman dan ternak, menghancurkan 

bangunan dan instalasi sipil musuh dengan tembakan atau peledakan atau cara lainnya. 

 

  4المادة 
 رٗ فً حٍاذٗ ٚتعذ ِٛذٗ ٚعٍى اٌذٚي ٚاٌّجرّع حّاٌح جثّأٗ ِٚذفٕٗ.ٌىً إٔطاْ حرِرٗ ٚاٌحفاظ عٍى ضّع

Pasal 4 

Setiap manusia berhak atas kesucian dirinya dan perlindungan atas nama baiknya selama 

hidupnya dan setelah kematiannya. Negara dan masyarakat harus melindungi tubuhnya 

dan tempat pemakamannya (dari penodaan). 

 

  5المادة 
الأسرة هً الأساس فً بناء المجتمع، والزواج أساس تكوٌنها، وللرجال والنساء الحك فً الزواج، ولا تحول دون  -أ

 تمتعهم بهذا الحك لٌود منشإها العرق أو اللون أو الجنسٌة. 
 وحماٌة الأسرة ورعاٌتها.على المجتمع والدولة إزالة العوابك أمام الزواج وتٌسٌر سبله  -ب

Pasal 5 

(A) Keluarga adalah pondasi masyarakat, dan pernikahan adalah dasar pembuatan sebuah 

keluarga. Pria dan wanita memiliki hak untuk menikah, dan tidak ada pembatasan yang 

mencegah mereka menggunakan hak ini yang berasal dari ras, warna kulit atau 

kebangsaan. 

(B) Masyarakat dan Negara harus menghapus semua hambatan untuk pernikahan, dan 

justru memfasilitasinya dan melindungi keluarga dan menjaga kesejahteraannya. 

 

  6المادة 
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ك مثل ما علٌها من الواجبات، ولها شخصٌتها المدنٌة المرأة مساوٌة للرجل فً الكرامة الإنسانٌة، ولها من الح -أ
 وذمتها المالٌة المستملة وحك الاحتفاظ باسمها ونسبها. 

 على الرجل عبء الإنفاق على الأسرة ومسإولٌة رعاٌتها. -ب
Pasal 6 

(A) Perempuan sama dengan laki-laki dalam martabat manusia, dan ia memiliki hak 

sendiri sebagaimana ia memiliki kewajiban, dan ia memiliki entitas sipil dan kebebasan 

finansialnya sendiri, serta hak untuk mempertahankan nama dan keturunannya. 

(B) Suami wajib memberi nafkah kepada keluarga dan bertanggung jawab atas 

pemeliharaannya. 

 

  7المادة 
كل طفل عند ولادته حك على الأبوٌن والمجتمع والدولة فً الحضانة والتربٌة والرعاٌة المادٌة والصحٌة ل -أ

 والأدبٌة كما تجب حماٌة الجنٌن والأم وإعطاإهما عناٌة خاصة. 
 للآباء ومن ٌحكمهم، الحك فً اختٌار نوع التربٌة التً ٌرٌدون لأولادهم مع وجوب مراعاة مصلحتهم ومستمبلهم -ب

 فً ضوء المٌم الأخلبلٌة والأحكام الشرعٌة. 
 للؤبوٌن على الأبناء حمولهما، وللؤلارب حك على ذوٌهم وفما لأحكام الشرٌعة. -ج

Pasal 7 

(A) Pada saat lahir, setiap anak memiliki hak dari orang tua, masyarakat dan negara untuk 

diberi pemeliharaan, pendidikan dan perawatan materi, kesehatan dan moral. Janin dan 

ibu juga harus dijaga dan diberi perhatian khusus. 

(B) Orang tua dan yang seperti kapasitas mereka memiliki hak untuk memilih jenis 

pendidikan yang mereka inginkan untuk anak-anak mereka, asalkan mereka 

mempertimbangkan kepentingan dan masa depan anak-anak sesuai dengan nilai-nilai 

etika dan hukum-hukum syariat. 

(C) Kedua orang tua mempunyai hak-hak tertentu dari anak-anak mereka, dan kerabat 

mempunyai hak-hak dari kerabat mereka, sesuai dengan hukum-hukum syariat. 

 

  8المادة 
 ممامه. -لكل إنسان التمتع بؤهلٌته الشرعٌة من حٌث الإلزام والالتزام، وإذا فمدت أهلٌته أو انتمصت لام ولٌه 

Pasal 8 

Setiap manusia memiliki hak untuk menikmati kelayakannya yang sah dengan segala hak 

istimewa dan kewajibannya. Dalam hal kelayakan tersebut hilang atau berkurang, wali 

orang tersebut mewakilinya. 

 

  9المادة 
طلب العلم فرٌضة، والتعلٌم واجب على المجتمع والدولة، وعلٌها تؤمٌن سبله ووسابله وضمان تنوعه، بما ٌحمك  -أ

 ٌة. مصلحة المجتمع وٌتٌح للئنسان معرفة دٌن الإسلبم وحمابك الكون وتسخٌرها لخٌر البشر
من حك الإنسان على مإسسات التربٌة والتوجٌه المختلفة من الأسرة والمدرسة وأجهزة الإعلبم وغٌرها أن  -ب

 تعمل على تربٌة الإنسان دٌنٌا ودنٌوٌا تربٌة متكاملة.
Pasal 9 

(A) Mencari pengetahuan merupakan kewajiban, dan penyediaan pendidikan adalah tugas 

dari masyarakat dan Negara. Negara harus menjamin ketersediaan metode, sarana dan 

keragaman pendidikan untuk kepentingan masyarakat dan memungkinkan orang 

mengetahui agama Islam dan rahasia alam semesta serta dapat menundukkannya untuk 

kepentingan umat manusia. 

(B) Di antara hak setiap manusia atas berbagai lembaga pendidikan dan bimbingan dari 

kalangan keluarga, sekolah, media massa dan lainnya ialah mendapatkan pendidikan 

manusia secara agama dan keduniaan dengan lengkap. 

 

  11المادة 
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ممارسة أي لون من الإكراه على الإنسان أو استغلبل فمره أو جهله على تغٌٌر  الإسلبم هو دٌن الفطرة، ولا ٌجوز
 دٌنه إلً دٌن آخر أو إلً الإلحاد.

Pasal 10 

Islam adalah agama fitrah. Dilarang melakukan segala bentuk paksaan terhadap manusia 

dengan mengeksploitasi kemiskinan atau ketidaktahuannya untuk mengubah agamanya 

ke agama lain atau ateisme. 

 

  11المادة 
 ٌولد الإنسان حرا ولٌس لأحد أن ٌستعبده أو ٌذله أو ٌمهره أو ٌستغله ولا عبودٌة لغٌر الله تعالى.  -أ
الحك  الاستعمار بشتى أنواعه وباعتباره من أسوأ أنواع الاستعباد محرم تحرٌما مإكدا، وللشعوب التً تعانٌه -ب

الكامل للتحرر منه وفً تمرٌر المصٌر، وعلى جمٌع الدول والشعوب واجب النصرة لها فً كفاحها لتصفٌة أشكال 
الاستعمار أو الاحتلبل، ولجمٌع الشعوب الحك فً الاحتفاظ بشخصٌتها المستملة والسٌطرة على ثرواتها ومواردها 

 الطبٌعٌة. 
Pasal 11 

(A) Manusia dilahirkan bebas, dan tidak seorangpun memiliki hak untuk memperbudak, 

menghina, menindas atau mengeksploitasinya. Tidak ada penghambaan kepada selain 

Allah Ta‟ala. 

(B) Kolonialisme dengan semua jenisnya yang merupakan salah satu bentuk paling jahat 

dari perbudakan dilarang dengan larangan yang pasti. Masyarakat yang menderita 

kolonialisme memiliki hak penuh atas kebebasan dan penentuan nasib sendiri. Semua 

Negara dan bangsa harus mendukung perjuangan rakyat terjajah untuk membasmi segala 

bentuk kolonialisme atau pendudukan, dan semua bangsa memiliki hak untuk 

mempertahankan identitas mereka yang independen dan menguasai kekayaan dan sumber 

daya alam. 

 

  12المادة 
كل إنسان الحك فً إطار الشرٌعة فً حرٌة التنمل، واختٌار محل إلامته داخل بلبده أو خارجها، وله إذا اضطهد حك 

بلد آخر، وعلى البلد الذي لجؤ إلٌه أن ٌجٌره حتى ٌبلغه مؤمنه ما لم ٌكن سبب اللجوء التراف جرٌمة فً  اللجوء إلً
 نظر الشرع.

Pasal 12 

Setiap orang berhak, dalam kerangka syariat, kebebasan berpindah dan memilih tempat 

tinggalnya baik di dalam atau di luar negaranya. Dan jika dianiaya, ia berhak mencari 

suaka di negara lain, dan Negara pengungsian wajib memberikan perlindungan 

terhadapnya sehingga keselamatannya terjamin, selama alasan pencarian suaka bukan 

melakukan suatu tindakan kriminal dalam pandangan syariat. 

 

  13المادة 
العمل حك تكفله الدولة والمجتمع لكل لادر علٌه، وللئنسان حرٌة اختٌار العمل اللببك به مما تتحمك به مصلحته 
ومصلحة المجتمع، وللعامل حمه فً الأمن والسلبمة وفً كافة الضمانات الاجتماعٌة الأخرى. ولا ٌجوز تكلٌفه بما 

أن ٌتماضى أجرا عادلا  -دون تمٌٌز بٌن الذكر والأنثى-وله  لا ٌطٌمه، أو إكراهه، أو استغلبله، أو الإضرار به.
ممابل عمله دون تؤخٌر. وله الإجارات والعلبوات والفرولات التً ٌستحمها، وهو مطالب بالإخلبص والإتمان، وإذا 
دون اختلف العمال وأصحاب العمل فعلى الدولة أن تتدخل لفض النزاع ورفع الظلم وإلرار الحك والإلزام بالعدل 

 تحٌز.
Pasal 13 

Kerja adalah hak yang dijamin oleh Negara dan Masyarakat untuk setiap orang yang 

mampu bekerja. Setiap orang bebas memilih pekerjaan yang sesuai demi mewujudkan 

kepentingannya dan kepentingan masyarakat. Karyawan berhak untuk menikmati 

keselamatan dan keamanan serta semua jaminan sosial lainnya. Dia tidak boleh dibebani 

dengan sesuatu di luar kemampuannya, atau dipaksa atau dieksploitasi atau 

dibahayakan. Dia berhak -tanpa diskriminasi antara pria dan wanita- atas upah yang adil 
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untuk pekerjaannya tanpa penundaan, serta tunjangan, liburan dan promosi yang menjadi 

haknya. Oleh karena itu, ia wajib bekerja dengan ikhlas dan profesional. Apabila pekerja 

dan pengusaha berbeda pendapat tentang suatu masalah, Negara harus campur tangan 

untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, menghilangkan kezaliman, mendukung yang 

benar dan menegakkan keadilan tanpa bias. 

 

  14المادة 
 للئنسان الحك فً الكسب المشروع، دون احتكار أو غش أو إضرار بالنفس أو بالغٌر، والربا ممنوع مإكدا.

Pasal 14 

Setiap orang berhak mencari penghidupan yang sah, tanpa monopoli atau penipuan atau 

menyebabkan bahaya bagi diri sendiri atau orang lain. Riba secara tegas dilarang. 

 

  15المادة 
لكل إنسان الحك فً التملن بالطرق الشرعٌة، والتمتع بحموله الملكٌة بما لا ٌضر به أو بغٌره من الأفراد أو  -أ

 المجتمع، ولا ٌجوز نزع الملكٌة إلا لضرورات المنفعة العامة ممابل تعوٌض فوري وعادل. 
 تحرم مصادرة الأموال وحجزها إلا بممتضى شرعً. -ب

Pasal 15 

(A) Setiap orang berhak untuk memiliki harta yang diperoleh dengan cara yang sah, dan 

berhak untuk menikmati hak kepemilikan tanpa membahayakan diri sendiri, orang lain 

atau masyarakat. Pengambilalihan kepemilikan tidak diperbolehkan kecuali untuk 

kepentingan umum dan atas pembayaran kompensasi yang segera dan adil. 

(B) Perampasan dan penyitaan harta dilarang kecuali dengan ketentuan hukum. 

 

  16المادة 
لكل إنسان الحك فً الانتفاع بثمرات إنتاجه العلمً أو الأدبً أو الفنً أو التمنً. وله الحك فً حماٌة مصالحه الأدبٌة 

 والمالٌة العابدة له على أن ٌكون هذا الإنتاج غٌر مناف لأحكام الشرٌعة.
Pasal 16 

Setiap orang berhak untuk menikmati hasil dari ilmu pengetahuan, kesusasteraan, 

kesenian atau kerja teknisnya, dan ia berhak atas perlindungan kepentingan moral dan 

materialnya yang kembali kepadanya, selama hasil karya tersebut tidak bertentangan 

dengan hukum-hukum syariat. 

 

  17المادة 
ل إنسان الحك فً أن ٌعٌش بٌبة نظٌفة من المفاسد والأوببة الأخلبلٌة تمكنه من بناء ذاته معنوٌا، على المجتمع لك -أ

 والدولة أن ٌوفرا له هذا الحك. 
لكل إنسان على مجتمعه ودولته حك الرعاٌة الصحٌة والاجتماعٌة بتهٌبة جمٌع المرافك العامة التً تحتاج إلٌها  -ب

 ت المتاحة. فً حدود الإمكانا
تكفل الدولة لكل إنسان حمه فً عٌش كرٌم ٌحمك له تمام كفاٌته وكفاٌة من ٌعوله، وٌشمل ذلن المؤكل والملبس  -ج

 والمسكن والتعلٌم والعلبج وسابر الحاجات الأساسٌة.
Pasal 17 

(A) Setiap orang berhak untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dari kerusakan dan 

wabah moral, yang akan mendukung perkembangan kepribadiannya, dan Negara dan 

masyarakat harus menyediakan hak ini. 

(B) Setiap orang berhak terhadap masyarakat dan Negaranya atas perawatan medis dan 

sosial dengan mempersiapkan semua fasilitas umum yang diperlukan pada batas-batas 

yang dimungkinkan. 

(C) Negara harus menjamin hak setiap orang atas kehidupan layak yang dapat 

memungkinkan dia untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang 

ditanggungnya, termasuk di dalamnya pangan, pakaian, perumahan, pendidikan, 

perawatan kesehatan dan semua kebutuhan dasar lainnya. 
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  18المادة 
 لكل إنسان الحك فً أن ٌعٌش آمنا على نفسه ودٌنه وأهله وعرضه وماله.  -أ
للئنسان الحك فً الاستملبل بشإون حٌاته الخاصة فً مسكنه وأسرته وماله واتصالاته، ولا ٌجوز التجسس أو  -ب
 ة علٌه أو الإساءة إلً سمعته وتجنب حماٌته من كل تدخل تعسفً. الرلاب
للمسكن حرمته فً كل الأحوال ولا ٌجوز دخوله بغٌر إذن أهله أو بصورة غٌر مشروعة، ولا ٌجوز هدمه أو  -ج

 مصادرته أو تشرٌد أهله منه.
Pasal 18 

(A) Setiap orang berhak untuk hidup dalam keadaan aman untuk dirinya sendiri, agama, 

keluarga, kehormatan dan hartanya. 

(B) Setiap orang berhak atas privasi dalam pelaksanaan urusan pribadinya, di rumahnya, 

di antara keluarganya, berkenaan dengan properti dan hubungannya. Tidak dibenarkan 

memata-matai dia atau menempatkannya di bawah pengawasan atau menodai nama 

baiknya. Negara harus melindungi dirinya dari setiap intervensi sewenang-wenang. 

(C) Tempat tinggal pribadi tidak dapat diganggu gugat dalam semua keadaan. Tidak 

dibenarkan masuk tanpa izin dari pemiliknya atau dengan cara melanggar hukum, dan 

tidak dibenarkan menghancurkan rumah tersebut atau menyitanya ata mengusir 

penghuninya. 

 

  19المادة 
 الناس سواسٌة أمام الشرع، ٌستوي فً ذلن الحاكم والمحكوم.  -أ
 حك اللجوء إلً المضاء مكفول للجمٌع.  -ب
 صٌة. المسإولٌة فً أساسها شخ -ج
 لا جرٌمة ولا عموبة إلا بموجب أحكام الشرٌعة. -د
 المتهم برئ حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة تإمن له فٌها كل الضمانات الكفٌلة بالدفاع عنه. -هـ

Pasal 19 

(A) Semua orang sama di depan hukum, tanpa perbedaan antara pemerintah dan yang 

diperintah. 

(B) Hak untuk menggunakan keadilan dijamin untuk semua orang. 

(C) Tanggung jawab itu pada dasarnya adalah untuk masing-masing individu. 

(D) Tidak ada kejahatan dan hukuman kecuali sebagaimana diatur dalam hokum syariat. 

(E) Terdakwa tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan dalam persidangan adil di 

mana ia diberi semua jaminan untuk mempertahankan diri. 

 

  21المادة 
لا ٌجوز المبض على إنسان أو تمٌٌد حرٌته أو نفٌه أو عمابه بغٌر موجب شرعً. ولا ٌجوز تعرٌضه للتعذٌب البدنً 

ماسٌة أو المنافٌة للكرامة الإنسانٌة، كما لا ٌجوز إخضاع أي فرد أو النفسً أو لأي من أنواع المعاملبت المذلة أو ال
للتجارب الطبٌة أو العلمٌة إلا برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحٌاته للخطر، كما لا ٌجوز سن الموانٌن 

 الاستثنابٌة التً تخول ذلن للسلطات التنفٌذٌة.
Pasal 20 

Tidak diperbolehkan menangkap seorang individu atau membatasi kebebasannya atau 

mengasingkannya atau menghukumnya tanpa alasan yang sah. Tidak diperblehkan 

melakukan penyiksaan fisik atau psikologis atau segala bentuk penganiayaan, kekejaman 

atau penghinaan yang menafikan martabat manusia. Tidak diperbolehkan juga 

menjadikan seseorang sebagai objek eksperimen medis atau ilmiah tanpa kerelaannya dan 

dengan syarat tidak menempatkan kesehatan atau hidupnya dalam bahaya. Sebagaimana 

tidak diperbolehkan membuat undang-undang darurat yang memberikan kewenangan 

eksekutif untuk tindakan tersebut. 

 

  21المادة 
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 أخذ الإنسان رهٌنة محرم بؤي شكل من الأشكال ولأي هدف من الأهداف.
Pasal 21 

Mengambil sandera di bawah bentuk apapun atau untuk tujuan apapun dilarang. 

 

  22المادة 
 لا ٌتعارض مع المبادئ الشرعٌة. لكل إنسان الحك فً التعبٌر بحرٌة عن رأٌه بشكل  -أ
 لكل إنسان الحك فً الدعوة إلً الخٌر والأمر بالمعروف والنهً عن المنكر وفما لضوابط الشرٌعة الإسلبمٌة.  -ب
الإعلبم ضرورة حٌوٌة للمجتمع، وٌحرم استغلبله وسوء استعماله والتعرض للممدسات وكرامة الأنبٌاء فٌه،  -ج

 لإخلبل بالمٌم أو إصابة مجتمع بالتفكن أو الانحلبل أو الضرر أو زعزعة الاعتماد. وممارسة كل ما من شؤنه ا
 لا ٌجوز إثارة الكراهٌة المومٌة والمذهبٌة وكل ما ٌإدي إلى التحرٌض على التمٌٌز العنصري بكافة أشكاله. -د

Pasal 22 

(A) Setiap orang berhak untuk mengekspresikan pendapatnya secara bebas dengan cara 

tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. 

(B) Setiap orang berhak untuk mengajak kepada kebaikan, amar ma‟ruf dan nahi 

mungkar sesuai dengan norma-norma syariat Islam. 

(C) Informasi merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat. Dilarang mengeksploitasinya 

dan menyalahgunakannya serta melanggar kesucian dan martabat para Nabi di dalamnya, 

dan melakukan hal-hal yang melemahkan nilai moral atau menyebabkan masyarakat 

menjadi kacau atau rusak akhlak atau bahaya atau guncang akidahnya. 

(D) Tidak diperbolehkan membangkitkan kebencian nasionalisme atau doktrinal dan apa 

pun yang menghasut kepada diskriminasi rasial dengan segala bentuknya. 

 

  23المادة 
 الولاٌة أمانة ٌحرم الاستبداد فٌها وسوء استغلبلها تحرٌما مإكدا ضمانا للحموق الأساسٌة للئنسان.  - خ
لكل إنسان حك الاشتران فً إدارة الشإون العامة لبلبده بصورة مباشرة أو غٌر مباشرة، كما أن له الحك  -ب - ز

 فً تملد الوظابف العامة وفما لأحكام الشرٌعة.
Pasal 23 

(A) Otoritas adalah amanah, dilarang secara tegas bersifat otoriter di dalamnya dan 

mengeksploitasinya dengan buruk demi menjamin hak asasi manusia. 

(B) Setiap orang berhak untuk berpartisipasi, secara langsung atau tidak langsung dalam 

penyelenggaraan urusan publik negaranya. Dia juga berhak untuk memangku jabatan 

publik sesuai dengan ketentuan hukum syariat. 

 

  24المادة 
 كل الحموق والحرٌات الممررة فً هذا الإعلبن ممٌدة بؤحكام الشرٌعة الإسلبمٌة.

Pasal 24 

Semua hak dan kebebasan yang diatur dalam Deklarasi ini tunduk kepada hukum syariat 

Islam.  

 

  25المادة 
 ة من مواد هذه الوثٌمة.الشرٌعة الإسلبمٌة هً المرجع الوحٌد لتفسٌر أو توضٌح أي ماد

Pasal 25 

Syariat Islam adalah satu-satunya sumber acuan bagi penjelasan atau klarifikasi setiap 

pasal dari Deklarasi ini. 

 

*** 
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Menurut Sulieman Abdul Rahman al-Haqeel sebagaimana dikutip oleh Hamid 

Fahmy Zarkasyi, dari pendahuluan Deklarasi Cairo dapat disarikan menjadi beberapa 

poin di antaranya adalah bahwa 1) Islam mengakui persamaan semua orang tanpa 

membedakan asal-usul, ras, jenis kelamin, warna kulit dan bahasa, 2) persamaan adalah 

basis untuk memperoleh hak dan kewajiban asasi manusia, 3) kebebasan manusia dalam 

masyarkat Islam konsisten dengan esensi kehidupannya, sebab manusia dilahirkan dalam 

keadaan bebas dan bebas dari tekanan dan perbudakan, 4) Islam mengakui persamaan 

antara penguasa dan rakyat yang harus tunduk kepada hukum Allah tanpa diskrimasi, 5) 

warganegara adalah anggota masyarakat dan mempunyai hak untuk menuntut siapapun 

yang mengganggu ketentraman masyarakat. (Zarkasyi, 2008). 

Deklarasi Cairo terdiri dari 25 pasal, mencakup masalah kehormatan manusia, 

persamaan manusia, manusia sebagai keluarga, perlunya kerjasama antara sesama 

manusia tanpa memandang bangsa dan agamanya, kebebasan beragama, keamanan 

rumah tangga, perlunya solidaritas individu dalam masyarakat, pendidikan bukan hak tapi 

kewajiban, perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, pembebasan masyarakat dari 

kemiskinan dan kebodohan, dan lain sebagainya. Keseluruhan Pasal-pasal dalam 

Deklarasi Cairo itu dapat disarikan menjadi 5 poin: (Zarkasyi, 2008). 

1) HAM dalam Islam diderivasi dari ajaran Islam. Menurut ajaran Islam manusia dianggap 

sebagai makhluk yang mulia. (QS. 17:70)  

2) HAM dalam Islam adalah karunia dari Tuhan, dan bukan pemberian dari manusia kepada 

manusia lain dengan kehendak manusia. (artinya, hak asasi dalam Islam adalah innate / 

fitrah).  

3) HAM dalam Islam bersifat komprehensif. Termasuk di dalamnya hak-hak dalam politik, 

ekonomi, sosial dan budaya.  

4) HAM dalam Islam tidak terpisahkan dari syariah.  

5) HAM dalam Islam tidak absolute karena dibatasi oleh obyek-obyek syariah dan oleh 

tujuan untuk menjaga hak dan kepentingan masyarakat yang di dalamnya terdapat 

individu-individu.  

 

*** 

 

Dari tiga dokumen HAM Islam di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Di dalam konsep Islam, kehidupan manusia berdasarkan pada ajaran 
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Teosentris. Yaitu pandangan yang menempatkan Allah sebagai pusat aktifitas 

dan kehidupan manusia melalui ketentuan syariatNya. Syariat merupakan 

tolok ukur baik-buruk, benar-salah tatanan kehidupan manusia sebagai pribadi 

maupun warga negara, secara individual maupun kolektif. Oleh karena itu 

tidak mengherankan jika hak dan kebebasan yang dianugerahkan Allah 

kepada manusia itu tidak boleh dicabut, diubah dan dibatasi oleh siapa pun, 

baik individu maupun negara. Yang berhak mencabut, mengubah dan 

membatasi hak dan kebebasan tersebut hanya Allah melalui ketentuan 

syariatNya. 

2. Hak asasi manusia menurut pandangan Islam pada dasarnya lahir dari akidah 

Tauhid. Akidah Tauhid berdiri tegak di atas kesaksian bahwa tidak ada tuhan 

yang layak disembah kecuali Allah. Dengan demikian akidah Tauhid 

merupakan sumber segala hak dan kebebasan manusia. Hal ini karena akidah 

Tauhid mengajarkan bahwa Allah yang Maha Esa telah menciptakan manusia 

sebagai makhluk yang merdeka dan bebas dari segala macam bentuk 

eksploitasi, penindasan dan kezaliman. 

3. Manusia dalam pandangan Islam mempunyai posisi dan kedudukan yang 

sangat mulia karena ia adalah makhluk yang paling sempurna. Oleh karena 

itu, penghormatan kepada kebebasan dan HAM adalah esensi dari ajaran 

Islam. HAM adalah hak kodrati yang dianugerahkan Allah kepada setiap 

manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apa 

pun. Hak-hak yang diberikan Allah itu bersifat permanen, tidak boleh diubah 

atau dimodifikasi.   

4. Letak HAM di antara ajaran Islam ialah seperti berikut: Islam adalah agama 

universal yang mengandung unsur-unsur keyakinan (akidah), ritual (ibadah), 

dan pergaulan sosial (muamalat). Dimensi akidah memuat ajaran tentang 

keimanan; dimensi ibadah memuat ajaran tentang mekanisme pengabdian 

manusia terhadap Allah; sedangkan dimensi muamalat memuat ajaran tentang 

hubungan manusia dengan manusia dan dengan alam sekitar. Seluruh unsur-

unsur ajaran tersebut dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang disebut dengan 

istilah syariat (fiqih). Dalam konteks syariat inilah terdapat ajaran tentang hak 

asasi manusia (HAM). 

5. Islam sebagai agama yang bersumberkan kepada bimbingan Ilahi adalah 

agama pertama yang mempromosikan dan mendeklarasikan prinsip-prinsip 
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kebebasan dan hak-hak asasi manusia; baik secara teori maupun praktek.  

Sejak empat belas abad yang lalu Islam telah menyatakan hak dan kebebasan 

manusia yang mendasar di dalam al-Quran dan hadis, dan telah dipraktekkan 

secara langsung di dalam sirah (peri kehidupan) Nabi Muhammad SAW 

bersama masyarakat berbagai golongan dan agama di Madinah sebagaimana 

termaktub dalam Piagam Madinah. Sementara dunia baru menyadari hak dan 

kebebasan ini dan aktif membicarakan permasalahannya di penghujung abad 

ke delapan belas Masehi.  

6. Menurut perspektif Islam, hak-hak yang dinikmati oleh seseorang adalah 

imbalan atas pelaksanaan tanggungjawabnya. Dengan demikian seimbanglah 

antara hak dan kewajibannya. Karena hak dan kewajiban merupakan satu 

kesatuan yang tak terpisahkan, maka orang tidak akan memperoleh hak tanpa 

melaksanakan kewajiban, atau dibebani suatu kewajiban oleh syariat Islam 

tanpa ada keuntungan untuk memperoleh hak. 

7. Persamaan hak, keadilan, tolong-menolong, dan persamaan di depan hukum 

adalah di antara prinsip-prinsip kunci yang sangat diperhatikan Islam. Dalam 

sejarah peradaban Islam, prinsip-prinsip ini dipegang oleh umat Islam sebagai 

cara hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan prinsip-prinsip 

yang sangat jelas di atas, maka setiap pemaksaan kehendak, penindasan, 

diskriminasi, intoleransi, terorisme, dan hal-hal yang menyalahi 

sunnatullah bukanlah ajaran Islam. Sekalipun hal ini dilakukan oleh oknum 

umat Islam, namun ia tetap sebagai bukan ajaran Islam.  

8. Ada banyak paralelisme, persamaan dan titik temu antara HAM dalam 

perspektif Islam dengan DUHAM PBB. Hal ini membuktikan kenyataan 

bahwa nilai-nilai universal tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai 

universal lainnya.  

9. Di antara perbedaan cara pandang Islam dan Barat dalam masalah kehormatan 

manusia ialah sebagai berikut: Islam beranggapan manusia mendapat 

penghormatan Allah karena tugasnya sebagai KhalifahNya di atas muka bumi, 

dan tugas kekhalifahan ini berhubungan erat dengan ketaatan atau „ubudiah 

(perhambaan)nya kepada Allah. Dengan demikian, jika tidak taat dan tidak 

menyembah Allah maka ia tidak akan mendapatkan penghormatan. Apabila ia 

kufur, bertindak bodoh, durhaka, dan menjauhi kebenaran maka 

kehormatannya sebagai manusia akan berkurang atau bahkan bisa habis. 
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Sementara dalam perspektif Barat, hak dan kehormatan manusia adalah hak 

tabii, muncul dari konsep kedaulatan mutlak manusia yang superior dan tidak 

ada kedaulatan lain yang mengatasinya. Konskwensinya, manusia tetap 

memiliki hak dan kehormatan kodrati tersebut walaupun ia menyimpang jauh 

dan melakukan kejahatan. 

10. Hak-hak asasi manusia dalam Islam dinyatakan dengan jelas dan tidak 

dibiarkan kabur dalam peristilahan yang longgar. Jika ada perbedaan 

pentafsiran akan dikembalikan kepada syariat Islam. Ini berbeda dengan hak-

hak dalam pemikiran Barat yang rata rata masih dituangkan dalam bentuk 

ungkapan yang longgar dan umum berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan 

yang samar seperti; keadilan, kesamarataan, persaudaraan, kehormatan dan 

martabat. Istilah-istilah ini mempunyai banyak pentafsiran sehingga 

memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mentafsirkannya sesuai 

dengan kehendak masing-masing. Akibatnya, pentafsiran tersebut seringkali 

bertentangan satu sama lain. 

11. Di antara hal yang membedakan antara HAM perspektif Islam dan HAM 

Barat ialah di dalam Islam ada dua konsep tentang hak. Pertama, Hak 

manusia (huquq al-insan al-dharuriyyah). Kedua, Hak Allah (huquq Allah). 

Kedua jenis hak tersebut bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan karena 

saling terakit. Sementara Barat hanya mengenal hak manusia saja. 

12. Hak Asasi Manusia dalam Islam merupakan suatu alternatif dari Hak Asasi 

Manusia yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan jauh lebih 

praktis dan aplikatif. Hal ini karena sumbernya adalah syariat Islam yang 

sesuai diimplementasikan oleh manusia kapan dan di mana pun berada di 

belahan bumi ini. 

13. Penggalian prinsip-prinsip HAM dari syariat Islam sudah dilakukan oleh 

sejumlah ulama dan cendikiawan Muslim dengan hasil dokumen-dokumen 

tentang HAM. Konsep syariat Islam mengenai HAM masih terus bisa digali 

untuk ditambahkan ke dalam muatan HAM yang sudah diperolehi terlebih 

dahulu. Pengembangan nilai-nilai HAM dengan pengayaan prinsip-prinsip 

syariat Islam dapat menjadi pilihan masa depan. 

 


